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BAB I
Efeketivitas Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perintah Alllah 5wt salah satunva pe-
rintah pelaksanaan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk me-
ngatur kehidupan manunsia dalam berinteraksi sato sama
lainnya., Hubungan hukum dalam rumah tangga terkadang
mcnimbulkan konflik vang akhirnva penvelesaiannva sampai
pada lembaga peradilan.

Pengadilan Agama scbagal lembaga vany meonuliki ke
wenangan menvelesaiakan perkara perkawinan memiliki
poran yang sangal pentng dalam mominimalisie perecraian
di masvarakar. Tahapan penyelesaian perkara berdasarkan
hukum acara scbelum pombacaan pugalan dalam porkara
perceraian adalah mediasi para pihak vang dilakukan oleh
Mediator (dalam hal ini halim Pengadilan Agama Manado).




g Fenyelesaiansengkeramelaluimediasidapatdipersamakan
dengan penyelesaian sengketa melahn *hakam” dan bentulk
operasionalnya adalah “tahkim? hal terschut dikemukakan
dalam al-Quran. Kontlik vang berlanjut menjadi sengketa
di pengadilan banyvak terjadi di negara hubkuwm Republik
Indonesia, baik yang bersitat pidana maupun perdata]

Dilihal dari subveknva konflik yvang menjadi senghkela
persitat perorangan, kelompok, dan dapat pula bersitat
keluarga, Konflik vang terjadi di masvarakat berlanjut menjadi
perkara apabila vang bersanpghkutan merasa hak-haknya ter-
ganggu kemudian memasuldian atau mengajulan gugatan
di pengadilan dan setelah terdattar resmi menjadi perkara.
Sehubungan dengan hal tersebut penanganan perkara di
Indonesia, sekarang telah menimbulkan masalah serins ber-
tumpuknya perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun
Lingkal kasasi.

Fandasan filosptis tentang penvelesaian kontlik melaln
mediasi pernah dilaksanakan oleh Muhammad Easulullah
SAW. baik sebelum menjadi rasul manpun serelah menjadi
rasul. Proses penvelesaian konllik (senglheta) dapat ditemulkan
dalam peristiwa peletakan kembali “Hajar Aswad” (baru hitam
pada sisi kabuh) dan perjanjian Hudaibivah. Kedua peristiva
ini dikenal baik oleh kzaum Muslimin di seluruh dunia, dan
karena itu diterima secara wnum, Peletakan kembali *Hajur
Aswad” dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan stratepi
resolusi kontlik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi,
selungoa kedua peristiwa il memilikl perspekll yang sams
vaitu mewjudkan perdamaian.-

1 Wirhanucdin, Deskripsi Tentong (Mediosi v Pengoailan Tingg’ Agomo
ia b ssar: Perspekdf Aukem [sfam, AL-FIKR, volurme 20 Nomor 2 Tahun 2016,
h. 274-304

2 Syahrizal Abbas, Mediasi dolam Hukum Syvorich, Hubum Ador. & Hubum
Masional, [lakarta: Kencana, 2011), h. 16&

[




Salah satn penyelesaian perkaras mediagi adalah perkara
perlm@ar‘.. FPenyelesaian perkara perkawinan melalui me-
diazi. Mediagi adalah cara penyelesaian sengketa melah
proses perundingan untuk memperaleh kesepakatan parn
piliak dengan dibanw oleh I".‘Iedaur dan memiliki banval
kenntungan, di antaranya adalazh proses yang cepat, hersitat
rahasia, Udak mahal, adil dan berhasil baik® Denyelesaian
ini hendaknya menjadi prioritas utama bagi hakim sebagai
Mediater selingga meminimnalisic tingkat perceraian.

Kepala Radan  Pemberdavaan Perempuan dan  Per-
lindungan Anak (BIF3A) Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
Froy Tumuindo mengatakan hahwa setiap tahunnya angka
perceraian di Daerah Bumi Nyiur Melambai terus meningkat.
Lntuk tahun 20711 saja dijelaskan Tomundo, berdasarkan data
perceraian dari Pengadilan Negeri (PN) di Sulor tahun 20073
mencapai 865 kasus, sedangkan data dari Pengadilan Agama
(PA) 1011 kasusd

Tahun 2012, ada 169 perkena vang diselesaikan oleh Hakim
PA Manada vang dinjukan oleh pihak isteri (cerai gugat). 69
perkara digjukan oleh suami (cerai talak), Tahun 2013, cerai
engat 189 perkara, cerai talak 86 perkara. Tahun 2004, cerai
vugal 225 perkara dalok 104 perkara. Hal ind menunjuklan
halnwa tinpgkar perceraian vang terjadi di masvarakar didomi-
nasi vleh gugatan vang digjuken oleh isteri tidak harmonisnya
kehidupan keliarga, krisis akhlak, dan tidzk ada tangoung
jawab.

Herdasarkan gambaran di atas penubis tertarik untuk me-
neliti secara mendalam mengenai Tfekrifitas Penyelesaian
Scngkela Perkawinan melalui Mediasi di Pengadilan Agama

3 Achmad Ali, Sesiolegi Hukum Kafion Empirs Terhodap Pengodilan,
[[akarta: Kencana, 2014], h. 37

4 http/fwwews marn adotoday.co.id 2015/02 /209/angks perceraian di
sulut-dnggi/. Diakses kamis & Juli 2017 pukul 11.0C Witz

Lal




vianado.

B. (ﬁn Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnva Lidak scorang pun menghendaki lerjadinya
sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam bisnis atau
sudalu porjanjian, masing masing pihak harus mengantisipasi
kemungkinan terjadinyz sengketa yang dapat tejadi setiap
saal di kemudian hari. Sengkela vang perlu diantisipasi dapat
timbul karena perbedaan penafsiaran baik mengenai begai-
mana cara melaksanakan klausul klasul perjanjian maupun
tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian,
at aﬁn sebab hal-hal lainnya

Sengfkela dapal discbabkan oleh beberapa macam [aklor,
di antaranva perbedaan kepentingan ataupun perselisihan
antara piliak satu dengan pihak lainnya, Dapal juga discbabkan
oleh adanva aturan-aturan kaku vyang dianggap sebagai
penghalang dan penghambal untuk dapal mencapal lujuan
masing-masing pihak. Kerena setiap pihak akan berupava
seimaksinal mungkin untuk mocapal wajuannva, schingesa
potensi terjadinya sengketa semakin besar®

Senghela vang Lerjadi wentunya harus dapat disclesaikan
oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat di-
lakuken melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pe-
nyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada
Hukum Acara vang mengatur persyaratan-persvaratan yang
harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta
upava-upaya yvang dapat dilalukan, Sedangkan penyelesaian
sengrkela di luar pengadilan adalah penvelesaian sengkela yang
dilakukan berdasarkan kesepakan para pihak dan prosedur

penyelesaian alas sustu sengkola diserakan sepenubinva

5 Gatet F soemartono, Arbitrosedon Mediasi di indonesia, (Jzkarts: PT.
Gramedia Pustaka utama, 20K4), h. 1

E limmy Joscs Sembirnng, Corg fenyeclosaibon Senglbebs di Loor
Fengadilan Negosiosi, Medlasi, Konsillasi & Arbitrase, h. 1-2




kepada para pihak vang bersengkera. Penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dapat dilakukan melalu berbagai cara di
Anrtaranya negoesiagi, mediasi, kongiliagi, dan arbimrase

Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelurangan dan
kelebihan masing masing vang dapat dijadikan pertimbangan
nl&l&am pihak dalam memilih acara menyelesaikan sengkera.

Untuk menyelesaikan sengkela, pada wimuwmnya Lerdapal
beherapa cara vang dapat dipilih. Cara-cara vang dimaksuod
adalah sebagai berilut:

1. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penvelesaian masalah
melalui diskusi(musyawarah)secara langsungantarapihak
pihalk yang bersengketa yvang hasilnva diterima oleh para
pihak terscbut. Jadi, nepoesiasi tampak schagai suat seni
untuk mencapai kesepalatan dan bukan ilmu pengetahuan
yang dapat dipelzjari. Dalam prakiik, negosiasi dilakukan
karena 2 alasan, yaitu: (1) untul mencari sesuatu yang
baru vang tidak dapat dilzkukannva sendiri, misalnva
dalam rransaksi jual heli, pihak penjual dan pembeli saling
menmer lukan wntuk menentukan harga (dising tidalk lerjadi
sengketa); dan (2) untuk memecahkan perselisihan aran
senglela yang limbul di antara para pihak.®

2. Mediasi, vaitu upava penvelesaian sengeta dengan me-
libatkan pihak ketiga vang netral, vang tidalk memiliki
kewenangan mengambil keputusan, yang  membantu
pihal-pihak vang bersengketa mencapai penyelesaian
(solusi) yvang diterima oleh kedua belah pihak, (Sebenarnva
mediasi sulit dideftinisikan arena pengertian tersebut
sering digunakan oleh para pemakainva dengan Lujuan
yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka
masing-masing. Misalnva, di beberapa negara, kerena

flimmy Ioses Sembinng, Corg Aenyelesoibgn Sengielo o Loor
Poagadilan Negosiosi, Mediasi, Kansilins! & Arhitrgse, h 2
8 Catot P Soemartone, Arbitrosedon Mediasi df indenesio, h. 2




pemerintahnya menvediakan dana untuk lembaga modiagi
bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga
lain menvebut dirinys sehagai lembaga mediagsi ™
A, Konsiliasi, merupakan lanjutan dari mediasi. Dalam hal ini
konsiliasi berwenang menyusun dan meruwmuskan penye-
leszian untuk ditwarkan kepada para pihak. Jika para
pihak dapat menyetujui, solusi yang dibual koosiliator
menjadi resolution. Kesepakatan ini juga hersifat final dan
mengikal para pihak'
4. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan,
semua pihak bersengleta saling berhadapan salu sana
lzin untuk mempertzhankan hak-haknya, Hasil akhir dar
penvelasaian sengketa melalui litigasi adalah putusan
vanyg muuywan pihak yang satu menang dan pihak yang
lzin kalah. ! Pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan
vang diberl wowcenany untuk mengadili, yailu menerima,
memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Hukum
Acaradan ketenluan perundang vandangan vang berlaku,®
Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar
peradilan, Derdasarskan pada perjanpan arbilrase yang
dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang
dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. -

o

C. %n Penvyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris, “mediation” vang
artinya penyelesaizn sengketa yang melinatkan pihak ketiga
sebagai penengah atau penyelesaian senghketa secara me-
nengahi, yang menengahinya dinamakan Mediator atau orang

g (atol B Spemartono, Scidtrose doo A edosd d Indonesio, b

10 Murmanoingsibh Amriari, Meodiosr Altermolf Poenpelesaion Songhelto
Peraota gi Pengadilan, [Jakartz: Rajawali Press, 2012), h. 34

11 nurngnoingsik Amriani, Medicsi Alternotfl Penpelesaion Senghketo
EFerdata o Pengadian, b 3%

12 Gatot P 2ocmartone, Arkitraose gan Mediasi gi Indonesia, b, 2

13 Catoet P Soemartone, Arbitrase dan Mediosi di Indenesia, h. 2

]




vang menjadi penenpah ® Mediasi jupa dikenal dengan istilah
“dading” vaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untul
monyelesaikan atan memberhentikan berlangsungnya terus
suatn perkarat®

Pada dasarnva penyelcsaian scngkeota dapat dilakukan
dengan dua cara, vang biasa digunakan adalah penyelesaian

sengleta melalui pengadilan, kemudiandengan perkembangan
peradaban manusia herkembang pula penyelesaian sengketa
di luar pengadilan. Proses penyelesaian senglketa melalui
pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat
adversarial yvang belum mampu merangkul kepentingan
bersama, karena menghasilkan suatu pummisanwin lose solufion,
dengan adanva pihak vang menang dan kalah tersebut, di satu
pihak akan merasa puas rapi di pihak lain merasa tidak puas,
sehingga dapar menimbulkan suatu persoalan haru di antara
para pihak yvang bersenghketa.

sedangkan dalam menvelesaikan sengketa di luar penga-
dilan, dapat menghasilkan  kesepakalan yang “win-win
solemon” karena penyelesaian sengkera di luar pengadilan
melalui kesepalatan dan musyvawarah Jdi antara pilak satu
dengan pihak vang lain dapat meng hasilkan snatn keputsan
bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belal pihal,
sehinggea keputusanyang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan
sengleta para pihak karena ldak mewajibkan unwk dipubli-
kasikan. Penyelesaizn sengkera di hiar pengadilan ini nomam-
nya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dasar hukum mediasi yang dipunakan dalam system AR
(Alternative Thspute Resolution) di Indonesia adalah sebagai

berikul.

14 Abdul Manan, Peneropon Hurum Acare Perdate of Lingkungon
Eerndilon Agarma, [lakarta: BT Kencana, 20051, b 175

15 Simorngkir ckk, Kamus Husum, Cet ke & Jzkartz @ Sinar Grafika,
2004], h. 33

]




1. Pancagila sebagai dasarideclogi negara Republik Indonesia

vang mempunval salah satu asas musvawarah untuk
mufakar.
LUD 1845 adalah konstitusi negara ndonesia dimana

[~3

asas musyawarah untuk mulfakat menjiwai pasal-pasal di-
dalamnya.

3. CUNo. 14 tzhun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UL No. 4 rahun
2004 penjelasan pasal 3 menvatakan: "Penvelesaian per-
kara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atao me-
ladui wasit letap diperbolehkan” Selain itu pasal 2 ayal 4
menyatakan: Ketentuan avat 1 tidak menontop kemung-
kinan untuk usaha penvelesaian perkara perdata secara
pordarmaian”

4. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan .‘mr—
nall Penyelesaian Senghela pada pasal 6 aval 3 Lldak
ditemukan pengertian mediasi akan tetapi hanya mem-
berikan kelerangan balwa jika sengkela Ldak mencapal
kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui
penaschat abil alan Medialon?

Surat Ldaran Mahkamah Agung (SEMA} No. 1 tahun 2002

tentang Pemberdavaanlembaga damai sebagaimana dalam

ﬁ:ﬂ 12301 HIR /154 Rbg,

Dalam Hukum Islam, sccara terminclogi perdamaian di
sebut dengan istilah “islah”™ {as-sulhk) vang menurut bahasa
adalah memutuskan suatu perscngketaan antara dua pihak.
Dian menurut syard adalah suatu akad dengan maksud untuk
mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling

o

16 ndang undang Nomor 320 Tebun 1983 tontang Arbitrasze dam
Alterratf Peryeleszign Sengketa pada pasal & ayat 3 “Dalam hal sengketz
atau beda pendapst sebagaimara dimaksud dalam ayat (2] tidak dzpst
dizaleszikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, senpketa 2tzu bedz
pendopat disclozaikan melzlvi bantuan scorang 2tou lchih ponaschat ahli
maupun melalui secrang mediztor”




hersengkota o

Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Proscdur Mediasi di Pengadilan pada pesal 1 ayat 1
mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

melalul proses perundingan untuk memperolch kesepeakatan
pﬁrﬁihak dengan dibantu oleh Mediator

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain scbagai
berikut:
1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perundingan.
2. Mediatorterlibat dan diterima para pihak yang bersengketa
di dalam perundingan.
. Mediator bertugas membantu para pihak yvang bersengketa
untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunvai kewenangan membuat ke
putusan selama perundingan berlangsung.

5. "lujuan mediasi adalah untuk meneapai atau menghasilkan
kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa

guna mengakhiri sengketa,

[

Sebagal seorang Mediator yang dituntut untuk menge-
depankan negosiasi yang bersifat kampromis, hendaklah
memiliki keterampilan-keterampilan khusus. keterampilan
khusus yang dimaksud ialah:

1. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak
yang bersenghketa

2. Mempunvail kererampilan bertanya teorhadap hal-hal yang
dipersengketakan.

Mempunvai kererampilan membuaar pilihan-pilihan dalam

P
.

menyelesaikan sengheta yang hasilnya akan menguntung-
kan ﬁm piliak yang bersenglela (win-win solution).

17 Atabik Al dan Abhmad Zubhdi Muhd lor, Keotes Kentemprrer [drab-
fndoncsio), (Yozvakarta: Multi Kamye Grafika, 19985), h. 1188,
18 PERMA Me. 1 Tehun 2016 tentang Prosedur Medizsi di Pengadilan.




4. Mempunvai kerorampilan tawarmenswar secars seimbang.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka
gendiri terhadap hal-hal vana dipersenpkerakan.®
Aturan yang mengatur mengenai mediasi yaitu pada
PERMA No. 1 Tahun 2016, vang di dalamnya mengatur rentang
Llata cara bermediasi vailu memuat kete ntuan umun, pedoman
mediasi di pengadilan, Mediator, tahapan pramediasi, tahapa
proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan mediasi
dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, dan ketentnan
e LLLLLLLY.

Pengaturan wakm mediasi inmi lehih singkat dengan
ketentuan vang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yvang
mengatur jadwal mediasi selama 440 hari, Namun perpanjangan
walttu untuk mediasi atas kesepakatan para pihal lebih lama
lagi yaitu A0 hari sedangkan dalam PERMA No 1 Tahun 2008
hanva 141 hari.

D. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di
Pengadilan Agama
Fada dasarmya medias di Pengadilan Agama Lidak berbwedsa
dengan di Pengadilan pada umunva. Hanya saja di Pengadilan
Agama khusus momediasi sengkela vang Lernjadi pada wmat
Izslam Ekhususnya mediasi pada perkara perkawinan yang
menjadi salah satu wewenang dari Pengadilan Agama.

Mengingat burnwvi konsideran PERMA KT No. 2 Tahun
2003 dicabut dengan PERMA Nomor | Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Penggpiilan dan Lerakhir PERMA Nomor
| Tahun 2016, ditegaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke
dalam proses boracara di Penpadilan, dapal menjadi salalh
satu instrumen efektit dalam mengatasi kemungkinan pe-

19 Harijah Camis, Hakim Mediasi Versi Sema Momor 1 Tahwn 2006
wontong Pemberdayean Pengadilan Tingkat Portama Mencrapkan Lombagzgz
Damal, Mimbar Hukum, Nemor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, h, 28
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numpukan perkara di Pengadilan. EFmbrio lzahirmya PERMA
RI Nomor 2 Tahun 2002 dicabut dengan PERMA Nomor 1
tahun 2008 ini dikarenzkan jumlah tompukan atan tunggakan
perkara i MA, sehingen mﬁnrlm'r@ ketua MA pada saar it
(Bagir Manan) untuk menetapkan mediasi sebagai salah satu
cara mengurangi perkara di Tembaga Peradilan, khususnya di
Mellamah Agung. =

(rigihnya Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan
lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan
dimaksudkan sebagai salah satn instrumen efektit unmik
mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan
termasuk perkara perceraian di PA serra memperkuat
dan memalsimalkan fungsi lembaga non-pradilan dalam
penvelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang
hersitat memutus (ajudikatit) =

Adapun alagan yang melatar belakangi penerapan modiasi
dalam penvelesaian sengkera menurut Hasnawaty Abduollah
dadam tulisannya vang berjudul “Penerapan Mediasi di dalam
Praktek Peradilan”, antara lain adalzh sebagai herikut: (1)
Perlunya tala cara penvelesaian sengkela vang [lelsibel dan
responsit bagi para pihak yvang hbersengketa: (2) Menmbihlkan
keterlibatan masyarakat dalam penvelesaion sengketa; (3)
Memperluas akses mencapai atan mewnjudkan keadilan
selingga setiap sengketa yanyg memiliki ciri-cin tersendiri
terkadang tidak sesoal dengan hentuk penvelesaian yang
satu cocok dengan bentuk penyelesaian vang lain, untuk itu
para piliak dapal menulibh mekanisme penyelesaian sengkela
vang terbaik dan sesuai dengan situasi arau sengketa yang

20 Lilick Karmilah, Mediasi Scbhagai Salah Satu Boentuk Foenycolesaian
Sengkete di Pergedilan Agamea, PERSPEKTIC, Yolume XV No. 1 Tehun 2010
EdisiJanuzri, h. 30-63

27T Triana 5ofiami, Efektifitzs Mediasi Perkare Fererzian Pasce FERRA
nomor 1 Tehun 2008 di Pengadilan &gama, Jurnol Penelitian, Volume 7, Nomor
2, Mopember 2010,
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dipersengketakan.=
1. Jems Perkara vang Wajib Menempuh Mediasi

Pada dasarnva sclap sengkela perdata vang diajukan
ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlavanan (verzet)
alas pulusan verslck dan perlawanan pihak berperkara
(partij verzet) maupun pihak ketiga (devden verzet) terhadap
pelaksanaan putusan vang telah berkekuatan hukum Letap,
wajib  terlebin  dahulu divpavakaggpenvelesaian melalui
mediasl. Akan lelapl grdasarkan Pasal 4 ayal (Z) PERMA
Nomor 1 tahun 2016 ada beberapa senpketa perdata yang
dikecualikan dari kewajiban penvelesaian melalii mediasi
sebapai berikut:™
a. Scngkela vang pemneriksaannva di persidangfan ditentukan
tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan per-
dluran perundang- undangan (scpoerll pormehonan pom
batalan putusan arbitrase);

=@

scngkela yang pemeriksaannyva dilakukan tanpa hadirmya
penggugdat atau ter gugat vang telah dipanggil secara patut;
o Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak keliga
dalam suatu perkara (intervensiy;
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan
dan pengesahan perkawinan;
sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agsms serelah
diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi
dengan hanmian Mediator bersertifikat yang terdafrar di
Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil ber-
dasarkan pernvataan yang ditandatangani clch para pihak
dan Mediator bersertifikar =

22 Lilick Kamilab, Modiasi Scbagai Salah Satu Bentuk Fenwyelezaian
Sengketa di Pengacilen Agama, PERSPEKTIC,

23 Mashurd, ‘Aediosi Df Pengodilon Agamao Berdosorkan Peratliron
MMobkomoh Agung Nemmor 1 Inhun 20076, hittpfwww pa-mannago.idy
artikel 2/hulum den peradilen, di akes pada tanggal 22 April 2017

24 Mashurd, ‘Mediasi DF Pengadilon Agama Serdosorkan Peratliron




Meskipun sengketa schapsimana torschbut di oaraz di
kecualikan dari kewajiban mediasi, alian tetapi berdasarkan
kesepakaggn pars pihak, sengketa sehagaimans tersehur pada
angka a. o dan e tetap dapat diselesaikan melalni mediasi
secdara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan
Agama dan tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama
dan Mahlkamah Agung,®

2. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi
aﬁ(ehadirﬂn Para pihak Berperkara.

Apebila dua pihak yang berperkara hadir, atan apabila
para pihak berperkara lebih dari satu dan ada di antaranva
vang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan
patut dipersidangkan maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib
mcnjelaskan proscdur mediasi kepada para pihak meliputi
pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak
untuk menghadini langsung pertemuan mediasi, biava yang
mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan
bukan pegavwal poengadilan, piliban otk menindaklanjud
kesepzkaran  perdamaian melalni akta perdamaian atau
pencabutan gugatan dan selanjutnya menverahkan formulir
penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani
(Pasal 17).2¢

Selamutnya pihak berperkara dapat memilih Mediator
vang terdaftar di Pengadilan Agama setempat paling lama
dua hari berikumwva dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa
perkara, apabila pihak berperkara tidak dapat bersepalat
mcmilih Mediator maka Ketua Majelis scgera menunjuk
Mediator, Haldm atau Pegawai Pengadilan, selanjutnva Eetua

fdahkomah Agu HQEJWDF 1 Tohun 2016,

25 Mashurl, (Aedicsi OF Pepngadilon Agomo Berdosarkan Peroturon
fteshkaenah Agung Momor 1 Takan 2076,

26 Mashuri, Mediosi ¥ Pengadilon Agama Bordosarkan Porotuican
ffahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
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Majelis menerbitkan penetapan vang memuat perintah unnik
melakulan mediasi dan menunjuk Mediator dan Panitera
Pengganti - segera memberitahukan penetapan rersebut
kepada Mediator. (Pasal 19-200.~

sctelah penctapanMediatordisampaikan kepada Modiator
vang telah ditunjuk, maka selanjutnya proses mediasi beralib

kepada Mediator =

b) Mediator.

Salah satu perubahan penting vang diztur PERMA Nomor
1tahun 2016 mengenai siapa saja vang dapat menjadi Mediator
di Pengadilan Agama, adalahy diperbolelilkannya Pegawai
Pengadilan Agama untuk menjadi Medialer sclama pegawal
tersebut memiliki sertifikat Mediator =

Pada dasarnya setiap Mediator baik Hakim maupun non
Hakim harus memiliki sertifikat sebagai Mediator akan retapi
dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 khusus Mediator hakim
dapat dikecnalikan apahila ridak ada Mediator bersertitikat
alau Lerdapal keterbatasan jumlah Medialor berser Lilikal.

16
¢} Proses Mediasi

Medialor yang ditunjuk menentukan har dan tanggal
pertemuan mediagi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung
Pengadilan Agama maka Mediator melalukan pemanggilan
para pihak dengan bantuan Jurusita atan Jurusita Pengaanti !

27 Mashun, Medinsi 0 Pengadilan  Agaona Berdosorkan Peraturan
WMabreamah Agung Nomar 1 Tohun 2016.

28 Mashurd, Mediosi OF Pengodilfon Agamo &mm—aﬁm Peraturan
Mt hanmoh Agung Nomor 1 Toboan 2016

29 Mazhun, Wediosi I Pongoadilan Agomo Bordosorkan  Poraluran
MMahkamah Agung Nomor 1 Tohun 201€.

30 Mashur, dediasi Df Pengodilon Agomo Serdosorkan Peratliron
Nefes Bleemonh Agunigy Moamor 1 Tokan 2016.

31 Mazhur, Mediosi DV Pepgadilan Agama Bordosorkogn Peraturan
iakkamah Agung Nomor 1 Tohun 201€.
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Fara pihak wajib menghadir secara langsung portemuan
mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum,
kecuali ada alagsan sah seperti kondisi kescharan yang tidak
memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan
sural kelterangan dokier; di bawah pengampuan; mempunyai
tempat tinggal, kediaman atan kedudokan di luar negeri; atan
menjalankan Lugas negarya, tuntutan prolesi atau pekerjaan
vang tidak dapat ditinggalkan*

Apabila salah satu pihak tidal hadir sebanvak dua kali
tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri
mediasimaka pihakvang tidak hadir dinvatakantidak beritilcad
baik, dengan akibar hukum apabila yang ridak beritikad baik
adalah pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidal dapat
diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenai biava
mediasi, dan apabila yang ridak beritikad baik adalah pihak
Tergugal maka dikenai kewajiban membayar biava mediasi;™

Fara pihak juga dapat dinvatakan tidak beritikad baik
Ell::ll;ii'rﬂ alasan sebagai berikul;

) Ketidakhadiran  berulang-ulang  yvang  mengganggu
jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

2) Menghadiri pertemuan Mediasi, lelapi lidal mengajulan
danarau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
dan/atau

1) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian
vang telah disepalati tanpa alasan sah.*

Faling lambat lima hari setelah penetapen penunjuklan
Mediator pihak bherperkara menyerahkan resume perkara
kepada Mediator dan pihak lawan, selanjutnya mediasi

32 Mashuri, Mediosi IV Pengodidon Agomo Bordosarkon Poroliron
fdahkomah Agung Nomor 1 Tahan 2016,

33 Mashurl, (fedicsi OF Pepgoadilon Agomo Berdosarkan Peroturon
fteshkaenah Agung Momor 1 Takan 2076,

34 Mashuri, Mediosi N Pengadilon Agama Bordosarkan Porotuican
ffahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
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dilaksanakan sclama A0 hari kerja dan atas dasar kesepakaran
para pihak jangka walktu mediasi dapat diperpanjang selama
A0 hari kerja denpgan eara Mediator mengsjukan permaohonan
perpanjangan jangka waktn mediasi kepada hakim pemeriksa
perkara disertal dengan alasaniya (Pasal 24).5°

Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan B.‘ET.H'IITH
gugalan saje, dan bila tercapal kesepakatan diduar petituim
cugatan - maka  pengpugat menpgubah gugatan  dengan
memasuklian kesepakatan tersebut di dalam gugatan (Tasal
25). Mediasi juga dapat melibatkan ahli dan tofgph masyarakat
dengan disepakati terlebih dahulu apakah penjelasan dan
atan penilaian ahli dan rokoh masyarakat tersebut bhersifat
mengikat atau tidak (Fasal 26).*

Mediator dalam menjzlankan fungsinya harug melsk
sanakan langlkah-langkah sefggaimana tersebut pada Pasal 14
PERMA Nomor 1 tzhun 2016 sebagai berikut:

1} Mcmperkenalkan diri dan memberi kescmpatan kepada
para pihak untuk szling memperkenalkan diri;

2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifar Mediasi kepada
rara pihak;

3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator vang netral
dan ridak mengambil keputnsan;

4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para
rihak;

2) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadalan
pertemuan dengan satn pihak tanpa kehadiran pihak
lainnva (kaukus);

6} Menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak;

7) Mengisi tormulir jadwal mediasi.

) I*r'lUlll'JL‘.I'iElj kescinpatan kepada Para pihak untuk

35 Mashurd, ‘Mediasi Df Pengodilon Agoamo Berdosorkan Peratlron
Nefes Bleemonh Agunigy Moamor 1 Tokan 2016.

36 Mazhun, Mediosi DV Pepgadilan Agama Bordosorkon Peraturan
iakkamah Agung Nomor 1 Tohun 201€.
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menyampaikan Fermasalahan dan usulan perdamaian;

9) Menginventarisasi Permasalahan dan mengagendalan

100} Pembahsasan berdagarkan skala proritas; memfasilitasi
dan mendorong para pihak untuk:

a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak,

m) Mencari herbagai pilihan penyelesaian yang terbaik
bagi para pihak;

¢} Bekerja sama mencapai penyelesaian;

11} Membantu para pihak dalam membuat dan merwmuoskan
kesepakatan perdamaian;

12) Menvampaikan laporan keberhasilan, ketidakbe rhasilan
dan/aran tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada
Hzkim Pemeriksa Perkara;

13) Menvatakan salah satu alau para pihak tidak beriklikad
baik dan menvampaikan kepada Hakim Pemeriksa
Perkara: ™

Tugas Mediator beraklur dengan menvampaikan laporan
hasil mediasi Kepada Hakim Pemeriksa perkara

d) Laman Mediasi

(1} Mediasi berhasil.

Mediasi dinvatakan berhasil apabila tercapai kese-
pakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam
bentule kesepakatan tertulis vang ditandatangani para
pihak dan Mediaror. Kesepakatan perdamaian tidak baleh
memuat ketentuan yang:*

a) bertentangan dengan hulum, ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan;

b) merugikan pihak ketiga; atau

c) tidak dapat dﬂa?ksanakan.

37 Mashurl, (Aedicsi OF Pepgoadilon Agomo Berdosarkan Peroturon
fteshkaenah Agung Momor 1 Tahoan 2076,

38 Mashuri, Mediosi N Pengadilon Agama Bordoscrkan Porotican
ffahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
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Kesepakatan perdsmaian torschut dapar dikuatkan
dalam alta perdamaian dan jika tidak menghendal dilouat-
kan dalam akts perdamaian maks kesepakatan perdamaian
wajib memuar pencabutan gugaran, selanjutnya Mediator
membuat laporan keberhiasilan mediasi dengan melampir-
kan kesepakatan perdamaian (Pasal 27

Apuabila pihak berperkara lebih dusul_u maka kese-
pakatan perdamaian dapat terjadi antara Pengpugat
dengan sebagian Tergugat, dengan mengubah gugatan
dan tidak lagi mengajukan Tergugat yang tidak mencapai
lesepakatan sebagai pihak. Penggugat dapat mengajulan
kembali gugatan baru rerhadan Tergogat yvang tidak men-
capai kesepakatan (Pasal 29). Selain kesepakatan antara
Pengougar dengan sebagian lergugat, kesepakaran juga
dapat terjadi atas sebagian objek sengketa, dan terhadap
objek sengkela vang Ldak wercapal kescpakalan akan
dilanjutkan pemeriksaannya aleh Hakim Pemeriksa Perkara
(Pasal 30).*

Untuk perkara perceraian vang fintutan perceraian
dikumulasikan dengan tuntutan lainnva, jika para pihak
ridak mencapai kesepakatan untuk hidop rukun kembali,
mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya, Dan jika
rercapal kesepakaran atas tuntutan lainnya, kesepakaran
dituangkan  dalam  kesepakatan  perdamaian  sebagian
dengan memuat “klausul” kererkaitannyz dengan perkara
perceraian, dimana kesepakatan tersebut dapat dilaksana-
kan jika putusan Hakin Pemoeriksa Perkara vang mengabul
kan gugatan percerai telah berkekuatan hukum tetap.
Resepakatan Lerscbul bidak berlaku jika Hakim Pemerikss
Perkara meEﬂak gugatan cerai atau Para pihak bersedia

33 Mashun, Mediasi DF Papgadilan Agamao Bergosarkan Peraturon

Nefes Bleemonh Agunigy Moamor 1 Tokan 2016.

40 Mazhur, Mediosi DV Pepgadilan Agama Bordosorkon Peraturan

iakkamah Agung Nomor 1 Tohun 201€.
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rnlﬂmﬁmhn]i sclama proges pemeriksaan perkars
() Medizsi Tidak Berhasil
Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak

tidak menghasillan kesepakatan sampai batas waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau
apabila Para pihak dinvatakan tidak beritikad baik karena
tidak mengajukan dan atau ldak menanggapl reswumne
perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep
kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan
yang szh {PﬁsaﬁZ}-‘”
(3 Mediasi ‘Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apahila
perkara tersebut melibatkan aset, harta kelkayaan atau
kepentingan vang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
yang tidak dilkutsertalkan sebagai pihak, atau diilutsertalan
schagaipihaktetapitidak hadir dipersidangan schingga tidak
menjadi pihak dalam proses mediasi atau diikursertakan
sebagai pilizk dan hadir di persidangan, tetapi Udalk pernal
hadir dalam proses mediasi.

I‘-Bcliaﬁi juga dinyatakan tidak dapat dilalsanalan apa-
hila melibatkan wewenang kementerian /lembaga/ins-
tansi di tingkat pusat,/daerah dan//atau Badan Usaha Milik
Negara,/Daerah vang tidak menjadi pihak berperkara,
kecuali pihak berperkara vang terkait dengan pihalk-pihak
tersebut  telah mempercleh  persetuuan  tertulis  dari
kementerian/lembaga /instansi dan/atau Badan Usaha
Milik hegara /Daerah untuk mengambil keputosan dalam
proses mediggi.

A1 Mashur, Adediasi (O Peoagoddon Agnmn Serdiosarknn Pecolucon

fifchrammah Agung Nomor 1 Tahan 2016,

42 Mashuri, MMeaiosi O Pengodilon Agomo E'rmm:rrimri Perotuiron

ffchiamah Agung Nomaor 1 Tahan 2016,

A3 Mashur, Mediasi [V Pengoadidon Agoonn Serdosarkan Peroluron

fdehiamah Agung Nomor 1 Tokun 2016,

44 Mashurl, (Mediosi OV Pengodilon Agoma Berdosarkan Peroturon
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Apabila para pihak dinyatakan ridak beritikad baik oleh
Mediator karena ketidakhadirannyva dalam proses mediasi

maka mediasi dinyartakan tidak dapat dilaksanakan (Pasal
32:'_:15

e} Biaya Mediasi

secara umum ada dua macam biaya vang timbul akibat
proscsmediasiyvaitubiaya jasa Mediatordanbiava pomangyilan
para pihak. Tasa Mediator dari hakim dan pegawai pengadilan
Lidak dikenakan biaya, scdangkan jasa Mediator non Hakim
den non Pegawai pPnpadilan ditanggung bersama atau ber
dasarkan kesepakatan para pihalk (Pasal 8).19

Adapun biava pemanggilan para pibak dibebankan terlebih
dahulu kepada Penggugat melalui panjar biaya perkara, dan
dpabila moediast mencapal kesepakatan maka biaya mediasi
ditanggung bersama atau sesual kesepakatan para pihak,
dpabila moediasi udak berhasil ataa Lidak dapal dilaksanakan
maka biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang kalah
Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama biava mediasi
dibebankan kepada PFemohon atau Penggugat (Pasal 9), kecuali
apabila modiasi dak berhasil ataa Lidak dapal dilaksanakan
karena Termehon /lTerpugat tidak beritikad baik maka biava
mediasi dibebankan kepada Termohon Tergugat (Pasal 23
avat &)

Dalam hal pihak Penggugat dinyatakan tidak beritikad
baik maka biayagcdiasi dibcbankan kepada Pengpupat yang
pembavarannya diambil dari panjar biaya perkara atau pem-
Davaran lersendirn oleh Pengpugal (Pasal 22 ayal &), begitu

et i ﬂgurigB’mi!’u' 1 Tahan 2016.

45 Mazhun, ediosi O Pongoadilon Agomo Bordosorkan  Poraluran
MMahkamah Agung Nomor 1 Tohun 201€.

46 Mashurd, (Mediasi Df Pengodilon Agomo Berdosorkan Peratliron
anhkr:rr.rm Agurniy Moimor 1 Tokaon 2016.

47 Mazhur, Mediosi D Pepgadilan Agama Bordosorkon Peraturan
iakkamah Agung Nomor 1 Tohun 201€.

Fal




pula apabila pihak Tergugar vang dinyatakan ridak beritikad
baik maka biava mediasi dibebankan kepada Tergugat dan
pembavarannya mengikon pelaksanaan putusan yang telah
herkekuaran hukum tetap (Pasal 23 ayar 1 dan 7).+

Apabila ada biaya lain di luar biaya jasa Mcdiator dan
pemanggilan para pihak, maka biaya tersebur dibebankan

kepada para pihak berdasarkan kesepakatan®

48 Mashurl, (Aedicsi OF Pengoadilon Agaomo Berdosarkan Peroturon
fetes bk ernah Agung Momeor 1 Takan 2076,

43 Mashuri, Mediosi F Pengadilon Agama Borgdosarkan Porotucan
ffahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
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1.

Penyelesaian Perkara (Yang Disclesaikan)

No|Tahun  Sisa Perkara Jumlah| Putus | Cabut
perkara | yang masuls
I 2015 A82 Perkara 414 ¥ G
Perkara| Perkara | Perkara
21 M005 o3
FPerkara
3| 2016 510 Perkara a63 427 a0
Perkara| Perkara | Perkara
<« | 2016 iB
Perkara
oo 2017 alé 'erkara ohd 461 &)
I'crkara | Perkara | 'erkara
6 [ 2017 =3
Perkara
*Data dari Pengadilan Agama Manado
Perkara Mediasi
No. |Tahun| Perkara vang Gagal Yanyg berhasil
di mediasi di mediasi
2015 [ 2015 103 Perkara | 100 Perkara| 1 Perkara
2016 | 2016 07 Perkara Y4 Perkara 4 Perkara
20157 | 2017 492 Perkara 84 Perkara & Perkara

*Data dari Pengadilan Agama Manado

Kasus Penyelesaian Sengheta Perlawinan Melalui Mediasi

Nirerima 2015

Di mediasi

NRerhasil mediasi
Gugul mediasi
Tidak layak mediasi
Dilernnaz 2016

i mecdizsi

Berhasil mediasi
Ciagal mediasi
Tidak Layal mediasi

317 Perkara
100G Perkara
b Perkara
100 Perkara
241 Perkara
510 Perkara
O Perkara
3 Perkara

+ 91 Perkara

416 Perkara

£3




3. Diterima 2017 - 359 Perkara

171 mediaczi A Perkars
Berhasil mediasi © 1 Perkara
Gapal mediasi : 7o Porkara

Tidak layak mediasi . 283 Perkara

Rerdasarkan data hasil penelitian vang tercantum pada
ampiran yvakm Elcklltas Penyelesalan Sengkela Perkawinan
melalui Mediasi di Pengadilan Agama Manado dimana pene-
litian ini mengeunakan angkel untuk mengetahul bagaimana
pard scluruh hakim, panitera, advokat dan para pihak yang
berperkara di Pengadilan Agama Manado merespon per-
tanyaan kami. Maka dilakukan analisis data hakim dan pihak
vang terlibat dan dijabarkan sebagi berilut:

Infornman terdirn darn 10 crang responden yang Lerdird
dari seluruh hakim, panitera, advokat dan para pihak yang
berperkara di Pengadilan Arama Manado, Terdirt dari 200 iem
pertanyaan yang dianalisis.

[lem pertama, dari 10 902 menyalakan sangal scluju, 10%

menyatakan setuju, 0% yang menvatakan kurang setuju dan
Lidak scluju, jika orang responden mediasi merupakan salah
sartu rahapan penting dalam proses penyelesaian perkara per-
Cerdian.
g tem kedua, dar 10 orang responden 70% meyatakan
sangal setuju, 30% menyatakan seluju, 0% vang menyatalkan
kurang sceluju dan bdzsk seluju, jika penyclesaian perkars
perkawinan melalui mediasi cepat, rahasia dan murah.

[Lem keliga, 90% menvalakan sangal scluju, 10% meya
takan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak
seluju, jika penyelesaian perkawinan melalui mediasi dapatl
meminimalisic ringkat perceraian di Pengadilan Agama
Manado,




g 'tem cmpar, dari 10 orang responden V0% meysatakan
sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 10% yvang menvatalan
kurang setuju dan 0% vang menystakan tidsk  setuju,
jika penyelesaian sengketa perkawinan melahn mediasi
berdasarkan prinsip perundingar.

(23] ftem kelima, dari 1] orang responden 70% meyatakan
sangal setuju, 30% menyatakan setuju, 0% vang menyatalan
kurang setuju dan tidak setnju, jika Mediaror di Pengadilan
Agama Manado sangat berusaha untuk mendamaikan para
pihak.

(23] Item keenam, dari 10 orang responden 409 mevatalan
sangat setuju, 10% menyatakan seruju, 400% yana menyatakan
lurang setuju dan 10% vang menyatalan tidak setuju, jika
Mediator di Pengadilan Agama Manado ditentukan  aleh
Mejelis Hakim dalam sebuah perkara.

g tem ketujuh. dari 10 orang respenden 40% meyatakan
sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 0% vang menyatakan
kurang scluju dan Udak scluju, jika Mediator di Pengadilan
Agama Manado diterima dengan baik oleh para pihak yang
berperkara.

| tem kedelapan, dar 10 orang responden BO%, meyatakan
sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 0% vang menyatalan
kurang setuju dan rtidak setuju, jika tujuan mediasi perkara
perkawinan untuk menghasilkan kesepakatan para pihalk,

@ [tem kesembilan, dari 10 orang respenden 40% meyatakan
sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 0% vang menyatakan
kurang scluju dan 0% vany menyatakan Udak scluju, jika
semua Mediator di Pengadilan Agama Manado memiliki
sertilkal sebagal Mediator.

B [tem kesepuluh, dari 10 orang responden 80% meyatakan
sangal scluju, 208 menyatakan seluju, O% vang menyatakan




kurang setnju dan fidsk setuju, jika schelum Mediator yang
menangani sebuah perkara memulai mediasi maka terlebih
dahuhi ia menjelaskan hal-hal yang rerkait denpgan mediasi.

g ltem kesebelas, dari 10 orang responden 0% meyatakan
gangat setuju, 0% menvatakan sctuju, 20% vang menyatakan
kurang setuju dan 60% yanp menyatakan tidak setuju, jiks
mediasi dalam perkara perkawinan hanva dilakulan sekali
CHIEN

| [tem keduabelas, daril0 orangresponden 1002 meyatalan
gangat setuju, 0% menvatakan setuju, kurang setuju dan tidak
setuju, jika Mediator memberikan nasihat dan wejangan
kepada para pihak yang herperkara.

Itegm ketiga belas, dari 10 orang responden 100% meya-
teken sangat sctuju, 0% menvatakan sctuju, kurang sctuju
dan tidak setuju. jika kesepakatan dalam mediasi diserahkan
sepenuhnya kepada para pihak tanpa intervensi dar Mediator.

[tem keempat belas, dari 10 orang responden 10% menya-
lakan sangal seluyu, 0% menyatakan seluju, 40% vang menya
takan kurang setuju dan 30% yang menyatakan tidak setuju,
Jika selama i, mediasi vang ditanganinya diliadici oleh kuasa
hukum para pihak.

ILem kelimab z—:laml ari 10 crang res ponden 40% mevatalan
sangat setuju, G0% menyatakan setnju, 0% vang menyatakan
kurang setuju dan tidak setuju, jika mediasi dalam perkara
perkawinan sudah berjalan dengan cfcktif.

[tem keenam belas, dari 10 orang responden 30% menya-
lakan smal scluju, 6U% moenyatakan scluju, 0% vang e
nyzatakan kurang setuju dan 0% vang menyatakan tidak setuju,
Jika mediast didakukan selelah para pihek dipangsil scera sal
dan patut.




Item ketujuh belag, dari 10 orang responden 0% mevats
kkan s@pyat setuju, 10% menyat akan setuju, 90% vang menya-
takan kurang scruju dan 0% yang menyatakan tidak setuju, jika
selama ind mediasi dalam perkara perkawinan vang ditangani-
nya berhasil dengan kesepakatan.

ftem Elﬂlﬁpﬁn pelas, dari 10 orang responden (% me-
nyatakan sangal seluju, 10% menyalakan seluju, 50% yang
menyatakan kurang setuju dan 40% yang menyatakan tidak
setuju, jika para pihak dalam perkara perkawinan mengeluar-
kan biava nnmk Mediator.

[temn kmmbﬂﬂn belas, dari 10 orang responden 10%
meyatakan gangat setuju, 40% menyatakan setuju, 50% yang
menyatakan kurang setuju dan 0% vang menyatakan tidak
getuju, jika proscdur dan langkah-langkah mediagi pada
perkara perkawinan di Pengadilan Agama Manado perlu di-
makzismalkan dasn diefektifkan lagi.

) [temkedua puluh, daril0 orang responden 10% meyatakan
sanpal seluju, 40% menvalakan scluju, 209 yang menyatakan
kurang setiuju dan 0% vyang menyatakan tidak setuju, jika
para Mediator di Pengadilan Agama Manado sangat perlu
dan penting mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan
mediasi di masyarakat,

Mediasi di Pengadilan Agama Manadao adalah merupakan
salahsatu tahapanyang sangat penting, halini dapat dibultilan
dengan sehagisn besar responden menvetupn pernyatasn
ini, juga dibuktiken dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun
2015 pada pasal 4 ayart (1) yang berbunyi “Semua sengketa
perdata vang digjukan ke Pengadilan termasulk perkara
perlawanan (verzet) atas putusan verstck dan perlawanan
pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak keriga (devden,
verzet) lerhadap pelaksanaan putusan vang Lelah berkekuatan
hukum retap, wajib terlebih dahuhr dinpavakan penyelesaian
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melahn mediasi, kecusli ditentukan 1ain berdassrkan PERM A

1111,

Terkait dengan penentuan Mediator di Pengadilan Agama
Manado sebagian responden menyetujui bahwa Mediator
ditentukan cleh Majelis Hakim dalam sebuah perkara semen
tara sebagiannya kurang menyetujui hal tersebut. Akan retapi
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 aval (5) secara
jelas mengatur mengenai penunjukkan Mediator adalah
kewenangan dari Ketua Pengadilan, dan Mediator yvang ditujulk
adzlah Mediator Hakim vang bukan Hakim Pemeriksa Perkara.
Kewajiban mengikuti PERMA MNomor 1 Tahun 2016 juga
dijelaskan pada pasal 2 vaitu "Ketentuan mengenai prosedur
mediasi dalam PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di
Penpadilan baik dalam lingkungan Peradilan Lmum manpun
Peradilan Agamal Akan retapi disisi lain, para pihak yang
berpekara juga diberikan kescempatan untuk memilibh Mediator
sebagaimana dijelaskan pada pasal 20 ayat (1) ﬁmpai dengan
aval(3) kemudian selanjutnya Mediator segera ditunjuk oleh
Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sehagaimana diatur
pada pasal 20 ayal (4) saimpai degan ayal (8).

Hal tersebut di aras menguatkan pernyatzan bahwa
Mediator di Pengadilan Agama Manado diterima dengan baik
oleh para pihak yang herperkara, baik Mediator yang sepakati
oleh para pihak berperkara atao ldak, karena Mediator
ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan. Hal tersebur jupa
disetujui oleh sebagian besar responden.

Sebagain besar responden menyenijui jika sehelum
Mediator yang menangani sehuah perkara memulai mediasi
maka Ledebih dahule i@ menjelaskan hal hal vang terkail
dengan mediasi. Hal ini sejalan dengan aturan pada retapi
PERMA Mo 'ﬁjhuu 2016 pada pasal 14 mengenai Tahapan
Tugas Mediator yaitu:




= o

M.

I.

. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada

para pihak untuk saling memperkenalkan dini;

menjelaskan maksud, tiuan, dan sifar Mediasi kepada

para pihak;

menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yvang netral

dan ridak mengambil keputusan;

membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihal;

menjelaskan bahwa Mediaror dapat mengadakan per-

Lemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pibak lainonva

(kankus);

menyusun jadwal mediasi bersama para pihalg

mengisi farmulir jadwal mediasi.

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk me-

nyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan

pembahasan berdasarkan skala priorilas;

mermfasilitasi dan mendorong aara pihak untuk:

1) menclusun dan mengeal kepeolingan Para pihak;

2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik
bag Para pihak; dan

3) bekerja sama mencapai penvelesaian;

membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan

kesepakatan perdamaian;

menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan

dansatan tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada

Hakim Pemeriksa Perkara;

menyatakan salah satu atau Para pihak tidak beriktikad

baik dan menvampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Sesual denpan PERMA Nomor 1 °Tahun 2016 pada pasal

11 mengenal Tahapan Tugas Medator di atas maka Mediator

wajib memberikan nasihat dan wejangan kepada para pihak
vang herperkara.

24




Selamutnya, mediasi dilakukan dengan beberapa tahap
vanggmyara rincidijelaskan dalam PERMA Nomor 1Tahun 2016
pada BAB Y mengensi Tahapan Proscs Maodiasi pasal 24 sampai
dengan pasal 32, dan sebagian besar responden menyatakan
bahwa mediasi dalam perkara perkawinan dilakukan lebil
dari satu kali.

Kesepakatan  dalam  mediasi  diserahkan  sepenubinya
kepada para pihak tanpa intervensi dari Mediator sebagaimana
dijelaskan pada pasal 27 sampai dengan pasal 31 PERMA
Nomor 1 Tahun 2016,

Para Mediator di Pengadilan Agama Manado selama me-
nangani perkara-perkara mediasi, para pihak yang herperkara
tidak selalu dihadini oleh para kuasa hukumnya. Sebagian
besar dihadiri oleh pihak yang berperkara secars lanpgsung
tanpa didampingigmasa hulum atau pihak yang berperkara
tidak mengahadiri progses mediasi tanpa diwakili kuasa hukum.
lika proses mediasi rersebut dihadiri oleh kuasa hukum, maks
kuasa hukum wajil |Eu5'c11m]um kewajibannye sebagaimana
diatir salam pasal 18 F‘EMA Nomaor 1 Tahun 2016.

Mediasi dilakulkan setelah para pihalc dipawl secara sah
dan patut. Panggilan tersebut, harus dipenuhi oleh para pihak
vang berperkara sehingga dapat para pihak dapat memenuhi
ketentuan itikad baik dalam menempuh mediasi sebagaimanza
dijelaskan dalam pasal ¥ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai
Kewajiban Menghadirt Mediasi,

Sebagian besar responden menvatakan bahwa penye-
lesaian sengketaperkawinanmelalui mediasidapat meminima
lisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Manado. Hal

terschut dapatabuktjkan dengan adanya Mediator yang
mengupayakan kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur

pada pasal 14 PERMA Nomor 1 Tabun 2016.
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Sejalan dengan pornyatasn di atas, maka fujuan modiasi
adalah untuk menghasillan kesepakatan para pthak dalam hal
penvelesaian songketa porkawinan, agar terhindar dan resiko
perceraian.

Maka perlu adanya proscs soesialisasi kepada masyarakat
oleh Mediator mengenai adanya proses mrﬁani- Serta pro-
sedur-prosedur mediasi yang ditetapkan oleh Mahleaumah
Aguing.

F. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Manadao

Ggphnya Mahkamah Agung untuk mengitegrasikan lem-
buga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan di-
waksudkan sebagai salah satu instrumen clekid unluk me
ngatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan rter-
niasuk perkara perceraian di PA serta memperkual dan mc
maksimalkan fungsi lembaga non-peradilan dalam penye-
lesenan sengketa di samping proses pengadilan yang besilal
mernutus (ajudifikasi).”

Menurul Sockanto, ada empal indikator untuk mengukur
etektititas suatu peraturan, antara lzing pertamea, dikembali-
kan pada hukum itu sendirt; keduw, para pelugas vang e
gakannyn; Retiga. tasilitas yang mendukung pelaksanaan
hukuwm; dan keempual, warga masyvarakal yvang lerkena per-
aturan.”

Fakior pertuma. dikembalikan kepada hukum atau per-
aturan itu sendiri. Menurut Fuller, setiap peraturan (undang-
undang, peraturan pemerintah dan lain-lain} hams memenuhi
eighl principles of legulily, antara lamn: ~

50 Triana Schari, Eektitites Mediasi Porkare Forceraian Pasca FERMA,
Momor 1 Tabun 2008 i@k g=dilan Agamnsa.

51 Triana cfiani, Eektiftas Medciasi Perkare Fercersian Pasca FERMA
Mamar 1 Tahun X008 di szdilan Agama.

L2 Triana Sctiani, Ecktittas Mediasi Porkarm Fercorzian Pasca FERR A
Momaor 1 Tahun 2008 di Pengzdilan Agama.
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1. Harus ada norma dan kaidah vang terlehih dahulu dianut
dalam masvyarakat:

A2, Peraturan yang dibuat harus  dizosialisagsikan  secars
layak, tidak hanva dalam fiksi hukum bahwa semua orang
dianggap mengelabul Undang-Undang saot selelah di-
undangkan;

3. Rumusan aturan dibual dengan jelas untuk menghindari
penatsiran hukum;

4, Peraturan Lidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas
legalitas yang berlakminiversal;

3. Hukwm mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga imudah
dilaksanakan,

6. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya,

7. Hukum harus konsislen, Lidak sering berubah alau bersilal
adhoe: dan

B, Ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sc
hiari hari
Pada deskripsi hasil penelitian, sebagian responden me-

nyatakan bahwa prosedur dan langkah- langkah moediasi pada
perkara perkawinan di Pengadilan Agama Manado perlu
dimaksismalkan dan diclcklifkan lagi. Akan welapi scbhagian
kurang menvetujui hal tersebut karena menganggan hahwa
langkah-langkah mediasi di Pengadilan Agama Manado sudah
gesual dengan aturan yang ada dan sudah terlaksana secara
rmaksimal dan efelxif,

Akan lctapy dilibat darl data 3 lehun lerakhie Babwa
mediasi yang berhasil jauh lebih sedikit dari mediasi yang
aig}iL Yailu pada laban 2015, medasi yang diterona yailu 347
perkara, vang dimediasi 106 Perkara, yang berhasil dimediasi
hanva 6 perkara scimentara yvang gagal adalal 100 perkara dan
241 perkara lainnva tidak layak dimediasi. Pada tahun 2016,
mediast vang diterung yvailu 510 perkara, yang dincdiasi 94
Perkara, vang berhasil di mediasi hanya 3 perkara sementara




vang pagal adalah 91 perkara dan 4168 perkara lainnve tidak
layval dirra:liasi. Pada tahun 2017, mediasi vang diterima
vaiti 354 perkara, vang dimediasi 76 Perkara, yang berhasil
dimediasi hanya 1 perkara sementars yang gagal adalah 75
perleara dan 283 perkara lainnva tidak lavek dimediasi

Memang henar hahwa proses penyelesaian sengketa
perkawinan melalui mediasi berdasankan prinsip perundingan
sesal dengan amanat PERMA Nomaor 1 Tahun 2076, Rahkan
prosedur mediasi sudah sesuai dengan aturan, namun data di
Atas secara eksplisit menjelaskan hahwa setiap tahun mediasi
vang berhasil semakin sedikit hal ini menandakan bahwa
mediasi di PA Manado belum berjalan efektit seperti yang
diharaplean,

G. Dampak Mediasi di Pengadilan Agama Manado

Melihat bahwa pertimbangan dikeluarkannva FERMA
Bomor 1 Tahwn 2016 tentang Prosedur Moediasi di Pengadilan
maka, mediasi di peradilan umum rnaugsn peradilan agama
diharapkan dapal bordampak pada  relormas: biaokrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada
visi lerwujudnva badan peradilan Indonesia yang agung, salah
gati clemen pendukung adalah Medizsi sebagai instrumen
untuk meninglatkan akses masyarakat terhadap keadilan se-
kalignz implementasi asas penvelenggaraan peradilan yang

sederhana, cepat, dan berbiava ringan.

Mamun pada kcyatasnnya sanpat scdikit perkara yang
berhasil dimediasi. Walaupun para responden menyatalan
balrwa penyelesaian perkawinan melalul mediast dapal mc
minimalisi tinglat perceraian di Pengadilan Agama Manado.
Marmun Udak dapal dipungkiri balvwa Mediator di Pengadilan
Agama Manado sangat berusaha untuk mendamaikan para
pihak vang berperkara.
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Hal torsehut diatas ditandai dengan schagian hesar

responden menvatakan bahwa mediasi perkara perkawinan

tidak menghasilkan kesepakaran para pihak, schingga mediasi
diangzap gagal.

H. Kesimpulan

L.

Prosedur penyelesaian perceraian melalui mediasi di
Pengadilan Agsima Manadoe dilaksanakan scesuai dengan
Pasal M PEEMA MNomor 1 Tahun 2006, Terkait dengan
penentuan Medialor  di Pengadilan Agama  Manadoe
schagian responden menyetujul bahwa Mediator ditentu
lkan oleh Majelis Haldm dalam sebuah perkara semetara
schagiannya  Kurang monyetujul hal  terscbut. Akan
tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 avat (5)
secara jelas mengatur mengenai penunjukkan Mediator
adalah adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan, dan
bMediator vang ditujuk adalah Mediator Hakim yang bukan
Hakim Pemeriksa Perkara, Kewajiban mengikuti PERMA
Momor 1 lTahun 2018 juga dijelaskan pada pasal 2 yailu
“Ketentnan mengenai Prosedur Mediasi dalam PIERMA
ini berlalu dalam proses berperkara di Pengadilan baik
dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan
Agama” Akan tetapi disisi lain, para pihak yvang berpelara
juzga  diberikan kesempatan unmik memilih - Mediator
sebagnimana dijelaskan pada pasal 20 ayvat (1) sampa
dengan ayat (1) kemndian selanjuitnva Mediator sepera
ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pemerilsa Perkara se-
bagaimana diatur pada pasal 20 ayar (4) sampai degan avat
().

Faklor faklor vang menvebabkan schingga ponyelesaian
perkara perceraian melalui mediasi belum efekrit adalah
elektlitas pelaksanasan peraluran alau sistem hukum
vang mengatur tentang mediasi. Prosedur dan langkah-




langkah mediazi pada perkara perkawinan di Pengadilan
Agama Manado perlu dimaksismalkan dan diefektiflan
lagi. Akan tetapi sehagian kurang menyerujui hal rersebut
karena menganggap bahwa langkah-langkah mediasi di
Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan aturan
yang ada dan sodah terlaksana secara maksimal dan
eleklill Akan tetapl, dilihat daridata 3 tahun terakhir babhwa
mediasi yang herhasil jauh lebih sedikit dar mediasi yang
gagal. Yailu pada tahun 2015, mediasi vang diterima yaitu
A7 perkara, yang di mediasi 106 Perkara, yang berhasil
di mediasi hanya 6 perkara sementara yvang gagal adalah
100 perkara dan 241 perkara lainnva ridak [ayak dimediasi.
Pada tahun 2016, mediasi yang diterima yaitu 510 perkara,
vang i mediasi 4 Perkara, vang berhasil di mediasi hanva
3 perkara sementara vang gagal adalah 91 perkara dan 116
perkara lannya tdak layak dimgiuﬁi. Pada Llahun 2017,
mediasi yang diterima yaitu 359 perkara, yvang dimediasi
76 Perkara, yvang berhasil duncdiasi hanya 1 porkara
sementara vang gagal adalah 75 perkara dan 283 perkara
lainnya Lidak lavak dimcdias.







BAB Il
Peran Advokat dalam Memberikan
Bantuan Hukum di PA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar hegara Eepublik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI), pada BAE [ Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1
avat (4) menvatakan hahwa Negars Indonesia adalah negara
bukum.! Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indo-
ncsia memberikan perhatian vang sangat besar kepada sc

luruh warga negaranya terutama dalam hal perlindungan
hukum.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh se-
belum Lerjadinya revoelusi 1688 di Inggris, Pemikican i muancul
kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar
belakang tunbulnyva pomikiran negara hukwm il merupakan
reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampaw Qleh
karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunvai hubungan

1 Undzng-undang Dasar (UJD) Negarz Repuklik Indonesia Tahun 1945
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vang crat dengan sejarah dan perkembanpgan masyarakat dari
suatu bangsa. Cita negara hulum itu untuk pertama kalinva
dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemkiran tersebut
dipertegas oleh Aristoteles.”

Flate dalam bukunva “MNomoi” memberikan perhatian dan
arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnva, penyeleng-

gurdan pemnerintabizn yang baik ialah vang diatur olel hokoum.®
Cira Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang
menekankan bahwa suatu negara vang baik adalah negara
vang diperintah dengan konstirusi dan berkedanlatan hukom #

Menjalankan lkonstitusi vyang berkedaulatan huloum
membutihkan peran serta lembaga penegak hukum heik it
hakirm, jaksa, polisi maupun advokat. Keermpat penegalc hulum
terschnt menjalankan tugas dan fungsinys  herdasarkan
Undang-Undang yang berlaku secara khusus pada masing-
masing ratanan penegak hukuom,

Salzh satu lembaga penegak hukum vang sangat dibutuh-
kan  oleh masvarzakal pm_'ari keadilan  adalah  advokat.
Advokat menurur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat adalah orang yvang berprefesi memberi
jasa hukum, baik di dalam maupun di lnar pengadilan yang
memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang ini® Jasa
hukum vang dimzksod adalah memberikan konsultasi hukom,
bantuan hukum, menjalankan lkuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hokum lzin unruk kepen-
tingan hulam klien.

2 Mi‘'matul Huda, Negarg Huwsum, Demckrasi dan Jodiciol Rewviews
Yogyskarta: U Press, 2005, k. 1

3 Palto dalam bukunyz The Modern Dibeary, New York, b 3L Dikatip
dalam buku Nmatul Huds, Nogarg Hukwom, Domokrasi dan Jugiciol Roview
Yogyekarte: Ul Press, 2005, h. 1

4 Aristoteles, Pofinica. Benyemin ), Trons, Modern Library Boox, News
Yook, b T Dikutip delam buko NEm atul Hudza, Megoes Hukoen, Demoirass
adan Judicial Rewview, Yogyakarta: Ul Fross, 2005, b 1

S Paszal 1 Undarg-Uncang Nomor 18 Tabun 2003 tentang Advokzt.
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Tugas kedua advokar bordasarkan ketentuan Undang
Undang Advokat adalah memberikan bantuan hulcum. Hal ini
gejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Kekoasaan Kehakiman yaitu setiap
orang vang Lersanglul perkara berhalk mendapatkan bantuan
hukum.®

Tugas bantuan hukum yvang diberilkan Advokal kepada
masyarakat khususnya penyelesaian perkara melalni jalor
litigasi hendaknva membantu masyarakat menvelesailan per-
kara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Salah satu badan peradilan vang diberikan kewenangan
olch Undang- Undang untok menyelesaiakan perkara adalah
Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memilili kewenangan
aheoluruntuk menyelesatkan perkara dalam bidang perkawin
an, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah,
lan ekonami syaria’ah.’

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaiakan
porkara porkara Lersebul tenlunya melalul liaknn Pengadilan
Agama setempat termasuk hakim Pengadilan Agama Manado.
Manado vang memiliki jumlah pendudulk muslim, ketika
mereka berperkara tentunya datang ke Pengadilan Agama
Manado untuk memintahakim menyelesaikan perkaramerela.
laminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-
Undang menjadi dasar bagi mereka untuk mendatangi badan
peradilan negara, Akan tetapi, timbul sebuah persoalan hagi
masyarakat vaitu dalam hal menyelesaiakan perkara, mereka
tidak mengetahui hagaimana proses beracara di Pengadilan
vang dimulai dengan aktivitas administrasi yaitu pemboatan
vugatan alaupun perimohonan. Demikian pula dalam proses

€ Pasal 37 Undang-Undarng Momor 4 Tabun 2004 t=nteng Kekuzsaar
Kehakiman

7 Pazal 45 Undenz Undanz Momor 50 Tahun 2003 tontang Porubahan
Keduz Undang-Undang Momar 7 Tahun 1989 tentang Feradilan Agama.
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beracara pads sidang pengadilan yang dipimpin oleh Majehis
Haldm sebagian besar masvarakat tidak memiliki pengetahuan
hukum untuk membuat cksepsi, replik, duplik, pembuktian,
kesimpulan, dan lain-lain.

Fermasalahan di atas menyebabkan masyarakat yvang
hendak herperkara di Pengadilan Agama Manado meminta

bantuan hukum kepada advokal. Bantuan hukum yang diberi-
kan advokat tersebut berupa jasa yang tentunya ada kese-
pakatan jumnlah pembayaran honorarium antara advolkat dan
kliennya.

Feran advolkat sebagai penegdak hulum dalam membantu
masyarakat di Pengadilan Agama Manado membuatuhkan por
hatian yang serius demi tegaknya hukum dan keadilan.

B. Pengertian Advokar

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advokacate
adalah person whoe does this professioradly o couwrt of luw,
Yakni seorang vang herpratesi sehagail seorang ahli hukam
di Pengadilan, Moskipun scbenarya kata advecale ilu sen
diri herakar pada makna advice yaitn nasihat. Bila ia se-
orang penasihat hukum sering disebutl dengan legol adviser,
Barangkali karena pekerjaannya di Pengadilan adalah sebagai
pengsibal hukwm maka ia disebul dengan advokat. Boleh
jadi pengertian kebahasaan tersebut sebenarnya masih her-
pengertain umum. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di
Penpadilan bisa saja berlaku penpertian umum yzkni semua
penegak hulkum yang ada di Pengadilan sepert para hakim,
Jeksa, panilera, penasihal hukwn adaleh nota bene pars

pekerja hukum di Pengadilan.®

B AS Hornbw: Deford University Press, 1987, b 14, Dikutip dalam HA
S kris Sammedi, Acvokot Litig asi don Mow Utgasi Pengodilaon fdenjodi Advokot
Indon esio Kini, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, b, 1
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Curn besar Imu Hokuam Fakoltse Hokuam Lniveraites
Airlangga, Peter Mahmud Marzulki mengatakan bahwa dalam
bahass Belanda, kata advocaatr herarti procurenr vang kalau
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengacara.
Dalam bahasa Perancis, avocaal Derart berrister ataw counsel,
pleader dalam hahasa Inggris yang kesemuanva merujink padda
aklivitas Ji Pengadilan.

Subekti membedakan istilah advokat dengan procureur.
Menurutnya seorang advokat adalah seorang pembela dan
penasihar. Sedangkan procureur adalah seorang ahli hukum
acara vang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan per-
kara-perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-arang yang
berperkara di muka Pengadilan.

Advakat adalah profesi terhormat yang dalam menjalankan
profesinva berada dibawah perlindungan hulum, undang-
undang dan kade etik, memiliki kehehazsan vang didasarkan
kepada keharmatan dan keperibadian Advokat vang ber-
pedanyg legull kepada kemandirian, kejujuran, keralizsiazn
dan kererbukaan. Profesi satu ini sangar banyak diminati aleh
masyarskat, selain ahlinya dibidang hukum, keluarga pun
senang anaknys menjadi seorang penegak hukum yang rer-
pandang,

Sehagai advokat pasti mengenal kode efik advakat. [Jimana
kode etikiniadalabh hukum tertinggi dalam menjalankan profesi
sehagal seorang pengacara yang menjamin dan melindungi
dengan membebankan kewsajiban setiap advokat untuk jujur
dan hertangpungjawab dalam menjalankan profesinya. Baik
kepada klien, pengadilan negara dan paling utama kepada
dirinya sendirl Di duniz jurnalistik, scorang warlawan yvang
menjalankan protesiny: di luar kade etik dan norma-norma
vang berlaku disebul Wartawan Gadungan (wargad) alau juga

g Peter Mahmud Marzuki, Peaclibon Huswm, lakarta: Frenads Media,
Cet. |, 2005, h. 109
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Wartawan Bodrex, 11 dalam dunia Advokasi juga ada seburan
bagl mereka vang menjalankan profesi diluar kode etik

Menurut Rian, mercka discbut dengan Black Advokar,
‘pengacara yvang menjalankan tugas advokat dengan meng-

halalkan scpala cara, seperti mengadakan berkas berkas vang
tidak ada hanya semata-mata menvenangkan klien hingga

Dermain mata dengan advokal lawan untuk menjalublan
salah satu pihak vang berbelit hukom, hal ini fentunva
merugikan kien, Besar harapannya, lkiranva merelka diberilan
sanksi dari dewan kehormatan diorganisasi kepengacaraan
vang bersifat memberikan efek jera. Seperti dicabutnva izin
kepengacaraan hingga memberikan sanksi pidana, karena
akibat dari ulah black advokat ini, bukan hanya merugilkan
klien melankan dapar merugikan para advokat vang beker)a
sevara protesional,

Advakat menurur Pasall Lndang-undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat adalah orang yang herprofesi memberi
Jase Hukuin, baik di dalam maupun di Tuar pengadilan yang
mementthi persvaratan ketentoan Undang-undang init

C. éode Etik dan Sumpah Profesi
1. Kode Etik Advokat Indonesia

Untuk menunjang berfungsinva sistem hukum diperionkan
sudlu sisten elika yvang ditegakkan secara positil berupa kode
efika di sektor publik. T3 setiap sektor kenegaraan dan
pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta
pedoman organisast dan lala kerja vang bersilal internal.
halnya Undang-Undang Advokat veleh menentukan adanva
kewajibanmcnyusun kede elik prolest advokal oleh Onrganisasi
Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan protfesi
advokal. ScUap advokal waib tunduk dan mematuhi kode cLik

10 Pasal 1 Urdang-Urndang Momor 13 Tehun 2003 tentang Acvokat.




profesi advekat dan ketentuan tentang Dewan Kehormarsan
Organisasi Adwvolcat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut
berpgantung  sepenuhnva kepads  advokat dan Organizasi
Advokat,

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode ctik
vang dibuat dapar ditegakkan. Infrastruktur rersebut mem-

butuhkan budaya taat aturan di lingkungan advolal itu sendir,
baik aturan hukuom negara maupun aturan herorganisasi rer-
masuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik
protesi. Tradisi taar aturan inilah yang masih harus dibudaya-
kan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penega-
kan dalam kode etik jupz harus dilembagakan melalii pem-
bentulkan Dewan Kehormatan vang credible dilkuti dengan
mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Sebagai
organisasi protesi yang memhberikan jasa kepada masya-
rakal, mekanisme pengavwasan vang dibuat tenlu harus pula
membuks ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan
prinsip transparansi. Tanpa adanva Lransparansi dan paru
sipasi publik, Crganisasi Advokartidakakandapatmenjalankan
[ungsinva meningkatkan koalitas advokal demi wegaknva
hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang
Advokal.

Nahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik
vang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan
perlindungan hukom kepada setiap anggotanva dalam men-
jalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat
(of erwere nebile) vang dalan menjalankan prolesinya berada
dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik,
momiliki kebebasan vang didasarkan kepada kehormatan
dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada
komendirian, kejuuran, kerahasiaan dan keterbukaan, Balvwa
profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar
dengan instanst penegak hukom lainoya, oleh karena ita satu
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gama lainnya harug saling menghargai antara teman sojawat
dan juga antara para penegak hukum lainnya. Cleh karena
itu juga, serap advokat harig menjaga citra dan martahat
kehormatan protesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode
elik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi olels
Dewan Kehormatan sehagai suatu lembaga yang eksistensinva
lelah dan harus dizkui setiap advolkal tanpa melihat dari
organisasi profesi vang mana ia berasal dan menjadi anggora,
vang pada saal mengucapkan sumpah profesi-nya Lersiral
pengakuan dan kepatuhannvarerhadap kode etikadvokaryang
berlaku, Dengan demikian kode etik advokat Indonesiz adalah
sehagai hukom tertinggi dalam menjalankan profesi, yang
menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban
kepada sclap advokal unluk jujur dan berlanggungjawals
dalam menjalankan protesinya baik kepada klien, pengadilan,
negara alau masyarakal dan terutama kepada dirinya sendini.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advakat
adalah vrang vang berprofesi memberi jasa hukun, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyarat-
an berdasarkan kelentuan Undang Undang inl. Scdanglan
menurut kode etik advokat, advoekat adalah orang yang her-
praklelk memberl jasa hokoum, baik didalam magpun diluar
Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-
undang vang berlzaku, baik sebagal advokat, pengacara, pe-
naschat hukum, pengacara praktck ataupun scbhagai konsul
tan hukum. Dalam hal ini, seorang advokat selain mem-
Perikan bantuan hukwn di dalam Pengadilan, sepert men
dampingi, mewaldli, membela, atau menjalankan kuasa demi
kepentngan klien, jupa dapat memberikan Gantuan hukum
diluar pengadilan, berupa konsultasi hukurm, negosiasimaupun
dalam hal pembuatan peranjan konlrek kontrak  dagiang
serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan
hulum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain vang
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menerima jasa hukum dar advokar.

12
2. Pengertian Kode Etik Menurut Bahasa dan Etika Profesi

Kala clika berasal dari bahasa Yunani, elhos alau etho yang
berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat
istiadat. Oleh [lsul Yunani, Aristoteles, clika digunakan untuk
menunjukkan filsatat moral yang menjelaskan fakta moral
Lentang nilal dan norma moral, perintah, LUndakan kebajikan
dan suara hati. Kata yang agak dekat dengan pengertian etika
adalah moral. Kala moral berasal dari bahasa Lalin yailu mos
atau mores vang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan,
tabiat, watal, akhlal dan cara hidup. Secara etimologi, kata
ctika (bahasa Yunani) sama dengan artl kata moral (bahasa
Latn), vaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu per-
buatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika.

Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia
schagal manusia, menuntun manusida bagaimana scharusnya ia
hidup atau apa vang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Scdangkan clika adalah ibnu, yakon pemikiran rasional, kridis
dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun
sescorang unluk memahami mengapa alau atas dasar apa 1a
harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, ctika
dapat disebut filsafat moral Yang dimaksud etika profesi
adalah  norma norma,  svarat syarat  dan ketentuan ke
tentuan yang hams dipenuhi oleh sekelompok orang vang
dischut kalangan profesionzl. Lalu siapakah yang discbut
profesional itu? Crang yang menyandang suatu profesi ter-
tentu disebut scorang profesional. Sclanjutnya Ocmar Scno
Adji mengatakan babhwa peraturan-peraturan mengenai
profesi pada umumnva mengatur hak-hak yang fundamental
dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku
alau perbuatan delam melaksanakan prolesinya yang dalam
bamyak hal disalurkan melalui kode etik.




Sedangkan yang dimaksud dengan profesi adalah suatu
moral community (masyarakat moral) vang memilila cita-
cita dan nilai bersama. Mereka membenmik suatu profesi
vang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama
dan Dbersama-sama memiliki keahlian vEmE lertulup bagi
orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu
kelompok mempunyai kekuasaan lersendiri dan karena itu
mempunvai tanggung jawah khusuas. Salah satn profesi yang
keberadaannya berhubungan eral dengan kehidupan kila
semua adalah menegakkan hukum dan keadilan herdasarkan
aspirasi keadilan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi.

Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan
identilk dengan advocato, attorney, rechtsanwalt, barvister,
procurenrs, advocant, abogodo dan lain sebagainya di Fropa
10 g kemudian diambhbil alih aleh negara-negara jajahannya.
Pekerja bantuan hukum erat kaitannya dengan profesi advokat
karena tungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek
persepsi prolesi advokal, Persepsiadvokal dan bantuan hukum
(struktural} pada hakekatnya sama. Realisasi perjuangannva
juga bergerak bersama sama, saling berkaitan, simultan,
persatu pado dan menyeluroh, Konsen ideologis profes
advolkal berpijak pada tuntutan dan lujuan perjuangan negara
hukum, suatu tgas profesi menegakkan hukom dan keadilan
vang nyata dan merata berdasarkan aspirasi keadilan sosial,
hek hak asasi manusia dan demoekrasi yang scsual dengan
perkembangan masvarakat dan negara, Sedangkan konsep
banluan hukum (struktural) berpanpkal telak dar lapisan
bawah, dari struktur dan sistem sosial, budava, ekonomi dan
polilik rakval.

Dengan demikian, maka yvang harus memegang posisi
utaina dalam hubungan i adalaly para advokal. ‘Tidak banyak
orang vang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari
profest advokal, kKewajiban mombela orang miskin bagl
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profesi advokar fidak lepag dari pringip persamaan di hadapan
hukum (equality before the law) dan hak untuk didampingi
advokat (oecess to legal covmsel) yvang merupakan hak azasi
manusiz bag semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir

pskin (justice for wll), Namun demilian, mungkin tdak
seluruh advokar yang akan hergerak di bidang ini, akan retapi

hanva advolal tertentu vang diarshkan secara khusus untulk

menangani  persoalan pemberian bantuan hukom untuk

volongan miskin, Untuk keperluan ini maka perlu kaderisasi
advokar-advokar muda vang militan yang sudah dipersiapkan

Eiuk den i bangku kuliat,

Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat,

Pasal 26

1)

Z)

%)

4)

6)

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi
advokat, disusun kode etik profesi advekat cleh Organi
sasi Advolkat,

Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi
advokar dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi
Advokal,

Kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) tidak Doleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat
dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Dewan Kehormatan Organisasi Advolkat memeriksa
dan mengadili pelanggaran kade etk profesi Advokat
berdasarkan tata cara Dewan kehormatan Organisasi
Advokal.

Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelang
garan terhadap kode etk protesi advokat mengandung
unsur pidana.
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7} Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili
pelangdaran kode etik profesi Advakat diatur lebih lanjut
dengan  Keputusan  Dewan  Kehormatan Organisasi
Advokat,

3. Sumpah Profesi Advokat
a) Sumpah advokat pra UU Advokat

Scbelum borlakunya UU No. 18 Tahun 2003 wentang
Advaokat (L1 Advokat), selain advokat terdapat juga
penasilial hukum, pengacara prakiik dan konsultan hukum.
Advokat, penasihat hukum dan pengacara berpraktik di
dalam dan di lnar Pengadilan. Sementara konsultan huloum
berprakiik di luar Penpadilan. Dahulu vang konsultan
hukum tidak mengucapkan sumpah di hadapan Ketua
Fengadilan Tinggl, berbeda dengan advokat, penasihat
hukum dan pengacara praktik Di dalam buku “Advokat
Menearl Lepitimasi™  Studi tentang  ‘langgung  lawab
Profesi Hukum di Indonesia divraikan bahwa pada masa
iu belum terdapal peraturan perundang undangan yang
mengatur mengenai kuzlitikasi dasar yvang harus dipenuhi
oleh advolat sebelum menjalankan profesinya. Sedanglcan
knalifikasi dasar hagi para pelakn peradilan lainnva (hakim,
jaksa, polisi, serta penvidik pegawai negeri sipil) telah
disingpung  dalam  KUHAP dan  Undang-Undang  yang
mengatur jabatan masing-masing. Wilavah pengaturan
lembaga peradilan atzupun pemerintah tidak terbatas
pada registrasi saja, tetapi juga yvang melakulkan pengujian
kualifikasi dan menentukan layak tidaknva seseorang untmik
herpraktik sehagai advokat.

Mahkamah Agung kemudizan mengeluarkan berbagai
kebijakan administratit yang berkaitan dengan pengatiran

kualifikasi dan sertifikasi bagi para advokal. Berdasarkan
surat daran Mahkamah Agung RT tanggal 2 Seprember
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19495 Mo, 1 tahun 19949 discbhutkan syarat- syarat yang haros
dipenuhi seseorang untuk menjadi pengacara. Salah satu
syarat yang harus dipenuhi adalah mengikuti materi njisn
advakat, apahbila telah lunhis wjinn materi maka pengacara
vang merliliki pengalaman menganani Uga perkara pidana
umum dan tiga perkara perdata gugatan baru dapar me-
ngajukan surat permchonan  menjadi  advokat  kepada
Menteri Kehakiman Rl vang  disampaikan melalii Kerua
Pengadilan Tinggi selempal.

Pengucapansumpahmemepgangperananpenting karena
hal tersebut bertujuan untuk memenuhi asas publisitas
agar masyarakat mengerahui dan menjadi saksi sumpah
calon advolkat tersebut, Sebelum kemerdekaan, pengaturan
mengenai sumpah profesi ini diatur dalam Rechrerlijke
Organisatie (RO) pasal 187 Dalam ketentuan pasal rersebut
discbutkan bahwa sebelum menerima jabatannva, advokal
harus mengambil sumpah di hadapan ketua Raad Van
Tustitie (saal ini discbul Pengadilan Tinggi), Tala cara i
kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan
vang sccara winwmn sumpah jabatan diatur dalam pasal 37
LT Mo 14 Tahun 1970,

b} Sumpah Advokat pasca UU Advokat

Dengan berlakunya UL Advokat, maka ketentusn
mengenai pengangkatan untuls menjadi advokat diatur
dalam kerenmian UL tersebar. Mengenai pengambilan
sumpah advokat diatur bahwa sebelum menjalankan
profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanva
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbulka
Pengadilan Tinggi di wilavah domisili hukumnya (pasal 4
ayat (1)UL Advokar). Bebagai panduanbagi Ketua Pengadilan
Tinggi di selurull Indones iz dalam melaksanakan kelentuan
pasal 4 ayar (1) ULl Advokar, Mahkamah Agung kemudian




mengeluarkan Surat Hdaran hoo 1 Tahun 2007 rentang

FPetunjuk Pengambilan Sumpah Advolat tertanggal 29
Maret 20007,

Kita ketahui dari bunyi pasal 4 ayat (1) UU Advokat
bahwa pihak yang mongucapkan sumpah di sidang ter
buka Pengadilan Tinggi adalzh advokar dan bukan calon
advolal, Artinva, pengucapan swnpah advokal merupakan
proses lanjuran dari pengangkatan advokar vang dilakukan
oleh Organisasi Advokat. Dalam praktiknya sejalk 2007,
Crganisasi - Advokat  vang  secara  ketat  menjalankan
ketentuan pasal 4 avat (1) UU Advolkat melaksanakan pe-
ngangkatan dan pengambilan sumpah/janji advokat pada
hari vang sama. Pada akhir proses, advokat mengan-
rong surat pengangkaran sebapgaiadvokat yvangdikeliarkan
aleh Organisasi Advokat dan salinan herita acara sumpah
yvang dikcluarkan olch Pengadilan Tinggl.

Disampingitu, dalam prakrik jugaterjadi pengangkaran
advokal oleh Organisasi Advolal lainnva yvang Lidak diikuu
dengan pengucapan sumpah/janji sebagaimana  diatur
dalam pasal 4 aval (1) UL Advokal, Meski demikian, pada
satu waktn Organisasi Advokat vang sama melaksanakan
penganglkalanadvokat di Nanggroe Acel Darusssalaun yvang
diikuti dengan pengambilan sumpzh oleh Ketna Pengadilan
Tinggi Agama, Sebagian pihak mempertanyakan apakal
Pengadilan Tingpl Apama termasuk Penpgadilan Tinggi
sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UL Advokat. Karena
schelum berakunyae LU Advokal pengambilan sumpal
pengacara oleh Pengadilan Tinggi Agama hanya berlaku
uniluk Dorpraklik di Pengadilan Againa.

¢} Sumpah advokat kewajiban undang-undang
Darl wratan di atas kiranva cukup jclas bahwa peng

ucapan sumpah advokat bukan sekadar seremoni, tapi
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schbuah kewajiban yang distur dalam UL Advokat. Sumpah
advokat sudah ada dan dialankan secara konsekuen
bahkan schelum UL Advakat berlaku. Pongesampingan
kewajiban ini membawn akibat hukom yaito advokat tidak
dapat menjalankan profesinya sampai vang bersanglulan
melaksanakan  kewajiban  tersebut. Tentunva  terdapat
tujuan dari pembentuk Undang-undang  sehingga me-
wajibkan untuk melakukan pengambilan sumpah advokar.
Apa yang elah diatur oleh undang-undang Lidak boleh
dilanggar oleh peraturan i bhawahnya,  Sebagaimana
aturan vang diatur dalam UU No, 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam
hierarld peraturan perundang-undangan kedudukan dari
undang undanyg adalah di bﬁwahaui UL 1945 dan di
atas peraturan lainnya (seperti peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan dacrah).

Oleh karena itu pengambilan sumpah advolat memiliki
posisi vang kuat dan oleh karenanva adalah suatu kewajiban
untuk semuoa calon advokat agar melaksanakan sumpah
advokal Sumpal advokat Dukan sckadar kewajiban
undang-undang, namun juga punya arti penting yaitu
sebagal konlak pertama antara advokal dengan publik. Hal
ini karena protesi advokat tidak hanya berhubungan dengan
diri sendiri, melainkan berhubungan dengan orang banvak
dan tanggung jawab vang besar kepada para kliennya.

Pasal 24 Awat (1) UUD 1845 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakinan moerupakan kekuasaan yvang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Oleh karcna iy, sclain pelaka kckuasaan
kehakiman, waitu Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi, badan badan lain yang [ungsinva borkailan
dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung
Lerlaksananya kekuasaan kehakiman vang mordeka. salah
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satunys adalah profesi advokat vang behas, mandir, dan
hertanggungjawab, sebagaimana selanjutnva diatur dalam
Undang-Undang hNomaor 18 Tahun 200054,

Ketentuan Pasal 5 Ayat (I) UL Advokat memberikan
status kcpada advokat scbapzl ponegak hukum yang
mempunyai kedodokan serara dengan pﬂﬂﬁgﬁkalllﬂlm
lainnya dalam menegakkan hokum dan keadilan, Dengan
demikian, profesi advokat rEmiIil-:i peran penting: dalam
upayva penegakan hulkum. Kemandirian dan kebebasan
yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti
oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan
arganisasi protesi vang menaunginya. Kerentuan Undang-
Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar
profesi advokat dijalankan sesnai dengan tnjuan unmk
menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah
dilihat adalah dari sumpah atau janji advokal vang dilakukan
sehelum menjalankan protesinya, yaituo:

“Demni Allah sava bersumpal /saya berjanji ;

« Bahwa saya skan memegang teguh dan mengamallan
Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-1Indang
Dasar Negara Republik Indonesia,

« Bahwa saya unrtuk memperoleh profesi ini, langsung
atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau
cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapapun juga,

* Bahwza saya dalam melaksznakan tnpas protesi sehagai
pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan
bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

* DBahwa saya dalam melaksanakan tugas protfesi di dalam
alaw Jdi luar pengadilan tidak akan moemberikan atau
menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat peng-
adilan atau pojabal lainnyae agar momenangkan atau




menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang aran
akan sava tangani.

* Hahwsa saya akan menjaps tingkah laku saya dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan,
martabat, dan langgung jawaby sava sebagai Advolal.

* Tahwa saya ridak akan menolak untuk melakukan pem-
beldan atau memberi jasa hulowm di dalam suatu perkara
vang menurat hemat sava merupakan bagian daripada
Langgung jawab prolesi sava sebagai seorang Advolkal.,

Suwnpah tersebul pada hakikatnva adalah janji seorang
yvand akan menjalani profesi sehagai advokat, kepada Tuhan,
diri sendiri, dan masyarakal, Seandainya setiap advokat
tidak hanya mengucapkannya sehagai formalitas, tetapi
meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi
penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik.

Kekuasaan kehakimanakan benar-benardapat menegaklkan

hukum dan keadilan., Sclaim ilu, untuk mewujudkan prolesi

advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan
keadilan juga ditentukan olch peran Organisasi Advokat.

Undang-Undang Advolkat telah memberikan aturan tentang

pengawasarn, Lindakan- tindakan terhadap pelanggaran, dan

pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan
oleh Organisasi Advokat.

D. Tugas dan Fungsi Advokat

1 "IEQ‘HE Advokat
Tugas adalah kewajiban; sesuatu yang wajib dilakulan

atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berart sc
suatu vang wajib dilakulkan oleh advokat dalam memberlkan

jasa hukum kepada masyarakat klicnnva. Oleh karena itu,
advokar dalam menjalankan tugasnya  bertanggungjawab

kepada Negara, masvaralkal, pengadilan, klien, dan pilak
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lawannya !

Persepsi masyarakat terhadap tugas advolkat sampai saat
ini masih banyak vang salah paham. Mcrcka meonganggap
bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan

delam perkara perdata, pidana, dan tata usaha Negara di
hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesung-

gulinya pekerjoan advokal tidak hanya bersilal litigasi, Lelapi
mencakup tugas lain di lnar pengadilan bersitat nonlitigasi. =

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (vocation
nevnep). terapilebih merupakan profesi. Karena profesi advokat
tidak selkadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi
mempunvai nilai social yang lebih tinggi di dalam masvarakat.
Profesi advolkat dikenal sebagai profesi mulia (officium nobile),
karena mewsajibkan pembelaan kepada semus orang tanpa
membedalkan latar belakang ras, warna kulit, agama, bidaya,
gncial ckonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan
idenlogy. b

Tugas advoekal adalah membela kepentingan masyarakatl
(pubic defender) dan kliennya. Advokatr dibutuhkan pada saat
seseorang atau lebih anggota masayrakat menghadapi suatu
masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan
pekerjaannya, ia h@s disumpah terlebih dahulu sesuai
denpgan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam
menjalankan tugasnva, ia juga harus memahami kode etik
advokat sebagai landasan moral ®

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada
masyarakat tidak terinei dalam uraia tupas, karcna ia bukan
pejabat Negara sebagal pelalisana hulum seoerti halnya polisi,

11 Rzbmat Resyadi, dan Sri Hartini, Advokot dolam Perspeknr islom don
Hukum Positf, hal. 34

12 lhid

13 |bhic

14 |hid
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jaksa, dan hakim. Iz meropakan profesivang bergerak dibidang
hulkum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan
menjadi kuazs untuk danaraznama klicnnysa, ladiscbutsehagai
benteng hukom ataun garda keadilan dalam menjalankan
[ungsinva.

2. Fungsi Advokat
Tugas dan [ungsi dalam scbuall pekerjaan alau prolesi
apa pun tidak dapat dipisahkan satn dengan lainnya. Karena
keduanya merupakan sistemn kerja vang saling mendukung.
Palam menjalankan tugasnva, scoran® advokat harus
berfungsi:-
a. Sebagal pengawal konstitusi dan HAM;
b, Memperjuangkan HAM dalan Negara hukuwn Indonesia;
c. Melaksanakan kode etik advokat:
d. Memgang Leguh swnpah advekal dalam rangka menc
gakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;

L

. Moenjunjung tnggn sorla mengulamakan idealism (nilal
keadilan dan kebenaran) dan moralitas;

[ Menunjung logel cilra profesi advokal scbagal prolest
terhormat (officiim nohile);

g, Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan,
derajat, dan martabar advokat;

h. Menjaga dan meninglatkan mutu pelayanan advokat ter-
hadap masyarakat;

L  Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advolkat;

j. Memhbela kien dengan eara yang jujur dan hertanggung
jawab;

k. Mencepah penyalzhgunaan keahlian dan pengerahusn
yang merugikan masyarakat;

L Memelihara kepribadian advokal;

15 Ropuan Rembe, Tehnik Proltok Advokor, (Jokara: Grasindo, 2001),
hzl. 28-29




m. Menmjaga hubungan baik dengan klien maopun dengan
teman sejawat antara sesame advokat vang didasarkan
pada kejujuran, kershasiaan dan keterbukaan, serta saling
menghargai dan mempercayai;

. Memelibzara persatuan dan kesatwan advokal agar sesual
dengan wadah tungenl organisasi advokat;

0. Memberikan pelayanan hukum (legol service);

. Memberikan nasehat hukoum {legal advice);

g. Memberikan konsultasi hukum (legel consulialion);

r. Memberikan pendapat hukum (legol opinion);

5. Menyusun kontrak-kontrak (legal drajLing);

. Memhberikan intormasi hukum {legal information);

. Membela kepentingan klien (litigation);

v, Mewakill klicn di muka pengadilan (legal vepresentution);

w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada
rekyal yvang lemah dan idak mampu (legal wid),

Dengan demikian, scorang advokal dalam membcela, men
dempingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan
[ungsinya harus sclalu memasukkan ke dalam pertimbangan
kewajibannya terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara
Lerlebih kepada Allaly Swl wuntuk mencarl kebenaran dan
menegakkan keadilan

CProflesi advokat ini akan terpandang mulia di hadapan
masyarakat apabila ia sendiri hisa menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai pulheri jasz hukum kepada masyarakat
vang mebululikan. Terjadinya pergeseran Lugas dan [ungsi
ini dari pemberi bantuan hukum secara prodeo menjadi
pembernian jasa hukwn sceara professional mengakibalkan
banvak praktek menyimpang dard para advokat. Dengan
pierilaku i, advokal Udak lagl menjagi benleng hukwn atau
garda keadilan, vetapi secara tidak disadari telah menjadi
propokator bidang hukwim unluk sebuah kepentlingan advokal
dalam memantaatkkan kliennya
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E. Syarat-syarat Pengaﬁ‘katan Advaokat

sSetelah berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18
Ealluu 2003, dalam BAB II Pasal 2 dan 3, schagai berikutl:

Pagal 2 -

(1} Yang dapat diangkat sehagai advokat adzalah sarjana
vang berlatar belakang pendidikan Unggi hukum dan
serelah mengikuti pendidikan khusos protesi advokat
vang dilaksanakan vleh Organisasi Advolkal.

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Craanisasi
Advolkat.

(3) Salinan sural kepulusan pengangkatan Advokal sc
bagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke-
pada Mabkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 :

(1) Untuk dapat diengkat menjadi Advokat  haruos
memenuhi persvaratan sehagai berikut
a. Warga Negura Republik [ndonesia;

n. Bertempat tinggal di Indonesia;

¢. Tidak Dberstatus sebagal pegawsi negeri alau
pejabat Negara;

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima
Lahun);

e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pen-
didikan tnggl hukwn scbagaimana  diuneaksud
dalam penjelasan pasal 2 ayart (1); yvang dimaksud
dengan berlatar belakang pendidikan Linggi
hukum adalah lulusan fakulas hukum, syariah,
perguruan Lngg hukwmn mliler, perguruan LUnggi

gn ilmu kepolisian;

f. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh advolkat;

a. Magang sekurang-kurangnys 2 (dua) tahun teros
menerus pada kantor advolat;
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h. lidak pernsh dipidana karena melakokan tindak
pidana kejahatan vang diancam dengan pidana
pemjara b (lima) tahun atau lehih;

i. Terperilaku baik, jujur, bertanggungjawah, adil,
dan mempunyai inlegrilas yang Linggi

(2) Advokatvangtelah diangkat berdasarkan persvaratan
sebagaimana dimaksud pada aval (1) dapat menjalan-
kan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada

bidang Lertenwu sesuai dengan persvaralan yvang di-

tentukan aleh peraturan perundang-undangan,

F. Teori Keadilan

Feadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia, dan
merupakan masalah klasikyang takpernah terpecahkan secara
tuntas "Menurut Briton, tidak adanva ke sesuaian mengartilean
keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan men
definisilkan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan
penpgalamannya masing masing.

Feadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan
lerus menerus untuk memberikan hak scUap crang, 'The
CoMSTant ond perpetunl disposition to vender epery mon his
due.

Prinsipumum j,'angtascmb unvidalamberoapai penerapan
konsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yvang
lainnva berhak atas kedudukan relatif berupa kesctaraan dan
ketidalsetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus
dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial
ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan, ini jugz
m::rupd\'an scsuatu vang harus dipulihkan ketika tergangeu.

16 Fence M. Wantu, 2011, fdee Des Recht — Koposticn Hukurnn, Keodilan
don Kemonfoaton, Yoogyakarta: Pustaka Pelajar, b, 36

17 Karl Brivorn, 2003, Phifcsophy and Meoning of Life, Yogyakarta
Primaspahis, h. 24

18 Hendry Cambel Black, 1991, Blocks Low Dictianory. West Fublishing
Co, Cight Eaitien USA, b, 100z
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Dari situlah menurat tradisi keadilan dipandang  schagai
pemelibaraan atan pemuliban keseimbangan atau  jatah
bagian, dan kaidah pokoknys seringkali diromuskan schagai
perlakiuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa,
kendatipun kita perlu menambahlkan padanya dan perlakuan
hal-hal yang berheda dengan cara yang berbeda. !

G. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

kKewenagan pengadilandapatdibedakanmenjadidua, yaituo
kowenangan absolul {ubsolule compelentie) dan kewenangan
relative (velative competentie). Kewenangan absclut adalah
kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi

hul{En (hukum materiil).™

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan ke-
Bakiman bagi rakyal penean keadilan vang beragamea Islam
mengenal perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksud
ddalabh yang termaklul di dalam pasal 49 Undang Undang
mmc:-r 3 Tahun 2006 jo. UL Nomor 50 Tahun 2009 yaitu
porkawinan, kewarisan, wasial, habah, wakal, zakal, mfag,
shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pencari keadilan vang beragama Islam membutuhkan Per
adilan Agama untuk menyelesaikan perkaranva sesuai dengan
kewenangan yang dipunyai Peradilan Agame. Di sind terdapal
pertemuan antara Pengadilan Agama dengan masyarakat
pencari keadilan yang beragama Islarn. Oleh sebab itu perlu
diatur dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada
masyarzakat pencari keadilan agarurusan penvelesaian perkara
berjalan dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan putusan
vang benar dan adil serta institusi pengadilan dihormat dan
disegani oleh masvarakal Srakyval pencant keadilan, Dalam hal

13 H.LA&, Hart, 133€, The Concept Of Lav., Oxford: Clarerndon Law Series,
h. 24k

20 Muzthota, 2005, Keponitersan Penoaailan Agamao, lakarta: Fronads
MMedia, h. 9




g}i sudah ada pedoman dagar hagi aparatur pengadilan dalam
rmelayvani pencari keadilan vang disebut dengan asas huloum
Peradilan Agama. Pormasalahannys sekarang, apakah azsas
tersehut telah diterapkan dengan tepat sesuai dengan yang
diharapkan, atau masih banvak terdapat berbagai hal vang
menghambat tercapainva maksod dan tujuan dar asas-asas
Lerselut.

1. Pengertian Hukum Gratis

Banluan hukuwm dalam pengertiannya vang luas dapat
diartikan scbagal upaya untuk membantu golongan yang tidak
marnpu dibidang hukum. Menurut Buyung Nasuiton upaya ini
mempunvai tiga aspek vang saling berkaitan, yaitu aspek pe
rumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap
mekanisme untuk menjaga aturan- aturan itu dicaati dan aspck
pendidikan masyarakat agar aturggggaturan itu dihayati Dasar
pemikiran Buvung hasution ini dapat menangkap sctidak
tidaknva dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum
dalam pengoerbiniya vang luas, Pertanna, 1a merupakan suatu
gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
sehingga akan menyadar hal-hal dan kewajban mereka
sehagal mamisia dan sehagai warga negara Republik Tndonesia,
kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakulan
perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat mememihi
kebutuhan raloyat dan mengilkuti perubahan keadaan,

Pengertian hantuan hukum juga vang lingkupnva lehih
luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tinglat
Nasional 1978 vang menvatekan bahwa bantuan hukum
merupakan kegiatan pelavanan hukum vang diberikan kepada
cplongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan
maupimn  kepada  kelompok-kelompok mﬁﬂynrmﬂ tidak
marmpu secara kolektl, Sementara itu sebelumnnya pada taliun
1876 Simposiun Badan Kontak Profesi Hukum Tampung jugs
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merumuskan pengertian bantian hukum sebagai pemberian
bantuan kepada seorang pencari keadilan vang tidak mampu
vang sedang menghadapi kesulitan di kidang hukum diloar
maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa. Adpun pe-
ngertian bantuan hukum yvang lingkupnya agak sempil yang
pernah dinyatakan aleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang
menyalakan bahwa bantuan hukum adalah pembeloan yang
dipernleh seorang tendakwa dar seorang penasehat hokum
sewalkluy perkaranva diperiksa dalam  pemeriksaan  pen-
dahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka
pengadilan,

Apahila kita kaji lebih lannjut, pada dasarmva pemopuleran
istilah bantuan hukam adalah sebagi terjemahan dari istilah
"legal a1d” dan Tlegal assistance” yang dalam praktek keduanva
mempunvai oremrasi yang agak herbeda sato sama lzin, Legal
aich Diasanva lebih digunnakan untuk menunjukan pengertizn
hantuan hukom dalam arti sempit berupa dalam pemberian
jasa di bidang hukum kepada scorang yang Lerlibat dalam
Satl perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya hagi
mercka yang Udak meampu (misking, sedangkan legal assts
tance dipergunakan untuk menujukan pengertian bantuan
hukum ke pada mereka vang Lidak meonpu, alaupun pemberia@n
hantuan hukom oleh para advokat dan atau pengacara yang
mermperunakan honorium.

Clarence I. TVias juga memperkenalkan pula istilah legaol
services vang lebih Rt diartikan sebagai "pelayanan hukum”
Menuwrut Dias vang dimeksud dengan bantuan hukum adalah
segala benmtuk pemberian layanan oleh kaum protesi hukum
kepada khalavak di dalaim masyvarakal dengan maksad untuk
menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat
vally Lerampas hakinva untuk moemperoleh naschal naschal
hukum yang diperlukannya hanva oleh karena sebab tidak
dimiliki sumber daya hnancial yang cukup.
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2, Lintasgejarah Bantuan Hulum di Indonesia

Bantuan hulum sebenarnya sudah dilaksanakan pada
masydarakal Baral scjak zamen Romawi, di mana pada wakiu
it bantuan hukum berada dalam bidang maoral dan lebih
dianggap scbagai sualu pekerjzan yang mulia khususnva
untitk menalong orang-aorang tanpa mengharapkan dan atan
menerimaimbalanatauhonorium. Setelah meletusnyarevolusi
Prancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian
mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan
vuridis, dengan lebih menckankan pada hak yvang sama bagl
warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-ke-
pentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke
20 kiranya bantuan hukurm ini lebih banvak dianggap sebagai
pekerjaan membert jasa di bidang hukom tanpa suatu imbalan.

@ Dalam tulisannya, Buyung Nasution menyataka bahwa
banluan hukum sccara [omnal di Indonesia sudah ada sejak
masa penjajahan belanda |, hal ini bermula pada tahun 1848
ketika di belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah
hukumnya, Berdasarkan assas konkordansi, maka dengan
firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Momor 1 perundang-undang-
an baru di negara belanda tersebat juga di berlakukan buat
Indonesia fwaktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain
peraturan tentang susunan kchakiman dan kebijaksanaan
pengadilan (Reglement op de Rechterlijke Crgggnisatic cn het
peleid der Justitie) atau vang lazim disingkat RO. Mengingat
baru dalam peraturan hukum itulah diatur untul pertama
kalinya "Lembagz  Advokad”, maka dapatlah diperkirakan
hpahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru milai di
Indonesia pada talun-tahun itu dan hal itupun terbatas bagl
orang-orang Tropa szja i dalam peradilan Raad van Justitie,
Sementara ity Advokal pertama Dangasa Indonesia adalah
Mr. Besar Merrokeospemo yang baru membuka kantornya di
Tegal dan Semarang pada sekitaran tahun 1923,
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[.ehih regas lagi hukom pogitif Indonesia masalah bantuan
hukum ini diatur dalam pasal 2530 avat (3) dan (6) Het Herzine
mdomesia Reglemen (HIR / Hukum Acara Pidana [.ama) dengan
cakupan yang terhatas, artinya pasal ind dalam prakteknva
hianva lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa
Indonesia vang waktu itn lebih populer disebut inlanders, di
saninping itu, daya laka p;ml i hanya Lerbiasa apabila para
advokar bersedia membela mereks yang dituduh dan dizneam
hukwman gy dan memuat hukuman semur hidup. Namun
pada masa arde barn masalah bantuan hugpm tumbuh dan
perkembang pesat di Indonesia dimana pada tabuan 1979
tidak kurang dari 57 lembaga hantuan hukum yang terlibat
dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin
dan bula hukum, Dewasa i jasa banluan hukwmn banyak
dilakukan coleh organisasi-oranisasi bantuan hukum yang
lmbuh dan berbagal orgamsasi profesi maupun organisasi
kemasvarakatan. Sehingga para penikmat bantuan hukum
dapal lebih leluasadalam upayanya mencar keadalilan dengan
memantaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum.

3. Konsep dan Ketentuan Bantuan Hukum Gratis

Nerbicara mengenai bantnan hokum sebenarnya tidak
terlepas dari fenomena hulkum itu sendiri. Seperti telah kita
ketahuikeberadaan atan program hantuan hukum adalah salah
satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan
keadilan yang penting artinva m‘i pembangunan hokum
(khususnva) di Indonesia. Namun bantuan hukurm tentu masih
terus berkembang dan diperbincangkan karena ia bujggnlah
snatu konsen yang sudah mapan atan final, tetapi secars
konscpsional apabila kita melihat pads twjuan dan orientasi
sifat cara pendekatan dan ruang lingkup aktifitas program
bantuan hukum khususoya bagi golongan miskin dan bula
hukum di Indaonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan pada
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dua konsep pokok, yaitu konzep bantuan hukum tradisional
dan konsep bantuan hukum konstitusional.

Konscp bantuan hukum tradisional adalah pelayanan
hulum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara
individual, dimana sifat dari bantuan hukum ini pasif dan
cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat
permasdlahan hukuwm kawmn miskin semata-mata deai sudut
hukum yang hﬁmﬂ], sehagai konsekoensi dari sifat dan cara
pendelatannva pada pelavanan hulum bailk di dalam maupun
mllmr Pengadilan. arientasi dan tujuan bantuan hukum ini
adalah untuk menegakan keadilan untuk masyarakat miskin
menurut hukum yang berlaku. Adapun konsep bantuan
hulum tradisional yang individual ini pada dasarmya memang
merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hokum
vang ada dimana bantoan hukum pada smfap kasus yang
menuwrut hukum beralasan untuk dibela, Namun demikian
penekanan dalam komsep bantoan hukom ini lebih kepada
hukum i sendird, hukom yvang selalu diandaikan netral,
sama rasa, dan sama rata. Karena hal ini menimbulkan per-
masalehan dengan cukup seringnya hukwn it lidak mcm
rerikan keadilan, dan bahkan hukum ito pada posisinga yang
netral justru menguntungkan mereka vang berukasa dan yvang
mempunvai uang dan merugikan mayoritas rakyat miskin.

Sedangkan konsep bantuan hukum konstitusional adalaly
pantuan hukum untuk rakvat miskin vang dilakukan dalam
kerangka usaha dan tujuan vang lebih luas, sepert menya-
darkan hak hak masyarakal mnskin scbagar subjek hukum,
penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia
scbhagal sendi ulama bagl wgaknya negara hukum ilu sen
diri. Sifat dan jenis bantuan hukum ini lebih akdf, dimana
Danluan hukwm diberikan ldak saja secara individuzl akan
tetapi juga kepada kelompok-kelompok masvarakat secara
kolckul, Cara pendekatan yvang didakoukan disamping “lormal
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legal” juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini horarti
usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh
maclahn jalur hukum yang berlakn tetapi melahni jalor politik
dan negosiasic Oleh karena itu aktifitas seperti kampanve
penghiapusan ketentuan hulkwm yvang dianggap membatasi
ruang gerak bagl partsipasi aktat rakyar miskin, kontrol
Ler hadap birokrasi pemer intah, pendidikan hukuwm masyarakat
menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hokum
konstitusional.

Adapun  kerenmian-kerenman  tentang  batuan  hokum
sebelurn berlakunya UL No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuggy Pokok Kekuaszan Kehakiman, diaman pada pasal
354 HIR mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelavanan
hukum hagi setiap orang yang tersangkur perkara baik yang
kava maupan miskin, Sedangkan ketentuan-ketentuan secar
kliusus mengatur pelavanan hukum i golongan masyarakal
fidak mampu, yaitn mereka yang tidak mampu membayar
pngkos perkara dan honor bagl advokat Lmi:ﬂ. kita temukan
di dalam padal 237 hingga pasal 242 dan 250 HIR. Dizmana
pasal 237 hingga pasal 242 HIR sccara khusus moengatur mc
ngenai permohonan untuk berperkara di Pengadilan dengan
lanpa onghkos perkara, sedanglan kelentuan pasal 250 HIR
secara khusus mengatur kerentuan tentang hak memperaleh
pelavanan secara gratis bagi mereka yang miskin yang
tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati.
Hzk ini hanya dapat terpenuhi jika terdapat penasehat
hukum yang rela wnluk memberikan  jasanva, Moeskipun
demildan penunjulkan penasihat hukum itu dilakukan oleh
Hekinm dengan demikian pasal 250 i masih borsilal terbalas.
Namun untuk sekarang ini sesudah berlalunya Undang-
Lndang Advekal Momor 18 Tahun 200% dinana dengan lepas
mengakui kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan
hukium dengan cuma-cuma ini melalui pasal 22,




H. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di

Pangallilun Agama Manado

Advokal adalah orang yvang berprofesi momberi jasa
hukum, baik didalam maupon di Toar Pengadilan yang me-
menuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang
ini. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Ugglang-
Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, dan Pasal langka 2 : Jasa
hukum vang diberikan advokat berupa konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi.
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukumn klien baik orang, badan hukum, atau
lembaga lain vang mencrima jasa hukum dari advokat.

Advokat memiliki hak untuk menjalankan praktek per-
adilan disclus L‘nv.'iluyah Indonesia, hak mi sangallah luas
dibpandingkan penegak hukum lainnva, Seorang halim di
Pengadilan Lingkal pertama ataupun Linggl hanya berhak me
nangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi peng-
adilﬁmanﬂ 1a duduk sebagai halam.

Mamun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang
memberinya kuasa selama dalam wilayah Indonesia, maka iz
berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal
ini disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2),

vailu sehapzai berikut

“Wilayah kerja Advokar melipud seluruh wilayah negara
l{upﬁlik Indonesia.”

atatus penegak hokum dari advakat dalam Undang-
Undang ini adalah dalam arti advokal sebagai salah satu
perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai ke-
dudukan yang setara dengan penegal hukum lainnya dalam
menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan batas-hatas
hak-hal dan kebebasannya yang ditentukan Undang-Undang.
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Fransg Hendra Winarta mengatakan bahwa advokat dalam
menjalankan pekerjaannva harus memegang teguh sumpah
advokat. Dongan  demikian, advokat berhak  melakoksn
praktek huknmnya kapan dan dimanapun dalam wilayah
kerja advokal seperti vang dimaksud dalam pasal 5 ayal (2)
U Mo 18 Tahun 20003, baik dalam hal litigasi dan nonligitasi
pengadilan (di dalam dan di luar Pengadilan; pasal 1ayal (1) UU
Mo 18 Tahun 2003). Dengan kara [ain hila disebut pengadilan
berarti semua pengadilan manapun vang lerletak di wilayah
Republik Indonesia.

Eetentuan pasal 5 avat (1) Undang-Undang Advokat
memberikan status kepada advokat sehagai penepgak hukum
vang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum
lzinnya dalam menegakkan hukom dan keadilan. Redodokan
tersebut memerlukan snat organisasi vang merupakan satu-
salunya wadah profesi advokal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2R Awyat (1) UL Advokat, vaitu “Organisasi Advokar
merupukon solu selunye wodah projest advokal yong bebas
Aan mandiri yong dibentik sesual dengon retentian Undang-
Undawny ini dengan moksud don twjuan wnluk meningkotken
kualitas profesi Advorat’. Qleh karena itn, Organisasi Advokar,
vailu PERADI, pada dasarnya adalah organ negora dalam aru
hias yang bersitat mandin (Independent state organ) yang
juga melaksanakan fungsi negara Dengan demikian, profesi
advokat memiliki peran penting dalam upaya ponegakan
hukum. Setiap proses hukum baik dalam perkara pidana,
perdata, maupun dalam perkara lala usaha negara sclalu
melibatkan peran advokat yang setara dengan penegak
llukﬂl lainva.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh protesi
advokal, leotw harus dikuoti oleh adanyva langgungjawabs
masing-masing advokat dan Organisasi Profesi vang me-
naunginvd, kelentuan UU Advokal wlah memberikan rambu
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ramb agar profesi advokar dijalankan sesuai dengan tujpan
untuk menegaldan hukum dan keadilan.

Hal yang paling mudah dilihat adalah darl sumpah atau

janji advokat vang dilakukan sebelum menjalankann profesi-
nys, vaitu ;

L]

Babhwa scorang advokal akan memegang teguh dan meng
amalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hahwa seorang advokat untok memperoleh profesi ini,
langsung atau tidak langsung dalam menggunakan nama
atau cara apapun juga, fidak memberikan atan menjanjikan
barang sesuatu kepada siapa pun.

Hahwa seorang advokat dalam menjalznkan tugas profes
sebagai pemberi jasa hulum akan bertindalk jujur, adil dan
bertanggungjawab berdagarkan hukum dan keadilan.
Nahwa seorang advokat dalam melaksanakan tngas protes
di dalam atau di luar pengadilan tdalk akan memberikan
atan menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat peng-
adilan atau pejabal lainnya agar memenangkan atau me-
nguntungkan bagi perkara klien vang sedang atau akan
seorang advokal langand.

Nahwaseorang advokatakan menjagatingkah laku seorang
advokat dan akan menjalankan kewajiban seorang advolat
sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggungjawah
seorang advokat sebagai advokat.

Bahwa scorang advokal Lidak akan menolask untuk
melakukan pembelaan atan memberi jasa hukum di dalam
sualu perkara vang menurul hemal scorang advoekal e
rupakan bagian dari pada tanggungjawab protesi seorang
advokal schagai scorang advokal

cuma-cuma bagi masvarakat yang tidak mampu
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Sumpah tersebot pada hakikatnya adalzh jsngi seorang
vang akan menjalani profesi sehagai advokat kepada Tuhan,
diri sendirl, masyarakat. Seandaianva setiap advokat tidak
hanva mengucapkan sumpah sehagai formalitas akan retapi
meresapi,  meneguhi, dan menjalankannyva tentu kondisi
penegakan hukum akan senantizss meningkat lebih hailk.
Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapal menegaklan
hukum dan keadilan.™

Peran advokat itu sendiri di antaranya sehagai berikor -

v+ Mendampingi serta mewakili kliennva dalam persidangan
+ Membela kliennva

+ Memberikan masukkan terhadap kliennya

+ Menjadi Mediator (dalam kasus perceraian)

v+ Menjaga dan melindungi dokumen serta rahasia kliennva
+ Memberikan HT.HﬁlﬁngEh].’! rkan somasi, dan lain-lain.

Bantuan hukum bertujuan untuk membantu masyarakat
pencarl keadilan vang Udak mampua secara ekonomis dalam
menjalankan prases hukum di Pengadilan, meningkatkanakses
Lerhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengelaluan
masyarzkat tentang hukuom melalii penhargaan, pemenuhan
dan perlindungan hulkum terhadap hak dan kewajibannya dan
memberikan pelayanan prima kepads masyarakat pencari
keadilan,

Pos Bantuan Hokum di Pengadilan Agama Manado yang
pada awalnya kerjasama dengan LKEH STAIN Manado, PERADI
dan Peradilan Agama Manade sangat membantn masyarakat
terutama dalam membuat gugatan ataupun permohonan. Di
POSEAEUM Lerdapal Sarjana Hukum Islam dan pengacara
dari PERADI yaitu Bapak Hanafi Saleh, 5H vang membantu
miasyarakal memberikan infornmasi mengenai hukum, Kedua

27 woww poo slec o id/Ppees rd - onssl & e - XkFSVuG2PMIRDeSHTB3p0A
#q= peran + advoka + dalam + memkbcrikan + bantuzn = hukum + di +
Pergadilan. Diakses 19 Mopemkbker 2015
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orang yang ntertugas di POSEAKUM terachut diga)i aleh
Negara melalul DIPA Pengadilan Agama Manado.

Svarat svarat berperkara sccara prodeo sebagai berikut ;

L Anppola masvarakal vang Lidak mampu secara ckonomis

dapat mengajukan gugatan,/permohonan  berperkara

cuina - cuma {prodeo) dengan syarat melampicrkan :

A. Surat Kererangan Tidak Mampu (SKTM) yvang dikeluar-
kan oleh Kepala Desa /Lurah/Banjar/Nagari/Gampong
yang menvatakan bahwa henar yang bersanghkuran
tidak mampu membeayar biaya perkara, atau

b. Swurat Keterangan ‘Tunjangan Sosial lainnya seperti
Kartu Keluarga Miskin (KEN), Kartu Jaminan Kesehatan
Masvarakat (lamkesmas), Kartu Propgram  Keloarga
Harapan (PEH). atau Kartu Bantuan Langsung Tunai
(B

Pemberianizin herperkara secara prodeaini berlako untuk

[

masing-masing tungkal peradilan secara sendiri-sendiri

dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan

selalipus.

Ketua Pengadilan Agama Manado menvatakan babwa
Pengadilan Agama Manado menerima perkara prodeo yang
digjukan oleh masyvarakal vany dianggarkan dari DIPA PA
Manado, Namun menurit belian dana DIPA tersebut tidak
mampu  membiavai seluruh perkara vang  diajulan oleh
masyarakat tidak mamp. Perkara yang hisa ditangani secara
prodeo hanya sekitar 5-6 perkara. Inilah tentangan yang di-
hadapi oleh PA Manado sckarang ™
a. Biaya untuk berperkara sceara prodeo sama dengan biava

berperkara biasa. Adapun biava yang harus dibayar secara

prodee oleh Pengadilan Agama adalah ;
0. Biaya pemanggilan para pihak

23 Wawszncara derngan bapak H. Awzluddin
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Hiava pemberitahuan isi pomisan
. Biava sita jaminan

Hiava pemeriksaan sctempat

Riava saksi atan saksiahli

o

d

r

f

v,  Biava eksekusi

h. Tiava materai

L Biava alal tulis kantor

j. Biaya penggandaan /Photo copy

k. Biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkara vang
diminutasi

=

Biava pengiriman berkas

Semua biava di atas dibiayai oleh negura melalui DIPA
masing-masing Pengadilan Agama. Bizya ini pula herlakn di
tingkat pertama, banding ataupun pada tingkat kasasi

1. Kendala vang dihadapi Advokat dalam Peradilan Agama

Untuk menjadi advokat bukan hanygmuntuk Sarjana
Hukuin (SH) saja, tapi scjak di putuskannya pada Rapal Plene
Komisi II bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Sarjana Hukwn Islam pun (SHLD dapal Deracara di Peradilan
mananun. Hal ini juga tergambarkan dalam Pasal 2 ayar (1) UL
Mo, 18 Tahun E[Iiﬁ Ada kalangan yvang kurang setuju akan hal
it dikarenakan Sarjana Syariah bukanlah seorang juris yang
dimaksud itu akan tetapi seorang ahli agama dan khususnva
hukum agama Islam. Walaupun dialui adanya mata kuoliah
hulium umuen pada Fakultas Syari'ah, tapi tidak mendalam se-
perti padsa Fakolras Hokum. Apalagi mereka bukanlah Sarjana
Hulum. Pendapat ini didulung luat oleh seluruh organisasi
Advokat. Perlakoan yang sama dengan sarhana syariah adalah
Sarjana Hukom Militer dari Sekolah Tinggi Hukum Militer,

Scbelum menjadi advokat, calon advokat harus memenuhi
persyaratan yang ada sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Selain itu

juga calon advokat harus mengikuli pengangkatan advokad,
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magang sofggna 2 tahun, mengikuri pendidikan advokat dan
mengikuti seleksi untuk menjadi advokat, Salah satu syarat
untunk diangkat sehapai advokar adalah Tuhis wjian vang di
adakan oleh Organisasi Advokat. Ragaimana pelaksanaan ujian
ini oleh Crganisasi Advolat, tdak diatur oleh Undang-Undang
ini, akan tetapi diserahkan kepada Organisasi Advokat.

Kendala vang mughkin saja dapatl dihadapi oleh seorang
advokat dalam beracara di PA izlah iz harus menguasai KHI
ataupun Hukum Islam baikitu dalam masalah warisan ataupun
perkawinan, terlebih lapgl advokat i berlatar helakang dari
perguruan hulum biasa (SH).

2. Gambaran Advokat Yang Beracara di Pengadilan Agama
Manado
Advokal yang scring bDeracara di Pengadilan Agama

Manado bukan saja dari kalangan mereka vang beragama
Islam akan letaptl juga darl kalangan non muoslim. Berikal
ini nama-nama advolkat vang sering beracara di Pengadilan
Agama Manado™ :

Rios Juhry Rais, sH

Rudi Kaunang, S5H

Frangky MF, Ralu, SH

Custaf Dumat, SH

Rahma Rasjid, SH

haulud Buchari, SH

huh, Subherman, SH

Linda Mocndoeng, SH

Hzmafi M. Saleh, SH
. Izaac Bchuku, sH
I1. Tuty Karnain, 3H
12, heny Rahmawaty, SH

L3 [a =

S o

= D o=
= =
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14,
I4.
15,
16.
1.

Apus Harivanto, SH
MNoorche Jabez Tumundo, SH
sumiati hunug, sH

Feihe F. Gumehy, SH., MH
Tjakra Lukum, SH

18, Tauhk Laukom, SH

19, 1.6 Sihile, SH

S0, Putra Akhar Saleh, 5H

21, Stenly T.0L Lontoh, SH
22, Dety Lereh, SH

23, Max Bawolong, SH

4. Mad=zhabullah Ali, 5H

23. Markus Tojang, SH

Advaokat dalam memberikan jasa hukom (bantuan hukum)

kopada masyarakat (klicoova) berpegang teguh kepada kode

etik advokat. Perkara vang sering ditangani oleh advolat di
Pengadilan Agama Manado adalah coran gugal dan Lalak,
selanjutnya adalah perkara waris dan harta gono gini

Data junlah perkara yang diterima dan diputus tabun
2012 di Pengadilan Agama Manado

1. Cerai gugar 169 perkara
2. Cerai lalak ;689 perkara
A, Perwzalian anak 1 perkara
4. Istbal nikah 1 perkara
n. Perwalian »4 perkara
6. Dispensasi nikah 1 perkara
oo Rewarisan sl perkara
8. Penetapan ahli waris : o perkara
0. Lain lawherta bersaana 3 poerkara

Data di atas menunjukkan bahwa porkara ceral gugal 169
perkara dan cerai talak 69 perkara vang banyak ditangani aleh

advokal muslim, Sementara advokal non muslim menangani
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perkara harts bersama dan perkara waris.

Data jumlah perkara yang diterima dan diputus tahun

2013 di Pengadilan Agama Manado :

L e O e e

perkara dan corai talak 86 perkars vang hanyak ditangani aleh
advoekart muslim. Sementara advakat non muslim menangani

Coral gugfal

Cerai talak

Pembatalan perkawinan
Izin poligami

Istbat nikah

. IDispensasi nikah

Kewarisan
Penetapan ahli waris
Lain-lain /harta bersama

. Pengangkatan anak

. Wali adhol

Data di atas menunjulkan bahwa perlara cerai gugat 189

;189 porkara
: 86 perkara
4 poerkara
1 perkara
: 2 perkara
2 perkara
. 1 perkara
10 perkara
. 1 perkara
2 perkara
. 1 perkara

perkara harta bersama dan perkara waris,

Data jumlah perkara yang diterima dan dipotus tahuon

2014 di Pengadilan Agama Manado :

bt s S N <V P T G

= 0 =
==

11.

Cerai gugat

Cerai talak

Pembatalan perkawinan
Izin poligami

Istbat nikah
izpensasinikah
Kewarisan

Penetapan ahli waris
Lain-lain /harta hersama

. Penganglalan anak

Perwalian

12. Wali adhol

: 225 perkara
2104 perkara
-0 perkara
] perkara
: 2 perkara
14 perkara
. 2 perkara
rAdperkara
¢ 1 perkara
:2 perkara
» 3 perkara
10 perkara




I. Kesimpulan

Advokat memiliki peran vang sangar penting dalam mem-
berikan bantuan hukum kepada masvyarakal schagai klicn di
Pengadilan Agama Manado. Advokat yang memberikan jasa
di Pengadilan Agama Manadoe ada 25 orang yvang Lerdini dari
mushim dan non muslim. Perkara yang ditangani aleh Advakat
vaitu ceral talak, cerai gugat, waris dan harta gono gini.

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum se-
cara cuma-cuma dibiavai oleh DIPA Pengadilan Agama
Manado, Advokal juga memberikan banluan hukoom melalud
POSBAKUM PA Manado. Jasa vang diberikan oleh Adwvokat di
POSEARUM menvangkul pembuatan gugatan, pernolonan,
advice. Semua jasa yang dilakukan terseburt dibiayai oleh DIPA
PA Manado.







BAB II
Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan
Biaya Ringan serta Asas memberikan
Keadilan pada Pencari Keadilan
dalam menyelesaikan Perkara

di Pengadilan Agama Manado

A. Pendahuluan

Bab [X tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 menvebutkan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakokan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Per
adilan vang berada di bawahnva dalam lingkungan Peradilan
Lmum, lingkungan Fcradilan Apama, lingkungan Peradilan
Militer, linglungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
scbuah Mahkamah Konstitusi.!

Demikizn pula dalam Bab II tentang Badan Peradilan
dan Asasnya, pada Pasal 10 aval () Undang Undang Nomor
1 Tahun 2004 temtang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan
balrwa badan poradilan di baveal Mahkamah Aguong meliput
badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

1 Yasir Aremat, t.the, Undang Undong Dasor Republik indonosio 1845 dok
Ferubahonnya Ke l, 1, 1] dan IV, Fermatz Press, h. 23.

]
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Apama, Peradilan Militer dan Peradilan ‘I'ata Usaha Negara

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah
Apung, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang crang yvang beragama Islam di bidang perkawin
an, waris, wasiat, hibah, wakat, makat, intaq, shadagah dan

ekonomi syariall®

Dalam menvelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq. shadagah dan ekonomi syari‘ah
vang moerupakan kompetensi shaolut PA berpedoman pada
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuzsaan Kehakiman vang menyebutkan bahwa pengadilan
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapar tercapainya peradilan
vang sederhana, cepat dan biava ringan. Hal ini menunjuklan
bahwa peradilan memiliki poran vang sangat penting dalam
membanti pencari keadilan untunk mengatasi masalah yang
dihadapinya.

Untuk menyelesaikan kontlik kepentingan yang sering
terjadi dalam masyarakat dengan baik secara teratur demi
terpelinaranva kerertiban vang  herkedamaian  di dalam
rmasyaralat, diperlukan adanya suatu institusi (kelembagaan)
khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara tidak
memihal (imparsial) dengan berlandaskan patokan-patolan
vang herlaku secara objektifs

Fonsep hulum terkait situasi Indonesia merujuk pan-
dangan aliran tcorl hukum alam dan aliran pogitifisme, tclah
dipengaruhi oleh dua keadaan, vaitu : pertama, pemahaman

2 Pazal 10 owat {21 Undang Undong Nomor 4 Tahun 2004 fontang
Kekuasaan Kehakiman

3 Pazal 49 Undang-Undarg Nomar S0 Tzhun 2009 tentang Feradilan
Apama

4 H. Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2007, Dosar Dasor Filsaiat dan Toori
Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakt, h. 33

7H




tentang baik (right) dan burok (wrong) pada suatn masysrakat
(bangsa) tertentu, dan keadaan kedua, sistem hukum yang
diakni dalam sistem kemasyarakatan rertentn

Hukum menurut Van Apeldoorn adalah bahwa hulum itu
sering disamakan dengan undang undang; bagi masvarakat,
hukum adalah sedereran pasal-pasal, dan cara pandang
i menvesatkan karena kita tudak melibat hukum di dalam
Undang-Undang, akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu

tentang hulum, karena apa vang terlihat di dalam Undang-
Undang, pada umumnya (tidak selamanyz) hukuam.®

Van Apeldoorn tidak hanya melihat konsep hulkum itu
tampak pada sifat jabatan scorang hakim, yaitnm mengatur
dan memaksa, tetapi konsep hulkum senantiasa berkembang,
berperak karena pengadilan selalu membentuk hukum baro.
Kalimat terakhir inilah menunjukkan bahwa Van Apeldoorn
mengakni putusan pengadilan sebagal sumber hukum selain
Undang-Undang.

Scbapal putusan pengadilan vang menjadi swnber hukum
maka perlu memberikan keadilan dalam bentok potusan yang
seadil-adilnya pada pencar keadilan dan menerapkan asas
sederhana, cepat dan bizya ringan dalam proses penyelesaian
perkara di PA. Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia ber-
dasarkan Undang-Undang Nomar 48 Tahun 2004 telah
mengalul pandangan aliran Sociological Jurisprudence, ter-
bkt dengan dimasukannya ketentuan pasal 5 avat (1) yang
berbunyi sebagai berilaut

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilad hukum dan rasa keadilan yang

S Remli Atmasasmita, 2012, Teord Hokum ntegratif = Rekonstriksi
ievhadop Teord Hukorn Peenkanguoa s doe Teno Hukuon Frogresy), Yopyakarta
Genta Publishing, b, 27

€ |bid., h. 17




hidup dalam masyarakat™

Bunvi pasal di atas mengandung aspel filosofis, sosiologis,
telcologis dan aspek wvuridis. Aspcek filosofis mengandung
makna bahwa fungsi dan peranan hakim vang dikehendald

olch  Undang Undang adalah  legislator’s  judge.  Aspck
sosinlogis mengandung makna bahwa hakim harus peka dan

langgap terhadap nidai keadilan yang Derkembang dalam
masyarakat., Aspek telenlogis menganding makna hahwa
hakim harus memahami tujuan pembentulan suatu Undang-
Indang dan tonan umum dari hukum yaitu memelihara
ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan
dalam satn rangkaian sistematis yang separutnva tercermin
di dalam putusan pengadilan, Sedangkan aspek wuridis
mengandung makna dasar putusan hakim harus diletakkan
Pada Undang-Undang (hukum tertulis). Keempat aspek yang
Lerkandung dalam Pasal 5 di atas porlu dipahami oleh hakim
untuk mencapai cara berpikiv paripurna dalam memeriksa
dan memutus suatu perkara.

Hakim dalam tugasnys menerima, memeriksa, menye-
lesuikan dan memutus perkara hendakoya berpijak pada
nilai-nilai L‘Fhf‘.l‘lm'ﬁl'a.’!ﬂ keadilan serta menjunjung tinggi
asas peradilan yaitu asas sederhana, cepal dan biaya ringan.
Penerapan asas tersebut sangat penting untuk diperhatikan
sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalan keduduk-
annva sebapgai penepgak hukum  dalam memberikan rasa
keadilan pada pencari keadilan,

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dewasa ini
masyarakat sehagai pencari keadilan untuk mencapai keadilan
di lembaga peradilan tidak ditemukan, Keadilan hanya dapat
dirasakan oleh orang-arang yang ‘herduit dan memiliki ke-
kuasaan. Proses peradilanyang katanya menjunjung Lingdi asas

7 Dikutip ¢alam buku Remli Atmasasmita, h. 39
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sederhana, copat dan hisys ringan hanyzlah menjadi symbaol,
slogan dan binglai peradilan vang sering dikumandanglan
olch penegak hukum, Alkan tetapi dalam kenyataannya, proses
pelavanan dan penyelesaian perkara membutuhkan waktun dan
biava vang sulit dijangkau oleli masyarakal. Bahkan mereka
vang ridak mampu perkaranya hisa diterima di Pengadilan
dengan ketentuan/syaral membawa sural kelerangan Lidak
mampal dari lurah. Trupun membuoruhkan biaya

Peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dan vang
menjunjung tingpi asas sederhana, cepat dan biava ringan
sulit untuk diternukan di PA Hal ini pernah peneliti temulan
di lapangan ketika berkunjung ke Pengadilan Agama, peneliti
menanvakan waltu sidang kepada pihak vang berperkara.
Mereka mengatakan bahwa sidangnva ditunda sampai jam
sekian. Ternyata wakm sidang yang ditentukan aleh majelis
hakim vang menyvidangkan sualu perkara scring ditunda/
malor. Hal ind pula yang menjadi penyebab kurangmya advakat
mau memberikan jasa hukwmnya di PA karena Lidak adanva
sikap konsisten waktu dan pelavanan yang bherbelit-helit. Oleh
karcna itu, untuk mowujudkan peradilan vang sedorhana,
cepat dan hiaya ringan dan menjunjung ringgi asas keadilan
miaka dibulubkan sebuah relonmasi penvelesaian perkara
vang etektit dan efisien serta menjadikan lembaga peradilan
sebagai lembaga vang melavani masvarakat bukannya lembaga
vang mau dilavani.

B. Agas hukum

Pemahaman terhadap asas hukum dalam pendckatan
lrnu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar

atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap
asas hukom perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami

perdluwran perundang-undangan vang berlaku. Asas hukum
mengandung mintutan eris. Dapat dikatakan, melalni asas
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hukum, peraturan hukom berubah sifatnya menjadi bagian
dari suatu tatanan etis.

Azas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari
peraturan  hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat

mungkin bercrientasi pada asas asas hukum. Asas hukum
menjadi dasar-dasar dan petunjuk arah dalam pembentukan

hukum positil,

Keterkaitan erar antara asas hukum dengan hokum
itu sendini tampak dari pendapat vang dikemukalkan oleh
Mochtar Kusumasrmadja® yang menyatakan bahwa hokom
itu tidak hanva merupakan seperangkat asas hulkum vang me-
ngatur kehidupan manusia dalam masyarakat saja, tetapi juga
mencakup lembaga dan proses vang diperlukan untuk me-
wirpidkan hukom inn dalam kenvatazn,

C. Pengertian Asas Hukum

Asas momiliki pengertian yvang berbeda - beda. Asas adalah
sesuatt yang menjadi tompuan herfikir atau herpendapar.?
Asas dapal juga beraru hukoam dasar.™

The Liang Gie!! asas adalah snatu dalilumumvang dinyata-
kan delam istilab wmum tanpa menyarankan cara-cara khusus
mengenal pelaksanaannya, vang diterapkan pada serangkaian
perbuatan untuk menjadi pelLunjul vang tepat bagi perbuatan
itu.

Asas dapat dimaknai sebagai dasar berfilkkir atau dasar
herpendapat atan dengan kata lain asas merupakan nilai-nilai

8 Mochtar Kusumaatmadjs, 1576, Furgsi dan Perkembzngan Hukum
Dalam Pembangunan Nasional, Cetakan Fertama, Bina Cipta, lakarta, b, 15

8 Departomen Pondidikan Nasional, 2002, Komws Beosar  Bohoso
Indonesio, Balzi Pustzke, Jakarta, h, 70

10 Sudarsono, 2002, Yamus Husum, Boisi Baru, Cetakarn Ketiga, Rineks
Cipta, 1488rta, h. 37

11 The liang Gie, 1582, Teovi teor Keodilan: Sumbangan Bahan untus
Femahomon Pancasila, Cetakar Kedua, Supersukses, Yogyakarta b, 10




vang menjadi titik tolak dalam berfikir dan herpendapat.?

Hujibers, asas hulcum dapat juga disebut pengertian-pe-
ngcrtian dannilal nilai yang menjadi titik wolak berfikir tentang
hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak bagi pembentulkan
Lndang- Undang dan interpretasi undang-undang terscbut.”

Untuk mencari arti dari asas hukum yang paling tepar,
kiranya porlu divraikan pandangan dar para ahl, Berikul o
pandangan para ahli sepert Bellefroid, van Ilikema Hommes,
dan Scholten tentang arti asas hulum.”

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah
norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh
Umu hukum tidak diangpgap berasal dari aturan- aturan yang
lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum
positif dalam suatu masyarakat.

Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu
Lidzk boleh dianggap scbhagal norma norma hukom kongkrid,
akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau
petunjuk pelunjuk bagl hukum vang berlaka,. Pembenlukan
hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum
Lersebul.

scholten mengatakan hahwa asas hukum adalah ke-
cenderungan-kecenderungan vang disyaratkan oleh panda-
ngan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sitat-sitat
umum dengan segala keterbatasannya sebagal pembawaan
vang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum
bukanlal peraturan hukwm konkrit, melainkan pikiran dasar

12 Fenee M. Wantu, 2001, ldoe Des Bechi: Keposton Hokom, Keodilan,
gdon Kemanjoetan [Implementosi Dolom Proses Peredilan Perdato), Cetakarn
Pertzma, Fustska Pelzjar. Yogyakarss, b, 5C

13 Theo Hujibars, dikutip dzlam buko Fence ML Wanta, ibid., b, 57

14 Sudikno Mertokusumo, 2008, Poromuan Hukum Sebuah Pongortor,
Liberty, Yogyzkara, h. 3
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vang umum dan ahstrak, atau merupakan latar belakang por
aturan konlret vang terdapat dalam dan di belakang setiap
gistern hukum yang terjelma dalam peraturan perundang
undangan dan putusan hakim yang merupakan hukom positif
dan dapatl diketemukan dengan mencar silat-sifal atau ciri-
ciri yang umom dalam peraturan konkret rersebut. Ini herarti
menunjuk pada kesamaan-kesamaan yvang kookril itu dengan
menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peramiran
hukum yang karena menjadi wnum sifatnya Lidak dapat
diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrer ™

Memahami asas hukum, perlu dibedakan asas hulom
vang objektit dan asas hukum yang subjekrit. Asas hukum
objektif adalah prinsip-prinsip vang menjadi dasar bagi pem-
pentukan hukum. Asas hukum abjektif ini dibedakan aras asas
hukum yang bersitat moral dan asas hukum vang bersitat
rasional. Asas hukwn subjekul adalal prinsip prinsip vang
menyatakan kedudukan subjek hukum dalam hubungannva
dengan hukwm. Asas hukuwm subjekul ini ada yvang bersilal
moral ataupun bersitat rasional, yaitn hak-hak yang ada pada
manusia dan menjadi itk tolak pembentukan hukum. Pada
a5a5 hukum yang subjektit ini, perkembangan hukum tampak
alau Lerlihat ¥

D. Fungsi Asas Hukum

Pentingnya asas hulkum dalam suatu peraturan per-
undang-undangan, schingga Paton memberikan pendapat
bahwa"........ the law should be, as far as possible, reduced to
a systemaric ovder hence the search for principle which can
afford the rvatio legis lying behind a partikular rule can be
explaimed, then 1T 1& remembered move easily end the teacher
tries to Discovery Troad principles that ave only implisicin the

15 [big.,h. &
16 ibid
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Berdasarkan pendapat dari Paton diatas, maka asas hukum
mcnjadi sarana untuk membuat hukum it ada, tumbuh dan
berkembang sesuai dengan perkembangan masvarakat itu
sendirh. Lebih lanjut Paton menvatakan bahwa asas hukum
ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu
peraturan hukum, melainkan akan totap saja ada dan akan
melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya ™

Sidharta berpendapat babwa dalam dinamika kehidupan
hukum di dalam masyarakat, asas hukum itu berfungsi vakni
sebagal berilkut: Pertama, untuk menetaplan wilavah pene-
rapan aturan hukom pada penafsiran atan penemuoan hukom.
Eedua, sebagai kaedah etis terhadap aturan hukum. Ketiga,
kacdah penilai dalam menctapkan legitimasi aturan hukom.
Keempat, kaedah mempersatukan aturan-aturan atau kaedah-
kacdah hukum. Kelima, menjaga /memelihara konsisrensi dan
lkoherensi aturan-aturan hukum.™

Dengan demikian dapal dikaltzakan babwa [ungsi asas
hukum merupakan jembatan penghubung antara peraturan-
peraturan hukum dengan cita - cita sosial masyarakal, Melalui
asas hukum peraturan hukum berubzh sifatnya menjadi
peraturan vang berlalu umum dalam masyaralat,®

E. Asas Hukum Dalam Peradilan Perdata
Asas hukuwm dalam peradilan perdata adalal

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas hukum acara perdata pada umurnnya adalah pelak-
gandannyd yaitu inisiatif untuk mengajukan uncutzan hak

17 C.wW. Paton, 1955, A Test-Boox OF Vunisprugensi, Dueford At The
Claredor Press, >econd Ecition, London, h, 204

18 Ibid

15 Cikutip dalam buku Foence M. Wantu, h. 56 57

20 rence..., Op. Gt., b, 57




dizerahkan sepenubnys kepada yang berkepentingan. Apakah
akanada prosesatau tidalk, apakah ada tuntutan pengajuan hak
atan tidak terhadap pelanggeran pordata scmua tergantung
kepadn para pihak yvang merasa dirgikan.

Tuntutan hak vang mengajukan adalah pihak vang ber
kepentingan, sedang hakim bersikap memmgon datangnva

luntutan hak dizjuken kepadanya. Perkara vang diajulan olel
para pihak ke Pengadilan sama sekali hakim tidak boleh me-
nolaknva dengan alasan hukumnya tidak ada atau lurang
Jelas. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 avat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keluasaan Kehakiman
pahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan vang hidup dalam masvaralat,

Hagir Manan® menyatakan hahwa dalam togas dengan
jabatannva, memang selaln harus berfilkir dan belerja menurut
dan dalam kerangka hukuom, tidak boleh di nar hukom. Jadi
hakim harus memumuskan menurot hukom. Namun demikian
Lidak Derarti hakim sekedar atau membual fcorong Undang-
IJnEg.

Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebablian
anggapan hakim tidak tahu akan hukumnya (fus cuvid nowit).
Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis,
maka ia wajib menggali, mengikuri dan memahami nilai-nilzi
hulum yang hidup dalam masvarakat, MNilai-nilai hulkum yvang
hidup dalam masvarakar mencerminkan perilaku masyarakat
dalam kehidupan sehari-sehar atau berhubungan hulkum satu
sama laimnya. lika dalam Undang-Undang tidak ditemuokan
hukumnya maka hukum adar Skebinsaan hisa dijadikan acuan
dalam  menyelesaikan scbuah perkara yang diajukan ke
Pengadilan.

21 Bapir Manan, ¥ekuasaan Kehakiman Di ndancsio dolom U No. 4
Tahun 2004, Yogyakartz, Ull Press 2007, h. 241
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2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasift
dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengkela
vang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnva
ditentukan olch para pihak yvang berperkara dan bukan oleh
hakim. Hakim hanya membantu para pencar keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dap&mrmpamya peradilan.™

Hakim harus aktit memimpin sidang, melancarkan jalan-
nya persidangan, membantu kedua belah pibak dalam mencari
kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim
harus bersikap tul wuri. Hakiun terikal pada peristiwa yang
diajukan oleh para pihak (secundum allegata fudicare). ™

Para pihak dapat secara bebas mengakhirisendiri sengkela
vang telah diajukannva ke muka pengadilan, sedangkan hakim
udak dapat menghalang halanginya, Hal ini dapal berupa
perdamaian atao pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR, 154
REg). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang
menjatuhkan putusan atas gugatan yang tidak ditfimtut atau
mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2
dan 5 HIKR, 189 ayar £ dan 5 RBg).

Fengertdan pasit berarti bahawa hakim tidak menentulkan
luas dari pada pokok sengketa, Hakim tidak boleh menanibah
atau menguranginya, Akan tetapi itu semuanya tidak berarti
balvwa hakim sama sckali Lidak akul Selaku punpinan sidang
hakim harus akot memimpin pemeriksaan perkara dan tidak
mcrupakan pegawal alan sckedar alal daripada para pibak, dan
harus berusaha sekeras-kerasnya mengarasi segala hambatan
dan rintangan untuk dapal tercapamya peradilan. Hakim

22 ﬂsal UL Mo 4 Tehun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

23 Muh. Oaming Sunusi, Fungss Hokirn sebogol Sumber Pembentok
Huium dalom Perigro Perdoto dihvbongkan dengan Asgs Peradilan wang
baik, Bandung, 20092, h, 143

HY




berhak intuk memberi nasehat kepada kedus belah pihak
serta menunjulkkan upava hulkum dan memberi keterangan
kepada mereka (Pasal 1532 HIR, 156 HEQ) karcnanyz dikatakan
fzhwa system HIR adalah aktit, herheda dengan system Ry
vang Pada pokoknya mengandung prinsip hakim pasif.=

[
3. Asas Biava Ringan dan Asas Sederhana serta Asas Cepat

Sederhana, cepal dan Diayva ringan mcrupakan asas yang
tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat
dalam Pasal 5 aval(2) UL No. 4 Tahun 2004 Llentany Kekuasaan
kehakiman. Sederhana adalah acara yvang jelas schingga mudah
difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu
formalitzs dalam proses persidangan akan dapat mengurangi
sifat kesederhanazn sehingga memungkinkan timbulnva
pelbagal penafsiran yang menycbabkan keenpganan atau
ketakutan beracara di pengadilan,

Fengertian cepal, menunjuk kepada jalannyva proses per
sidangan. Dengan proses vang terlahy formalistis, akan dapat
menghambal jalannva peradilan dan proscs penyelesatan
berita acara persidangan sedangkan pengertian biaya ringan
adalah agar dapal terpikul oleh rakyval pencari keadilan sebal
dengan hiays vang tinggi akan menychabkan pihak vang bor
kepentingan akan enggan untuk mengajukan tuntutan hak
kepada pengadilan™

4. Asasg Terbuka untuk 1/mum

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah
terbuka untuk umum, vang berarti bahwa setiap orang di-
bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di per-
sidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk member
perlindungan hak hak asasi manusia dalam bidang peradilan

29 Sudikno Mertokusume, Sukaon Acara Pecdato indonesia, Yopyakarta
Liberty, 2002, h. 13
25 Muh. Daming Sanusi, cp.cit., h. 143
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gerta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan
mempertanggungjawablkan pemeriksaan vang fair, tidak
memihak gorta putnsan yang adil kepada masyarakat. Asasini
dijumpai dalam ketentuan Lndang-undang Nomor 4 Tahun
2004 Pasal 19 aval (1) dan Pasal 20.

Apahila putnsan dincapkan dalam sidang vang fidak
dinyatakan terbula untuk wnuwmn berart putusan itu Udak sah
dan tidak mempunvai keknaran hukom serta mengakibatkan
batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam pralktelk
meskipun hakim tidak menyatakan persidanganterbuka untuk
umurn, tetapi didalam berita acara dicatat bahwa persidangan
dinyarakan terbuka untuk nvmum, maka putusan yang telah
dijatuhkan tetap sah. Secara formal asas ini membuka

LEE]

kesempatan untuk “social contrml”

5  Asas Susunan Sidang dalam Bentuk Majelis

Pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk majclis
(Pasal 11 avat (1) dan ayat (2) UJ No. 48 tahun 2009, Pengadilan
momeriksa, mengadii dan memuolus dengan sckarang
kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang
menentukan lain (Pasal 11 ayal (1) UL No. 48 talun 2009
Snsunan hakim schagaimana dimaksud pada avat (1) terdin

dari seorang hakim ketua dan dua orang halam anggota (FPasal
1 ayar () UL No. 458 tahun 2005).

Adapun maksud asas susunan sidang dalam bentuk majelis
tidak lzin untuk menjamin pemeriksaan vang scobjokdf
rmungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia
dalam bidang peradilan.

Menurut Sudikno Mertolusumo, meskipun asasnva
susunan sidang dalam bentuk hakim majelis, namuoan dalam
prakteknva masih banvak perkara-perkara perdata baik
declurntorr maupun contradictonr dan juga perkara porkara
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pidana baik simnmier maupun pidans bissa diperikss dengan
hakim tunggal disamping ada sidang-sidang dengan majelis
Juga. Pemeriksaan dengan hakim funggal ini terap ssh.

Padaumumnyaadakecenderunganuntukmengembanglan
asas hakim tunggal. Alasannya adalah untuk memperecpat
jalannva peradilan (speedy administration of justice) dan
kurangnya tenaga hakim. sclain itu alasan mengembangkan
asas hakim tunggal dalam praktek vang sering terjadi vakni
untuk meninglkatlkan rasa tanggung jawab dari pihak hakim,.

B
6. Mendengar Kedua Belah Pihak

Didalamn hukum acara perdata kedua belah pihak haruslal
didengar dan diperlakukan sama. Bahwa pengadilan mengadili
menuwul hukum dengan tidak membedakan orang, seperu
vang dimunar dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970, mengandung arti bahwa didalam hukumacara per-
data vang berporkara harus sama-sama diperhatikan, berhak
atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus
dibiﬁi kescimpalan untuk memberi pendapalnya.

Asasmendengar keduabelah pihak(oudi eralteram pertem)
dapal berarti bahwa dalam proses peradilan, para pihak vang
perperkara harus diperlakokan dan diberi kesempatan yang
sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan
vanghersangkutan. Asasinimenghendakiadanya keseimbang-
an proses dalam pemeriksaan

Dalam hukum acara perdatz, kedua belah pihak yang
berperkara harus diperlakukan sama dan tdak memibal.
Berkenaan denpan asas mendengar kedoa belah pihak, hakim
Lidak boleh menerimea keterangan dari salah satu pihak, tanpa
hadirnya pihak lain,

gl




7. Asas Tidak Ada Eeharusan untuk Mewalkdlkan

HIR rtidak mewajibkan para pihak untuk mewsakilkan
kepada orang lain, schingga pemeriksaan dipersidangan
terjadi secara langsung rerhadap para pihak vang langsung
berkepentingan. Akan letapi para pilisk dapat dibantua atau
diwakili oleh kuasanya kalan dikehendakinva (Pasal 123 HIR,
147 RBg). Dengan demildan hakim tetap wajib memriksa seng-
kete yvang digjukan kepadanya, meskipun para pihak tidak
mewakilkan kepada seorang kuasa.

8. Asas Kebenaran Formil yang Dicari

Asas ini mengandung makna bahwa dalam perlkara per-
dara vang hendak dicari oleh hakim adalah kebenaran yang
hanva didasarkan atas bukti-hokri sah vang diajnkan para
pihak dalam sideng pengadilan, Jadi asas kebenaran [oroii
dipernleh hanva didasarkan ada bukri-bukti sah sementara®t

Fengertian kebenaran formil tidak boleh ditafsrilan se-
hagai kehenaran yang setengah-tengah, namun merupakan
kebenaran vang diperoleh sebagai hasil penjabaran semua
fakta dan peristiwa vang terjadi dan diperoleh selama proses
persidangan berlangsung, Dalam praltik, tidak diwajiblan
mencaridan menyelidiki kebenaran dalam prosespersidanpgan.
Kebenaran vang dicari adalah kebenaran vang utuh atau bulat
vang saling herkaitan dengan kasns yang terjadi di antara para
pihak vang berperkara.

Pada dasarnva dalam hukum acara perdata vang
penting tersedia alat-alat bulti yvang sah. Haldm hanva se-
kedar menerima, meninjau Jdan menilai bahan-bahan yang

wampaikan aleh pihak-pihak vang berperkara. Berdasarkan
alat-alal bukli tersebut, hakim akan mengambil ke putusan.
Contohnya kalan salah sato pihak menunjukkan alat bukti

26 Fence M, Wantu, ckk, cp.cit., h. 25
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berupa akta ofentik, maks hakim wajib pereays dan mem
benarkan apa vang tertuang dalam akta tersebut, selama tidalk
ads buktt vang sebaliknya, tanpa perlo pula dengan adanva
pengazkuan dari tergugat tentang hal-hal yang diniduhkan
oleh pengrugal, maka hakim dapat menjatublan putusan
untitk kemenangan pihak penggugat.

9. Asas Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha
Esa

Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ke
‘luhanan Yang Maha Esa”. semua putusan pengadilan di Indo
nesia harus diberi kepala di bagian atasnya yvang berbunyi
“in noarn des Komings atau atas nama Haja” (pasal Hv'_l.
Kemudian dengan adanya UU No. 1 Tahun 1950 yakni pasal |
avat (2) dan kchadiran UU Darurat Nomor 1°Tahun 1951 vakni
pasal 5, kata-kata atas nama raja diganti menjadi "atas nama
keadilan”, dan akhirnva dengan adanya UU hNomor 14 tahun
1970 menjadi “demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang
Maha Esa’, schagal penyesualian denpan pasal 259 ULLD 1945,
Hal ini dapat dilihzt dengan ketentuan LU Nomor 49 rahon
2009 tentang Peradilan Umnum.®

Azaz peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ke
Tuhanan Yang Maha Esa, mensvaratlkan bahwa hakim dalam
proses peradilan tidak hanva  bertangpungjawab kepada
hulum dan diri sendiri serta kepada masyarakat, tetapi ber-
tangaungjawab juga kepada “uhan Yang Maha Fsa. Sclain ito,
asas ind juga menjamin agar putusan tersebut mempunyal
kekuatan cksckutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan
putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak
mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

27 Fence M, Wantu, Ibid., b, 25




10.Putusan Hams Disertai Alasan

Menurut ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Lehun 2004, segala putusan pengadilan sclain harus
memuat alasan dan dasarpotusan, memuoar pula pasal tertentu
dari peraturan  perundang undangan  vang bersangkutan
atan sumber hukom mak tertnlis vang dijadikan dasar untuk
mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimasudlan
schagal pertanggungjawaban hakim dar pada putusannva
terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan vang lebih tinggi
dan ilmu hukum, schingga olch karcnanya mompunvai nilai
obyektif. Karena adanva alasan-alasan itulzh maka putusan
mompunvai wibawa dan bukan karcna hakim tertentu yang
menjatubkannya,

F. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringun
Berpertkara Ji Pengadilan pada dasamya Udak dikenai
hiava. Biaya vang dimaksud dalam asas ini meliputi hiaya ke-
paniteraan Jdan biayva untuk pemanggilan, pemberitabiuan
kepada para pihak, dan biaya matersi™®

Bagi mereka vang tidak mampu membayvar biaya perkara,
Pada dasarnya dapat mengajukan permohonan hiaya perkara
secara cuma-cuma (prodeo), dengan menyertalkan surat ke-
terangangeglak mampu yang dibuat oleh pejabat yang ber-
wenang Dalam prakteknya, surat keterangan tidak mampu
i cukuap dibuat oleh camal di dacrah Lempal yang ber
kepentingan tinggal. Pengadilan akan menolak terhadap per-
mohonan biava perkara secara cuna-cuma apabila pemolhon
bukan orang tidak mampn.

Fala biaya ringan dalam asas ini dapal dimakngi sebagai
hiava yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul aleh

28 Fence M, Wantu, cp.cit., h, 21
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rakyat. Schaliknya biaya perkars yang tinggi akan membuat
orang enggan untuk berperkara di Pengadilan =

Azas peradilan cepat, scderhana dan biava ringan telah
giptur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Kekuasaan kehakiman (yvang menggantikan Undang- undang
Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketenman Pokok

Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan
Lndang-Undang Nomor 35 tahun 1899 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Pada pasal 4
avat (2} Undanpg-Undang Nomar 4 Tahun 2004 menyatakan
bahwea peradilan dilalkkukan dengan sederhana, cepat dan
piava ringan, selanjutnva dalam Pasal & ayar (2} dinyatakan,
bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuok dapat
tercapainya peradilan vang sederhana, cepat dan biaya ringan.
SL‘]i:ilL_iLmﬁ dalam penjelasan pasal 4 aval (2) menyatakan,
frahws ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan
para pencarnt keadilan®

Fonsep pengertian sederhana dan hiaya ringan hanva
dijumpai dalam penjelasan pasal 4 ayal (2) Undang-Undang
NOmor ﬁﬁhun 2004 vang menyehutkan, bahwa yang di-
maksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penye-
leszian perkara dilakukan dengan acara efisien dan efektit.
Biaya ringan adalah biaya perkara vang dapat dipikul oleh
rakyar. Sedanghkan yang dimaksod dengan cenpat ridak dijumpei
pun dalam penjelasan tesebur. Oleh karena itu, ukuran
sederhana, cepal dan biaya ringan didasarkan pada apa vang
dirasakan oleh maswvarakat atas dasar perlakuan yang wajar
dan scharusnva dan aparal pencgak hukwm baik pada talaran
litigasi maupun non litigasi.

298¢ h 22
30 Undéng-undzang Momor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
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Azas sederhana maksudnya adalah proses acaranva jelas,
mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sederhana
dalam proscs beracara di Pengadilan, maka semakin baik.
Sehaliknya terlalu banyak atau berbelit-helit proses heracara
aleant semakin sulit dipahami dan akan menimbuallan beraneka
ragampenatsiran sehingga kurangmenjaminadanya kepastian
brudeu,

Kata asas cepat dapat dimaknai sebagai menunjuk proses
peradilan yvang cepat dan proses penvelesaian yang tidak
berlarut-larut vang terkadang harus dilanjutkan aleh ahli
warisnya. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan
bagi jalannya peradilan. Tlalam hal ini bukan hanva jalannva
peradilan dalam pemeriksaan di mula sidang saja, tetapi juga
penvelesaiandaripadaberita acarapemeriksazndipersidangan
sampai pada penanda tanganan putusan oleh hakim dan
polaksanaannya Tidak jarang suztu perkara lerunda Lunda
sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para
pihak bergantian Udak datang atao minta mundur. Bahkan
perkaranva sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya, Maka
cepatnya jalannva peradilan akan meningkatkan kewibawaan
pengadilan dan menambah kepercayasn masvarakat kepada
pengadilan.®

. Teori Keadilan

Teori keadilan vang dikemulkakan oleh John Rawls vang
mendasari telaahnva dengan menerjemahkan keadilan
dengan faimess, yang menimbulkan tuntutan distribusi hal
dan kewajiban sccara fair. Prinsip keadilan mcenurut John
Rawls disepakati melalui kontrak sosial vang demoloatis,

dalam pengeortian ada kebebasan manusia, rasionalitas, dan
sederajat,

21 Sudikno Mertoko=urmo, 1998, Hokom Aearo Berdata Indonesia, Edisi
Kelima, Yogyakarta: Liberty, b, 28




lohn Rawls memandang keadilan dari 2 {dus) prinsip, yaitn:
(1) prinsip persamaan (principle of egual liberty), dimana setiap
orang mempunvai persamaan hak dalam arti kemerdekaan;
den (2} prinsip pembedaan  (diffevent principle), dimana
keadilan juga memerintahkan ketimpangan sosial elkonon,
dan mengatasinva dengan memberikan kenntungan terbesar
bagi mereka yang paling Lidak beruntung dan memberikan
kesempatan yang sama bagi mereka™ Inti gagasan keadilan
bukanlah pembalasan jasa tetapi penghindaran dari kese-
wenang-wenangan dan lebih utama penghilangan keknaran
vang sewenang-wenanyg, Oleh karena ilu pentingnya per-
kembangan legalitas, munculnya gagasan bahwa orang herada
di bawah aturan hukum dan bukan seseorang. Aturan hukum
Lerhbatl sceara porlahan untuk disertakan dengan wnplikasi
tertentu: (i) tak seorang pun dapat diadili karena sebabnva
sending (1) bahwa melode disedizkan antak penyelesalan per
selisihan tanpa menggunakan kekuatan oleh kelompok yang
bersangkulan; (i) bahwa pomaksaan kekualan yang penting
harus dipunyai hukum pada perintahnya tidaklah rerbatas,
bahwa yvang membuaal hukum berdasarkan hukom, dan babwa
ada cara mencegah mereka dari penyalahgunaan kekuatan
mereka, Mengulur sejarah keadilan dibuat dalam pergeralan
protes menentang penindaan hukom, menentang penerspan
hulum vang sewenang-wenang, dan melawan ketidakadilan
hukum itu sendiri?

Keadilan adalah suatu cita-cita vang irasional Dilihat
dari sudul pengelahuan rasional yveng Lampak hanyalzah ke
pentingan dan dengan demikian berbagai konflik kepentingan.
Penyelesaian atas konllik kepentingan Lersebul dapat dicapai
melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan

32 Jehn Rawls, Justice 05 Foirness; 4 Restatotement, Massachusetts: The
Belknap Fress of Harvard University Fress Cambridges, 2003, h. 42,

33 Morriz Ginshorz, Keodilan dalom Mosyarghat, Bantul: Fustaka logje
Mandird, 2003, b, 48
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dengan mengorhankan kepentingan lain, aran dengan ber
usaha mencapai suatu kompromi di antara kepentingan-
kepentingan yang aszling bertentangan. Pernyataan bahwa
hanva sam dari dua macam tatanan ini yang adil tidaklah
dapal didukung oleh pengetahuan rasional. Pengelahuan se-
macam ini hanya dapat menangkap snar tatanan positit yang
dibuktikan melalui tindakan-tindakan yveng dapat ditentulan
secara abjektif,. Tatanan ini adalah hokum positif,. Hanva
Latanan hukwn positillah yvang dapat menjadi objek il pe-
ngetahuan. Tatanan hukum pasitit merupakan hokum se-
bagaimana adanva, tanpa mempertahankannya dengan me-
nyehutnya adil atan menghyjatnya dengan menyehuotnya
tidak adil. Tatanan hukum positit ini berusaha menghadirkan
hukum vang nyata dan mungkin, bukan hukam yvang benear.
Menurut pengertian ini tatanan hukum positit adalah suat
Luua,'mg benar- benar realistik dan enpirik®

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatn koalitas yang
berhubungan bukan dengan isi dari suatu latanan hukuam
positit, melainkan dengan penerapannva. Keadilan dalam pe-
ngertian ind sesual dengan dan dibaruskan oleh setiap hukum
positit baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistil,
demoekratik maupun olokratik. Keadailan berarti pemelibaraan
atas tatanan hukum positit melalui penerapannya vang henar-
benar sesual dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.
kcadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan
bahwa perbuatan seseorang adalzh adil atau tidak adil dalam
arll berdasarkan hukum atau Gdak Derdasarkan hukuam,
berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai
dengan sual norma hukum vang diangprap absah oleh subjek
vang menilainva karena norma itu termasuk tatanan hukum
posilil. Pernvataan lerscbul secara logis memiliki karakter

34 Hans Kelscn, pencriemah Raisul Muttagion, Teard Umoam Tentang
Huxum dan Negaro, Cet VI, Bandung: Nusa Media, 2011, h, 1E
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vang sama doengan pernyaraan yang kira gunakan untuk me
masuklan suat fenomena konkret ke dalam suatu konsep
ahstrak. Jika pernvataan hahwa perbustan tertentn sesuai
atan tidak sesunai dengan suatn norma hukum disebut suatu
pertimbangan nidai, maka pertimbangan nilai objektillah yvang
harus dibedakan secara jelas dari pertimbangan nilai subjektit
vang menyalakan sualukehendak dan perasaandari subjeknya.
Pernyataan bahwa perbuatan tertentu berdasarkan hukum
alau lidak berdasarkan hukum itu terlepas dari keinginan dan
perasaan dar arang yvang memberi pertimbangan tersebut.
Pernyataan lersebul dapat diverilikasi menurul sualu cara
vang ehjektit. Hanya dalam pengertian legalitas inilah konsep
keadilan bisa masulk dalam ilmu hukum. #

Keadilan menjadi salah satn nilai dasar hidup manusia,
dan merupakan masalzh klasik vang tak pernah terpecahkan
secars Lunlas™ Meourul Briten, tdak adanva kescsuaian
mengartikan keadilan mendorong arang herusaha merumus-
kan dan mendelinisikan scsuai dengan lalar belakang penge
tahuan dan pengalamannya masing-masing.™

Keadilan diartiken sebagui pembagion yvang konstan dan
terns menerns untuk memberikan hak setiap orang. The
corstant ond perpelunl disposilion o render every mon his
e

Frinsipurmurm yangtasemh unvidalamberbagai penerapan
komsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang
lainnva berhalk atas kedudukan relatif berupa kesetaraan dan
ketidaksetaraan tertentu. Im merupakan sesuatu yang harus
dipertimbangkan  dalam  ketidakpastian  kehidupan  sosial

350, h.17-15.

3B Fence M. Wantu, 2011, fdee Des Recht — KePAstion Hukurnn, Keodilan
don Kemonfoaton, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 36

37 Karl Brivon, 2003, Phifcsophy and Meoning of Life, Yogyakarta
Primaspahis, h. 24

38 Hendry Cambel Blzck, 1591, Blocks Low Dictianory. West Fublishing
Co, Cight Eaitien USA, b, 100z
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ketika heban atan manfaat henggpk didistribusikan, ini juga
merupakan sesuatu vang harus dipulihlan ketika terganggu.
Pari situlah menurut tradisi keadilan dipandang schagai
pemeliharaan atan pemulihan keseimbangan  atan jatah
bagian, dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai
perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa,
kendatipun kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan
hal-hal yang berbeda dengan cara yang herbeda.™

H. Tugagr Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua,
vaitu kewenangan absolut (absolute competentie] dan ke-
wenangan relative (relative competentie). Kewenangan absolut
adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan
matai hukum (hukum materiil).:*

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyval pencari keadilan vang beragams Islam
mengenal perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksud
adalah vang Lermaklul (_Bdﬁlmu pasal 49 Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 vailu ;

*  Perkawinan;

+ Heowarisan;

«  Wasiat:

+ Hibah;

s Wakaf

v+ Zakat:

+ Infaq;

+ Shadaqgah;

+ Ekonomi Syariah.

49 HILA Heart, 1958, The Concen! G Love, Oxlord: Claren don Law Serias,
h. 24&
40 musthefa, 2005, KeFaniteroan P4, Jekarta: Frenadz Media, b. 9
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Peneari keadilan yang beragams  Islam membuomihkan
Peradilan Agama untuk menvelesaikan perkaranya sesual
dengan kewenangan yang dipunvai Peradilan Agamea, Di gini
terdapat pertemuan antars PA dengan masyarakat pencari
keadilan vang beragama Islamn. Oleh sebab iu perlu diatur
dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat
pencar keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan
dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan purusan yang
benar dan adi serta institusi pengadilan dihonmati dan di-
se2ani oleh masyarakat/rakyat pencari keadilan, Dalam hal
ini sudal ada pedoman dasar bagi aparatur pengadilan dalam
melayani pencari keadilan yang disebur dengan asas hukum
Peradilan Agama. Permasalahannya sekarang, apakah asas
lersebut Lelah dilerapkan dengan lepal sesua dengan yvang
diharapkan, atau masih banvak terdapat berbagai hal yang
menghambal tercapamva maksud dan Lujuan dar asas asas
tersebut.

Asas Hukum Acara Pengadila Agama scbagai berikul

« DA adalah peradilan negara

« PA adalah peradilan bagi orang-orang vang heragamsa
islam

* PA menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila

« PA memeriksa, memutuskan, menvelesaikan  perkars
berdasarkan hukum islam

» Peradilandilakukan demikeadilan berdasarkan Ketulianarn
YME

« Peradilan dilakukan dengan sederhanz, cepal dan blave
ringan

+ Peradilan dilakukan menurul hukwn dan Ldak mem
bedakan orang

« Peradilan dilakukan bebas darn pengaruh dan campur
tangan dani luar, semata-mata demi terwujudnya kebe-
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naran dan keadilan melalui penegakan hukom

Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan
sckurang- kurangnva tiga orang hakim dan sslah satunva
sebagal ketna, sedang yang lain sebgai anggota, dibantu
m,'.ll Panitera sidang

Pihak yang diadili mempunvai hak ingkar terhadap hakim
vang mengadili

Neracara dikenakan biaya

ﬂlg‘ﬁl}nknk Hakim di PA adalah -

L

Membantn pencari keadilan

Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Mendamaikan pihak-pihak yang hersengkera

Memimpin persidangan

Memeriksa dan mengadili perkara

Meminutir herkas perkara

Mengawasi pelaksanaan pulusan

Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
Menggali nilai nilai hukum yvang hidup dalam masyarakat
Mengawasi penasehat hukom

Peraturan perundangan vang menjadi inti hokuom acara

perdata

HIR (Hel Herziene Indundsche Reglermenl) alau RIB (Reg-
lemen Indonesia yang diperbaharni).

RBg (Rechts Reglement Builengewesten) alau Reglemen
untuk daerah seberang, untuk daerah loar Jawa dan
Madura.

Hsv (Reglement op de Burgerlijke Rechlsoordering) berlaku
untuk Eaad Van Tustitie.

EW (Burgerlijke Wetboek), Eilab Undang Undang Hukum
Perdata.

UL Mo 2 Lahan 1986, lentang Peradilan Lo, (LU No. 8
thn 2004)

UL No. 14 tehun 1970, lenlang Pokok Pokok kckuasaan
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kehakiman (LU ha. 4 thn 2004)

UL No, 14 tahun 1935, tentang Mahkamah Agung. (UL No.
5 thn 2014)

UL No. 1 tahun 1971 & PP No. 9 tahun 1975, rentang
Perkawinan dan

Pelaksznaannva,

PENERIMAAN PERKAEA

Calon Penpggugat menghadap di Meja 1:

L

[

[

fi.

Meja l:

« Menerima surat gugatan dan salinannya

* MNensksir panjar biava perkars;

» Membuat SKUM.

Kasir

» Menerima vang panjar dan membukukannva;

* Menandatangani SKLM;

» memberinomor pada SKUM dan tanda lunas.

beja 1l

» Mendattar pugatan dalam register;

* Memberi nomor perkara pada surat gugat sesuai nomor
SEUMNM:;

* Menverahlkan kembali kepada penggugat satu hela
surat gugar;

* Mengatur berkas perkara dan menverahlkan kepada
kerua melalnn Wakil Panitera + Panitera.

. Ketua lPA

» Mempelajar berkas;

» Membuoat PMH (Penetapan Majelis Hakim),
Panitcra

» Menunjuk Panitera sidang;

» Menverahlan berkas kepada majelis;
Majelis Hakim

Lo




Membuar FHE (Penetapan Hari sidang) dan perintah
memanggil para pihak oleh jurusita;

Menyidangkan porkara;

Memutus perkara.

7. Meja III

Menerimaberkas yvang telzh diminur oleh majelis hakim:
Memberitalukan isi pulusan kepada pihak yang lidak
hadir oleh jurusits;

Memberitahukan kepada meja IT dan kasic vang bertalian
dengan tugas mereka;

Menetapkan keluatan hulkuin;

menverahkan salinan kepada Penggupgat dan Tergugat
dan isntansi terkait;

menveralikan berkas vang Lelah dyzhil kepada Panilera
Muda Hukum.

B, Paniters Muda Hulkow:

Perdata perkara;

Melaporkan perkars;
Mengarsipkan berkas perkara.
Pengajuan perkara di kepanileraan:

Sural GugalansPormehonan  yang wlah dibual dan di
tandatangani diajukan ke kepaniteraan PA,

Sural Gugatan -» Sub kepaniteraan gugalan

Surat Permohonan = Sub kepaniteraan permohonan

Penggugat /Pemohon 3 Meja | % Menaksir biaya perkara dan
menulis pada SKL M.

Besarnva biaya perkara meliputi:

1. Biava kePaniteraan dan biaya materai

2. Biava pemcriksaan sakst ahli, juru bahasa, dan biava

sumpah

4. Biava pomeriksaan sclempal dan porbustan hakion yang

lain
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4. Biaya pemanggilan, pemberitshuan dan lzin-lain atas pe
rintah Pengadilan vang berkenaan dengan perkara itu
Fembavaran panjar biava perkara:

» Calon Penggugat/Pemohon menghadap kepada kasir;
» Menverablan sural gugal /permohonan dan SKUM;
*» Membayar panjar biaya perkara sesnai dengan yang
Lertera pada SEUM.
I‘Z:—Jsﬁ
+ Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biava
perkara;

+ Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda
lhinas Pada SKLA;

+ Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM
kepada calon penggugat,/pemohon;

+ Menyerahkan vang panjar tersebut kepada bendaharawan
porkara;

+ MNomor perkars dibuat 4 lajor,

Pekara Permohonan ¢ Momor: .. /Pdt.BS.. /PA...
Tangoal © e

Perkara Gugatan ¢ Momor: .. /Pdt. (/. /PA
Tangeal © e

Ket:

Lajur pertama berisi nomor urut perkara yvang bersangkutan
Lajur kedua berisi tentang perkara permchonan atau gugacan
Lajur ketiga berisi tahun pendaftaran perkara

Lajur kecmpat berist kode nama PA scsuzl kode kola yang
dibuat oleh kantor pos dan giro

Pendaftaran Perkara,

Calon penggugat/pemohon meghadap Meja Il dengan me-
nyeralikan Sural Gugalan /Pormohonan dan SEUM vang Lelal
dibayar.

Lk




Mr:_]'ﬁu :

Memberi nomaor pada surat gugatan/permahonsn sesnai
dengan nomor yvang diberikan oleh kasir, Sebagai tanda
telah terdaftar maka petugas bMeja [l membubuhkan Paraf;
Menyerahkan sato lembar surat gugatan,/permohonan
yvang lelah ter[daltea bersama satu helal SKUM kepada
Penggugar,/Pemohon;

Mencatal sural gugalan /permohonan lersebut pada buku
register induk perkara permohonan atan gugatan sesoai
dengan jenis perkaranya;

Memasukkan surat pugatan /permohonan tersehut dalam
map berkas perkara dan menverahkan kepada wakil
Banitera untuk disampzikan kepada ketua pengadilan
melalui Panitera.

Pen“ap an Majelis Hakim (PMH)

Dalam waklu sclambal- lambatnva 7 hart kelus menunjuk
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
d'dlmum_mah penelapan

Eetua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-
sural vang berhubungan dengan perkara vang digjukan ke
Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
Eetua menetapkan perkara vang harus diadili berdasarkan
nomor urut (bila ada perkara penting }ﬁngﬁarus diadili
menyanglut kepentingan umum maka harus didahulukan)
PMH dibuat dlm bentuk penetapan dan ditandatangani
oleh ketu PA dan dicatat dalam register induk perkara
vang bersangkutan.

Fenunjukan Panitera Sidang (PPS)

Lnluk membantu majelis hakio dalam menyelesaikan porkara

maka ditunjuk seorang atau lebih Panitera sidang.

L]

Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera
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+ Untuk menjadi Panitera sidang dapat ditunjuk Panitera,
Walkil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, atau
poegawai yang ditngaskan sebagai panitera sidang unmik
membanti hakim supaya menghadiri dan mencatat jalan-
nva sidanyg pengadilan, membual BAD, penetapan, putusarn
dan melzksanakan semua perintah hakim untuk menye-
lesaikan perkara tersebul.

« Apabila Anggota Majelis Hakim herhalangan untuk semen-
Lard, muaka diganti dengan anggola luin vang ditunjuk olel
ketua dan dicatar dalam BAP.

» Apabila Ketua Majelis berhalangan maka sidang harus
dirunda pada hari lain.

. .“LpabiJnKE'tua Majelis atau Anggota Majelis berhalangan
Lelap karena pindah tugas alan menmggal dunia alau
alasan lain, maka harus ditunjuk Majelis Hakim baru
dengan PMH baru.

* Apabila Panitera sidang berhalangan maka ditunjuk
Fanilera lamnnya untuk mengikuti sidang.

Penclapan Hari Sidang

+ Ketua Majelis Hakim bersama anggotanya mempelajarai
berlas perkara

+ Ketua mnr“npk:an hari sidang, rangpal, jam, serts meme
rintehkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap
pada hari, tanggal, jam yang ditentukan

+ Hepada para pihak diberitahukan agar mempersiaplan
saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

* Tanggal penetapan hari sidgng, sidang pertama, pe-
nundazn sidang, dan lain-lain harus dicatat dalam register
induk perkara yvang bersangkutan.
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Femanggilan Fihak- Pihak
. ﬁﬂlmn Limunm

Berdasarkan perintah Hakim /Ketua Majclis dalam PHS,

jurusitaSjurusita pengganti melaksanakan pemanggilan
kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari,
tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di

Lempal persidangan yang telal ditetapkan.

[

Tatacara Pemanggilan :

Dilakukan oleh jurisita/jurnsita pongaanti vang sah.,
Disampaikan langsung kepada pribadi vang dipanggil
di tempar tinggalnva

Jarzk antara hari pemanggilan dengan hari persidangan
harus memenuhi tenggang waktu yang patut, vakni
selurang-kurangnya tiga hari kerja (tidale termasulk
hari libur).

Aturan Khusus

Tala cara pemanggilan porkara perceralan dialur me

nurut Pasal 26-29 PP Mo, 9,/1975 sbhe

1.

Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa
perkara perceraian, baik suami atau istri maupun
kuasanva akan dipanggil menghadiri sidang rersebut
Panggilan dilalukan oleh jurusita Jurusita pengganti
yvang sah

Panggilan disampaikan langsung kepadsa pribadi vang
bersangkutan

Panggilan dilakukan secara Patut dan harus sudah
diterima olch suami ataupun istri atau kuasanya so
lambat-lambatnya riga hari kerja sebelom sidang dibuka
Pangeilan kepada Tergugal/Termohon dilampiri salin-
an surat Gugatan /Permohonan

Apabila Tergugal / Termohon tempal kedizomannya Lidak
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jolas atau tidak diketahui atan tidsk mempunvai tempat
kediaman vang tetap, panggilan dilakukan dengan cara:
* Menempelkan  pugarsn pormohonan atan surat
ranggilan pada papan pengumuman BA
= Menguwmnunikannya melalui satu atau beberapa surat
kabar arau mass media lain yang diterapkan oleh BA
Penguwimuwnan melalui sural kabar atau mass media lain
tersebut dilakukan sebanvak duoa kali dengan tenggang
walklu satu bulan antara pengumwnan pertamna dan
kedua.

I. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara dalam Sidang di

Pengadilan Agama

Adapun tahapan vang harus dilalui olch para pihak yang

berperkara di PA dalam proses persidangan adalah :

=

1@ e e e B

Pembacaan Gugatan
Jawaban lergugat
Replik Penggugat
Duplik Tergugal
Pembuktian
Kesimpulan

Putusan Hakim

Sidang Pertama

Dalam sidang pertama yang telah ditetapkan dan para

pihal telah dipanggil untuk hadir dalam sidang tersebut maka
ditemukan beherapa kemungkinan ¢

L.

2
3
1

Pengpugat tidak hadir, sedang ‘T'erpugat hadir
. Tergugat tidak hadir, sedang Penggugat hadir
Terpupgat tidak hadir, tetapi mengirimkan surat jawaban
. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir
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* Pengaugar fidak hadir, sedang Tergugar hadir

Maka hakim dapar menyatakan:

1. Menyatakan bahwa pugatan dinvatakan gugur
2. Menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil Peng-
oupat

* Tergugul Lidak hadir, sedang Penggugal hadir
Ha.Hn dapat :
I. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali

lagi
2. Menjatuhkan putusan verstel.

* Tergugat tidal hadir, tetapi menginmkan surat jawaban

1.

Apahila ‘Tergngat tidak hadir, walaupun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tetapi ia mengirilkmkan surat
jawaban maka surar itn tidak perlo diperhatikan dan
dianggap tidak pernah ada, kecnali jika surat itu berisi
petdawanan (eksepsi) bahwa PA yang bersanglkutan
ghjak berwenang untuk mengadilinya.

Eksepsi tersebul harus diperiksa oleh hakim dan dipulus
setelah mendengar dari Penggugar

Apabila eksepsi tersebul dibenarkan/diterima oleh
hakim, maka hakim menyatakan bahnwa pugatan tidak
diterima dengan alasan bahwa PA Lidak berwenang,
Apahila eksepsi tersebut tidak diterima karena dinilai
tidak benar maka hakim memutus dengan verstek biasa.
Jka kemudian Tergugal mengajukan verzel dan didalam
verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinva
Lidak diterima kecuall cksepsi mengena kewenangan
absolut.

Jika ternyala Lersebul bukan wewenang PA mclainkan
menjadi wewenang Pengadilan lain, maka eksepsi
harus diterima dan hakim harus menvalakan dirs Lidak
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berwenang.

+  Ponggugar dan l'erpogar samea- sama ridak hadir

@ Sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil 1agi sampai

dapat dijatuhkan putusan gugur atan verstek ataun perkara

dapat diperiksa, Penggugal dan Tergugal sana-sanmez hadir

dalam sidang,

* Hakim herusaha mendamaikan para pihak sebelum sidang
dimulai

Pembacaan Gugatan

‘Terdapat heherapa kemungkinan dari Penggugat vaimn -
1. Mencabut pugatan

2. Mengubah gugatan

4. Mempertahankan pugatan

J.

Ada beberapa kemungkinan dari Tergugat :

Fksepsi /Tangkisan

Mengaku bulat bulal

Mungkir mutlak /membantah
Mengaku dengan clausula
Reterte (jowaban berbelit-helit)

=AU o L

Rekonpensi
Cal : Nou. 2 s.d. 5 adalah jawaban terhadap pokok perkara

LCksensi / Tangkisan

* [liksepsi adalah :

Tangkizan atan sanggahan terhadap suatu pugaran
atau perlawanan vang tidak mengenai pokok perkara/
pokok peorlawanan dengan maksud untuk menghindari
sugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugaran
Lidak diterimea atau ditolak,
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Macam-macam cksepsi

* Eksepsiridak berwenang sceara absolot, yaim hahwa PA
tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang
diajukan oleh penggugat melainkan menjadi woewenang
rengadilan lain.

= Eksepsi Lidak berwenang secara relatil, wvaitu bahwa
PA vang ditujn ridak berwenang mengadili gugatan
penggugal lelapi menjadi wewenang PA yvang lain,

* [ksepsi Mebis inidem ( Van gewisde zaak ), vaitu Penp-
ailam lidak boleh memeriksa dan mengadili terhadap
suatn perkara yvang sama dan pihak-pihak yang sama
vang pernah diputus Ulrmﬁ—:ugudiluu Lersebul

* [ksepsi diskwalifikator, yaim eksepsi yang menyatzkan
bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan/hak
untuk menggjukan gugalan, alau penggugal  salah
menentukan tergugat baik mengenai orangnya ataupun
identitasnya

* [ksepsi karena Dhscm libel saitu karena surat gugatan
itu kabwur, Lidak jelas, Lidak dapat dipalami baik mengenai
susunan kalimatnva, formatnya, atau hubungan satu
sama lain vang Udak saling mendukung atau mungkin
hertentangan.

Cugat Balik ([ Reconzentie )

Syaral-syaral reconvenlic ;

=« Mengajukannva selambat-lambatnya bersama-sama
dengan jawaban pertama dari tergupgat conventie.

* [Kalau dimuka pengadilan tingkat pertama tidak menga-
Jukan reconventic maka ditingkal banding dan kasasi
tidak boleh mengajukan gugatan reconventie.

= Cugalan reconventic harus mengenai jenis perkara vang
menjadi keknasaan dari pengadilan conventie.

= Anlara gugalan convenlie dan reconventic harus me
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ngenai suatt rangkaian yang berksitan langsong,

Replik Pengpugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian
sl Penggugal diber kescmpatan untuk menanggrapinya sesuai
dengan pendapatnya.

Duplik Tergugal

setelah Penggugat menyvampaikan repliknya, tergongat
diberi kesempatan untuk menanggapi pula.

Pembuktian

FPenggugat dan Tergugat diberikan kesempatan vang
sama untuk mengajukan bukri-bukti baik herupa saksi-saksi,

alat bulkti surat maupun buldti lainnyva secara bergantian vang
diatur oleh hakim,

Kesimmpulan Para pihak
Baik Pengpugal maupun Tergugal diberikan kescimpatan
vang sama untuk mengajulan pendapat akhir yang merupakan
kesimpulan hasil pomeriksaan sclama sidang boerlangsung,
menurit pandangan masing-masing.
Upaya hukwm melawan putusan
= Verzoel;
« Banding;
= Kasasi;
* Peninjauan kembali.
a. Verzet
Perlawanan terhadap putusan verstel yang telah di-
Jatuhikan cleh pengadilan tingkal perlamea, yang diajukan oleh
tergugat yang diputus verstek, dalam waktu tertentu, yang
diajukan ke pengadilan vang® memutus perkara erscbul,
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Wraking

 Pihak yang diadili mempunvai hak ingkar terhadap
hakim yvang mengadili perkaranva.

= Hak ingkar adalah hak seseorang vang diadili untuk
mengajukan keberatan yang disertai alasan wrhadap
searang hakim yvang mengadili perkaranva.

» Hakim wajib mengundurkan dirl dari perkara:

* |agccara pribadi mempunyai kepentingan, baik lanpsung
maupun tdak langsung dalam perkara it

=  Suami/iatrd, keluarga atau keluarga scmendanva dalam
garis keturunan lurus, atau sampai derajat keempat ke
samping, tersangkut dalam perkara itu

Pe 1ktian

Hukum pembuklian merapakan bagian daripada hukum
acara dan memuat selain atmran-aturan tata tertib cara
bagaunana kedua pihak berperkara harus bortndak dalam
saling tukar menukar konklusi /kesimpulan dan mengajukan
bahan-bahan bukt untuk menguatkan kebenaran pendirian-
[ya Masing masing memuat juga aturan cara bagaimana
haldm harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan
hukum vang dipersclisihkan kedua pihak dalam perkara itu
berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti vang mereka ajukan
benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menc
tapkan pihak manakah vang dianggap berhasi dalam mem-

buktikan kebenaran pcndiEnnya.*l

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim
lenlany  adanya  peristiwa peristiva Lerlentu. Walaupun
putusan itu diharuskan objektit, namun dalam hal pembuktian
dibedakan antara pembulktian dalam perkara pidana yang
mﬂnﬂ}'ﬁ'l'kﬁn adanya  keyakinan dan peombuktian dalam

41 H .M. Asbdurrahman, Hukem Acarg Perdoto, cotakar [V | lakartas
Universitas Trisakti), h. 71
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perkara perdata yang tidak secara tepgas mensyaratkan adanva
kevakinan, Di Inggris disyvaratkan bahwa dalam perkara pidana
peristiwanys harus beyond reazomahble doubt, sedang dalam
perkara perdata cukup dengan preponderance of evidence.

Dalam tanya jawab di muka sidang pengadilan, para pihak
vang herperkara behas mengemukakan peristiva-peristiva
vang berkenaan dengan perlkaranya, Majelis Hakim mem-
perharikan semua peristiwa vang dikemukakan oleh kedua
belah pihalk. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa
atan hubungan hukom sungauh-sungpuh telah terjadi, majelis
hakimn memerlukan pembultian vang mevakinkan guna dapat
menerapkan hukumnya secara tepar, benar dan adil. Oleh
karena itu, para pihak vang berperkara wajib memberilkan
keterangan disertal bukrt-bukti menurnt hukum mengenai
peristiwa atan hubungan hukum yang relah terjadi. Dengan
kata lain, perlu pembuklan secara yuridis vailu menyajikan
tfakta-takta yang cukup menurut hukum untuk memberikan
kepastan kepada Majelis Hakim mengenaiterjadinya peristiva
atan hubungan

Pembuklian diperlukan karena adanva bantaban atau
sangkalan dari pihak awan mengenai apa yvang digngatkan,
alau untuk membengkan suatu hak. Pada wmumnya, yvang
menjadi sumber  sengkera  adalah suatu peristiwa  aran
hubungan hukum, bukean mengenai hukumnya, Kebenaran
peristiwa atau hubungan hukum imilah yang wajib dibuktikan.
Jika pihak lawan (Tergugat] sudah mengakui atau mengiyakan
apa vang digugatkan oleh Pengrugal, meka pembuklan Lidak

diperlukan lagi.
14

Dilihat dari pihak pihak vang berperkara maka alat buku
dapat diartikan bahlwa alat atau upaya yang hisa digunakan
oleh pEli-pilli—Jli vang berperkara untul meyakinkan halkim di

42 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acare Perdoto, (Bandung: FT. Citre
Aditya Bakt, 2000), h. 115
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muka pengadilan. Sedangkan jika dilihat dari segi pengadilan
vang memeriksa perkara alat bukti artinva alat atau upava
vang bisa digunakan oleh hakim untuk memutias perkara. Jadi,
alat bukti tersebut diperlukan oleh pencar keadilan dan juga
vleh Pengadilan.#

Suatn persengkeraan atau perkara tidak bisa diselesaikan
Lanpa adanya alal buld, artigpp kalau gugalan penggugal
tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus
juga oleh hakim tetapi dengan menclak gugatan karena tidak
terbukti.

Fada dasarnva dalam proses peradilan perdata dikenal
berbagai macam alat bukti. Menurir pasal 1866 KUH Perdata
maupun pasal 284 RBg, jo. pasal 164 HIR, ada 5 (lima) macam
Alat pr‘.ml'ﬁl-:ﬁﬁn vang sah* vair
1. Surat surat,

Eesalesian,
Persangkaan,
Pengakuan,

R "SR JUR &

Swnpah,

Selain ima macarm alat bulti yang disebutkan dalam
pasal TR66 KUH Perdata maupun pasal 284 RGh, jo pasal 164
HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembultian lain vaitu
pemeriksaan setempat dan keterangan ahli,

Pasal 180 RBg jo pasal 1553 HIR ayat (1) menyatakan “jika
diangpgapdan berguna, maks kerua dapat mengangkar seorang
atau dua orang komisaris dari pada pengadilan itu, yang
dengan bantuan panitera akan memeriksa sesuatu keadaan
setempat, sehingga dapat menjadi keterangan lkepada hakim™

A3 A. Koihan A Kasyid, Hukom Acorg Beradilon Agoma, (lakarta: PT. Raja
Gratindo Pcreada, 1988), h. 144
44 Fence M, Wantu, cp. ¢it., h. 132
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Pazal 181 KBg, jo Paszal 154 HIR ayat (1) menyatakan Tjiks
menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat
menjadi lehih rerang kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli,
maka dapat ia mengangkat searang ahli, baik atas permintaan
kedua belah pihak, maupun karena jabatamya’=

Ada beherapa alat bukti [ain yang ridak diseburkan dalam
Undang-Undang  vaitu Tow, [in, rekaman  video Aape/
CID serta microbilm dan mikrofische. Menuror Surar Kerua
Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Menteri Ke-
hakiman RT Nomor 57/TUA8RA02/Pid ranppal 14 JTanuar
1935, microfilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukt
surat dengan cataran hila bisa dijamin keotentikannva yang
dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal
tersehnt berlaku terhadap perkara-perkara pidana maopon
perata,

J. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado Ber-
dasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan

Fetentuan mengenal asas sederhana, cepat dan biava

ringan diatur dalam Undang- Undang Momor 19 Tahun 1964,

Lndang- Lndang somor 14 “I'shun 1970 dan Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 19989 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004, Pasal4 ayat (2 UL No 19 Tshun 19684 memuoar pengertian

“sederhana” dan “biava ringan’, tetapi tidak ada ketentuan

mengenal kata “copar”. “sederhana” adalah pemeriksaan dan

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yvang efisien dan
cfektif. Efisicn berkaitan dengan waktu dan efektif berkaican
dengan cost atau biaya. Dengan demikizn, pengertian “cepat”
menjadi bagian dari pcng:ﬂian “scderhana’. Sedangkan yang
dimaksud “hizya ringan” adalah biava perkara vang dapat
Lerpikul olel rakyval, Bagi pencari keadilan vang tidak (kurang)

45 |bid
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mampu dimungkinkan berperkara dengan cuma-cuma yang
diajukan sesual dengan syarat dan tata cara vang berlalcu
tidak pernah ditolak pengadilan (gelahn dikabulkan), Namuon
dart segi lain, biava ringan juga menimbulkan ekses. Karena
biava ringan maka sangal mudah pihale vang berperkara
mengajukan upaya hukum walaupun diketahni atan dapat
diduga upava hukum akan ditclak atau tidak dapat diterima.
Lerdasarkan pertimbangan tersebur, maka pada pemeriksaan
Linglal kasasi alau peninjauan kembali dikenalan pembayaran
vang lehih mahal. Dengan semangat yang sama, L No. 14
Tahun 1970 menjelaskan pengertan “cepal” vaitu “tidak
diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-helic yang
dapat menvebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan
kadang kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencar
keadilan. Sedangkan “biaya ringan” diartikan sebagai "biava
vang screndah mungkin selungga dapat terpikul oleh rakyal.
[ni semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari

LT

kebenaran dan keadilan”

Rerperkara di Pengadilan Agama Manado bagi masyarakat
Lidak mampu dinamakan pembebasan biava perkara. Meonurul
Ketua Pengadilan Agama Manadao ada B (delapan) perkara yang
dibebaskan dari biaya perlkara dimana dibiayai oleh Negara
melalui dana TTPA Pengadilan Agama Manado pada tahun
2014 yaitu Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupizh).”

Persyaratan untuk menerima pembebasan hiaya perkara
menurut beliau adalah menunjukkan identitas atau kartu
nuskin seperliJAMEESMAS, IJAMEESDA, GARIN, Karlu Miskin,
dan lain-lain. Persvaratan tersebut sangat memudahkan
miasyarakatl Udak mampu unluk mencring pembebasan biava
perkara di Pengadilan Agama Manado.

A8 Muh. Daming Sunusi, op.at., b, 3714
47 ‘Waweoncaradeongan Bapak Crs. &waluddin, SH., MH ., Kctuz Pongadilan
Agama Manzdo pzada tanggsl 06 Mopember 2014
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Azaz and f‘ET‘h.’-!T!ﬁ“gﬂ rkaitan dengan “acara” atan “heracara’
Secara normatif ada ketentuan-ketentuan vang mengatur
mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. Dalam
KUHAP didapati ketentuan mengenai pemeriksaan secars
cepal dan singlal yang lazim  disebul  perkara-perkara
tindak pidana ringan atau disingkat tipiring. Dalam tipiring
kesederhanaan itu antara lain tidak diperlukan surat dalowaan,
tidak ada keharusan didampingi advakat. Tetapi, khusus dalam
pemeriksaan perkara dengan acara singkal, lergantung pada
penuntut umum. Penunmit umum vang menentukan suatu
perkaraakan diperiksadengan acara singkal alau acara biasa. ™

Mengenaiperkara perdata, asas kesederhanaan ditentukan
juga oleh para pihak vang berperkara, Pihak-pihak yeng me-
nentukan apakah akan menempuh penyelesaian secara damai
atan meneruskan herperkara (HIR, Pasal 130 RRg, Pasal 154).
HIR vang diperuntukkan bagl golongan orang Indonesia asli
dimaksukan umtuk beracara sederhana dan cepat, berbeda
dengan Rv. Misalnyva dalam HIR, hakun mempunvai peran
aktit dalam heracara termasuk membantu mencatat gugatan,
vang digjukan sccara lisan karcna pemohon ldak pandai
menulis menurut tata tulis resmi. Tidak ada syarat-syarat
[ormat gugatan. Suatu gugalan sudah dianggap cukup kalau
jelas Penggugat dan Tergugat, alasan menggugat dan tujuan
atau sasaran gugatan, Dalam beracara tidak diharuskan ada
pembela, dan berbagai kesederhanaan lainnyea. =

Pengadilan Agama Manado menyiapkan sarana Fos
Banluan Hukuwm (POSBAKUM) untuk moembeanlu para piliak
membuat Surat Gugatan ataupun Permohonan. POSBAKUM
dalan menjalankan tugasnya Udak monunta bayaran alaupun
uang dari para pihak. Para pihak hanya datang ke kantor
POSBAKUM  menvampalkan  keinginan  mercka  sckaligus

48 KUHAF Pazal 203 216
43 Muh. Daming Sunusi, Op.cit., h. 215
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moemberikan keterangan atau data yang diperlukan untuk
pembuatan gugatan ataupun permohonan ™

Bulan lanuari sampai Desember 2012 misalnya, pugatan,/
permohonan yang memakai jasa bantuan hukum  dari

POSEAEUM Derjumlah 153 gugatan /permohonan. Hal ind
menunjukkan bahwa antnsias masyarakat mengpunakan jasa

POSBARUM vang disiapkan bagi masvawrakal vang mampu
atanpun tidak mampan.

Salah satu alasan adanva POSBAKUM  tersebut di
Pengadilan Agama Manada adalah untuk membantu para
haldim dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara, Jika
pngatan vang diajukan aleh para pihak tidak memenuhi semua
unsur gugatan vaitu identitas, posita dan petitum maka gugat-
an tersebur dikembalikan kepada pihak Pengpupat ataupon
Pemohon untuk diperbaild. Setelah adanya POSBAKUM di
Pengadilan Agama Manado sangat membantu proses peme:
riksaan perkara sehingga asas cepat dapat dilaksanakan

dengan baik.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Manado di-
upayvakan tidak melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.
[.embatnya proses penyelesaizn perkara di Pengadilan Agama
Manado menurut Panitera Muda Hukum disebablan oleh
beherapa hal yaitu para pihak yang telah dipanpggil secara
patut tidak menghadiri sidang perkara vang telah ditentukan.
I21 samping itu penyehab lainnva adalah majelis hakim yang
menyidangkan perkara tersebut dinas luar sehingga sidang
harus ditunda™

Turnlah haldm yvang menvidanglkan perkara di Pengadilan
Apama Manado adalah 5 orang termasuk ketua Pengadilan

50 Wawszncara dergan Fika Sofyan di kantor FOSBAKUMN Pengadilar
Apama Manadopada tangozl 14 Dkioher J014

51 Wawencara dengan Penitora Muda Hukum PA Mornado lbu Bosnc Al
5.40g pada tanggal 11 Mopember 2014
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Apama dan Wakil Kerua, Berikut ini nama namsa  hakim,

panitera serta staf masing-masing di Pengadilan Agama

Wanado.

No. Nama Jabatan

1 Drs. Awaluddin, S5H. M. Ketna

2 Dr. M. Basir Walsil ketua

A Drs. H Mal Damu, MH Halkim

4 Dra. Hj, Marhumah Haldm

a Viisman Hadi Prayitno, 5. A0 MH, Hakim

&  Dra. Vahria Panitera /Sekretaris
7 Bambang Suroso, SH Wakil Panilera

H o Tri Wahdiati Tokolang, 5.Ag Wakil Sekretaris

9  Rosna Ali, 5.Ag Pammud Hukum

10 Masita Mayang, 5.Ag Panmud Gugatan

: . Parmud

I Zainal A Satyan, 5H. Permohonar

12 Rubiant George, 5.Ag Kasubhag Keuangan
I3 Dra. Zulianti Bakari Eg;ig;fg -

14 Kamlia Hamzah, 5.An Kasubhag Limnm
I5 Dra. Hj. Idjma Tawil, 5.Ag Panitera Pengganti
16 Husain Lahilote, S.Ap Panitcra Pengganti
7 Muhammad Adil, 5.Ag., M.HI Jurusita

18 Djufrianto Antu Jurusita

19 Hamdan Basjir Jurusita Pengganti
20 Andi ljandra Mokolintad Jurusita Pengpanti
21 Noerhayati Agune, SH Staf Kevangan

22 siti Alsa Halidu, S5H Staf Kepanitcraan
23 Fatmah Adam Staf Kepaniterzan
24 Huszin Permata Staf Kepanitcraan
25 Nisrina Natsir, 5.HI Staf Kepaniteraan
2b  Filriab Anom, SH Slal Kepanilcraan
X7

Sudirman Sumuharjo
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Staf Kepaniterzan




28 |Elvira Wongso, SH Staf Kepaniteraan
29 | Noor Indrivanti, SE Ei;g:]]: ff;;n

30 |Heru Pratama Bason, S Kom Staf Kepaniteraan
A1 | Fajria Ma'rof, A Md sSraf Kepeniterasn
32 |[Andi Hamriah Hamzah, A Md Staf Keuangan

A3 | Purwanto Staf Lmum

34 |Dewi Arimbi Bargowo Staf Kepaniteraan

Sumber : Kepegawaian PA Manado

Penerapan asas cepal dan sederhana dapal disimpullan
hahtwa penyebabnya adalah dari para pihak yang herperkara
kurang bersungguh-sungeuh untuk menghadini sidang yang
ditentukan. Jika 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir pada
sidang vang ditentukan maka putusannya dinyvatakan gugur.
Hal ini memmukkan bahwa Pengadilan Agama Manado
melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tidak ingin
herlarur-larat dalam satu perkara saja. Mengingat banyak-
nya perkara vang harus disidangkan sementara jumlah
midjelis hakim hanya terbatas vaitu Cerbagl menjadi 4 (ciopal)
majelis yang bersidang pada hari Senin, Selasa, Rabu dan
Faimis. Penerapan asas il jupa discbabkan olch hakun sc
bagai majelis vang menyidangkan perkara sering dinas luar
selungda persidangan harus dilunda, sckiranva hal ind Ldak
terjadi ketika hakim yang sedang menyidangkan perkara tidak
diberikan dinas luar schingga pomeriksaan perkara ilu Lidak
memakan waktu lama.

Pengadilan Agaima Manado disamping harus menerapkan
asas sederhana dan cepat juga tak kalah pentingnya adalah
penerapan asas biaya ringan. Berdasarkan Surat Keputusan
Ketua FPengadilan Agamza Manado Nomor WIE-AL/OSTAS
HE.00.8 /1/2013 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya/
Onpgkos Poemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/durusita




Penpeanti pada Pengadilan Agama Manado sebagal herikut

Mepanger Rp. 80000,

Bunalcen Rp. 100.000,-

Bunzken Kepulauan Rp. 350,000,

Pineleng Rp. RO.000,-

Tombulu Rp., 100,000,- sampai Ep. 200,000,-
6. Kalawat Rp. 80.000,-

7. Airmadidi Rp. 80.000,-

R, Kauditan Rp. 90.000.-

9, Kema Ep, 100.000,- scunpal Ep, 200,000,-

100 Likupang Rp. 100,000 -

Panjar perkara dalam kora Manado adalah Rp. 65.000,-
Taksir biayva perkara dilakulkan di Meja | dengan perhitungan
untuk perkara cerai pugat hiasanya dihitung 3P (ripa kali
penggilan untuk Penggugat) dan AT (empat kali panggilan
unluk Tergugal), Cerai Lalak dihitung 4P dan 5T, scdangkan
untuk perkara Verzer dihitung 1P dan 2T,

O L IV T

Contoh biaya perkara dalam kota Manado sebagai berikut:

= Pendallaran Ep. 30.000,-
* Proses (ATK) Rp. 20,0400, -
* Panggilan Ep. 143.000,-
* Redaksi Rp. 2.000,-

« Materai Ep. 6.000,-

*« Tinmlzh Rp. 236.000 -

Panjar hiaya perkara yang distor ke liank oleh pihak
Penggugat, Pada saat proses pemeriksaan perkara berlang-
sung panjar hiaya perkara yang telah distor ke Bank hahis
maka Majelis Hakim menegur kepada pihak Penggugat untmk
menambah panjar biava porkara wrsebul. Majelis hakim
memberikan waktu selama 1 bulan untuk menambah panjar
lersebut. Jika dalam waklu lersebut Udak dilakukan make
Pansek Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Keterangan
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bahws vang hersangkutan ridak menambah panjar biava
perkara. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut ketua Majelis
vang menangani perkars terschut memuotouskan untok coret
dar register perkara=

Data di atas menunjukkan bahwa majelis hakim tidak akan
meneruskan untnk menvidangkan snatu perkara jika pihak

Pengpugal Lidak menviapkan biaya perkara samnpai pada tahap
Akhir yaitu pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa
jika pihak yang berperkara tidak mampu untuk membayar
panjar hiava perkara maka mereka tidak akan mungkin
menerima putusan dan mendapatkan keadilan, Biayva perlkara
bagi masvarakar tidak mampn untuk tahun 2004 hanvalah
bisa digunakan oleh § perkara saja. Sementara masyarakat
vang tidak mampu berperkara di Pengadilan Agama Manado
lebih dar & gugartan atau permohonan, Hal inilah yang perlo
diperhatikan oleh pemerintah mengenai pembebasan biava
perkara dengan cara menambah biava tersebut pada DIPA
Pengadilan Agama Manado schinges keadilan ilu dapatl
dirasakan aleh masyarakat,

K. Penutup

Fenerapan asas sederhana dan cepar di Pengadilan Apama
Meanado dalam hal pembuatan gugatan ataupun permohonan
ﬁi]ﬁkﬂﬁm(ﬁﬂ dengan baik, Salah sato unsur yang memhbantu
adalah dengan adanya POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
vang berkantor di Pengadilan Agama Manado. Ponerapan
asas tersebut belum dilaksanakan dengan baik dalam hal
penvelesaian perkara. Hal ini discbabkan disamping dari
para pihak yang kurang bersungguh-sungguh hadir pada
persidangan vang telah ditentukan juga majelis hakim sering
menunda sidang dengan alasan Dinas Loar atan coti,

Bizya berporkara di Pongadilan Agama Manado ditenlukan
g2 Keterangan |bu Rosnz All sebzgal Fanmud Hukum PA Mznado
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berdasarkan radius arsu jarak wilayah pihak berdomisilih.
Biava tersebut ditaksir oleh Meja ltermasuk biava pendaftaran,
pemanggilan para pihak atan gaksi, ATK, dan marerai. Jika
Pengeugat adalah termasuk masyarakat tidak mampu dan
meniliki kartu miskin malka dapal dikenakan pembebasan
iava perkara. Pembebasan ini pun hisa dilakokan jika dana
DIPA untuk hal tersebul masih tersedia. Tika dana DIPA Lidal
ada maka Proden mumi yaito harus membayar hiaya perkara.
Kalau Panjar biava perkara tdak dibavar maka perkara
tersehut tidak bisa diregister.
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